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Beni Andang Kirana, D0114025, Responsivitas Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta Dalam Penataan Pedagang Pasar 
Klewer (Penelitian Pada Pedagang Pelataran). Skripsi,  Jurusan 
Ilmu Administrasi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. 
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 Pasar Klewer merupakan pasar tradisional yang memiliki jumlah pedagang 
yang cukup banyak yang berpartisipasi mengikuti kegiatan berlangsungnya pasar. 
Oleh karena itu diperlukan penataan pedagang yang tertib,rapi, aman dan nyaman 
yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Surakarta selaku penanggungjawab. 
Namun dalam pelaksanaan penataannya masih ditemukan keluhan masalah yang 
dianggap mengganggu penataan, seperti isu penyalahgunaan kepemilikan lapak 
serta kurang tertibnya pedagang dalam menempatkan barang dagangannya 
sehingga mengganggu kenyamanan. 
 Penelitian ini bertujuan menganalisis responsivitas yang diberikan Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta dalam penataan pedagang pelataran Pasar Klewer. 
Jenis penelitian ini adalah  penelitian deskriptif kualitatif. Sumber datanya 
diperoleh dari informan, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan 
penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung 
dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interaktif. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber merupakan 
tehnik yang menguji kebenaran data dari berbagai sumber informan, keabsahan 
data akan dianggap semakin valid apabila data tersebut mempunyai banyak 
kesamaan dengan berbagai pihak. 
 Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa responsivitas yang diberikan 
Dinas Perdagangan sudah cukup baik dalam penataan pedagang pelataran Pasar 
Klewer, hal tersebut dapat dilihat dari 5 indikator: (1) Terdapat ada tidaknya 
keluhan. (2) Sikap Dinas dalam merespon keluhan. (3) Referensi perbaikan atas 
keluhan yang ada . (4) Tindakan Dinas untuk memberikan kepuasan pelayanan. 
(5) Dalam hal penempatan masyarakat dalam sistem pelayanan yang berlaku. 
 Untuk  mendukung penataan pedagang pelataran Pasar Klewer yang 
tertib, rapi, aman dan nyaman diperlukan sosialisasi secara berkala terkait 
peraturan yang harus ditaati pedagang serta pemenuhan fasilitas pendukung 
keamanan pada penyediaan gudang penyimpanan barang sementara di tempat 
dasaran pelataran. 
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Klewer Market is a traditional market with a large number of sellers 
participating in market operation activity. Therefore, an orderly, tidy, safe, and 
comfortable seller arrangement is required to be implemented by Surakarta City 
Trade Service as the one responsible for it. However, in implementing its 
arrangement, some complaints are found in relation to shanty ownership abuse 
and sellers putting their merchandizes in disorganized manner, thereby resulting in 
discomfort.  
This research aimed to analyze the responsiveness of Surakarta City Trade 
Service to the arrangement of yard sellers in Klewer Market.  
This study was a descriptive qualitative research. The data source was 
obtained from informant, observation, and document relevant to the study. The 
sampling technique used was purposive one. Techniques of collecting data used 
were in-depth interview, direct observation, and documentation study. Technique 
of analyzing data used was an interactive model of analysis. Data validation was 
carried out using source triangulation, validating the data from many informant 
sources, and data would be considered as valid when the data had similarity to 
many parties.    
The result of research showed that the Trade Service’s responsiveness to 
the arrangement of Klewer Market yard sellers was sufficiently good. It could be 
seen from 5 indicators: (1) whether or not there is complaint, (2) the Service’s 
attitude to responding to the complaint, (3) reference to correct the existing 
complaint, (4) the measures the Service takes to give satisfactory service, and (5) 
the placement of community in the enacted service system. 
To support the arrangement of Klewer Market yard sellers orderly, tidily, 
safely, and comfortably, socialization should be given periodically related to the 
regulation the sellers should comply with and the fulfillment of safety-supporting 
facilities in providing temporary warehouse in yard exhibition place.    
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I.1 Latar Belakang 
 Di Indonesia, pasar tradisional memiliki peran cukup penting bagi 
kesejahteraan ekonomi masyarakat, seiring banyaknya keberadaan pasar modern, 
namun masih banyak masyarakat di daerah berbagai kota maupun kabupaten di 
Indonesia menjadikan pasar tradisional sebagai alternatif mencari pendapatan dan 
juga kebutuhan dalam transaksi jual beli, hal tersebut menunjukkan bahwa 
eksistensi pasar tradisional pun masih tetap terjaga. Jika dilihat dari sisi budaya, 
pasar tradisional memiliki daya tarik tersendiri karena lebih memiliki nilai-nilai 
dan kearifan lokal daripada pasar modern. Di pasar tradisional, pembeli bisa 
melakukan tawar-menawar kepada para penjual yang sering diselingi percakapan 
lain yang menambah aroma kekeluargaan dalam proses jual beli ini. Kota 
Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang cukup memiliki banyak 
masyarakat yang bergantung pada sektor perdagangan yang terdapat pada pasar 
tradisional, oleh karena itu pasar tradisional terdapat potensi berupa pembayaran 
retribusi daerah untuk memberikan kontribusi akan pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah . Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 
tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko dan 
modern mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan 
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara 
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat 
usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, 
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal 
kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 
Dengan pola bangunan berupa toko, kios dan los yang memungkinkan interaksi 
antara penjual dan pembeli berlangsung terbuka, hal itulah yang menjadi ciri khas 
keberadaan pasar tradisional. Namun selama ini, kebanyakan pasar tradisional 
masih dianggap memiliki bentuk bangunannya yang relatif sederhana, dengan 




parkir yang kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar, dan penerangan 
yang kurang baik). Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan 
sehari-hari dengan mutu barang yang kurang diperhatikan, harga barang relatif 
murah, dan cara pembeliannya dengan sistem tawar menawar. Para pedagangnya 
sebagian besar adalah golongan ekonomi lemah dan cara berdagangnya kurang 
profesional (Lubis, 2005). 
 Berbeda dengan keberadaan pasar modern yang kini juga banyak ditemui 
di Surakarta, seperti; mall, supermarket hingga minimarket. Pasar modern tersebut 
kini dikemas dalam tata ruang yang lebih baik, penerangan yang bagus, lebih luas 
dan sejuk. Pengalaman berbelanja juga terjamin kebersihan, keamanan serta 
pelayanan penjual yang ramah. Dengan banyak kelebihan tersebut tentu pasar-
pasar modern dengan mudah akan menarik perhatian masyarakat untuk 
berbelanja. Pasar modern juga didukung dengan manajemen modern sebagai 
penyedia barang dan jasa dengan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
 Keberadaan pasar modern memang menunjukkan kemajuan dan 
perkembangan sektor perdagangan tetapi disisi lain merupakan sebuah ancaman 
bagi pasar tradisional. Karena di era modern kini banyak konsumen yang lebih 
memilih berbelanja di pasar modern, selain memiliki tempat yang lebih baik, 
nyaman, dan bersih juga memiliki kualitas barang yang lebih baik daripada 
berbelanja di pasar tradisional. 
Oleh karena itu diperlukan suatu upaya dari pemerintah untuk 
pembangunan dan modernisasi terhadap pasar tradisional agar menjaga eksistensi 
pasar tradisional untuk tetap mampu bersaing dengan pasar modern serta dapat 
terusmemberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain 
pembangunan dan modenisasi pasar tradisional, pemerintah juga perlu melakukan 
penataanpasar khususnya penataan pedagang pasarguna menciptakan suatu 
kondisi yang nyaman dan rapi di dalam pasar tersebut.  Begitupula di Kota 
Surakarta, mengacu pada Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional yang terdapat pada pasal 8 huruf 




pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengaturan dan penataan 
pedagang pasar. 
Salah satu pasar tradisional di Surakarta yang mengalami pengembangan 
dan modernisasi adalah Pasar Klewer. Seperti yang telah di kutip di Wikipedia, 
Pasar Klewer memang dikenal sebagai pasar tekstil menyediakan berbagai macam 
jenis kain dan pakaian mulai dari pakaian anak-anak, dewasa, orangtua. Selain itu, 
terdapat kain bahan katun hingga sutra. Namun, yang menonjol di Pasar Klewer 
adalah adanya berbagai macam jenis kain batik. Diantaranya batik tulis Solo, batik 
cap, batik antik keraton, batik pantai keraton Solo dan batik putri Solo. Selain itu 
ada berbagai jenis batik dari Yogyakarta, Pekalongan, Banyumas, Madura, Betawi 
dan kota-kota lainnya. Selain terkenal dengan pusat batik, pasar ini menyediakan 
makanan, kerajinan, pernak-pernik, barang elektronik, emas dan peralatan dapur. 
Ada juga kerajinan khas masyarakat Surakarta yang berkualitas ekspor, seperti 
cermin kayu ukir,kaca ukir dan berbagai cendera mata berbahan dasar kaca. Selain 
itu lokasi Pasar Klewer dinilai cukup strategis karena dekat dengan cagar budaya 
Kraton Kasunanan Surakarta yang seringkali menarik kunjungan wisatawan. 
Namun pada tanggal 27 Desember 2014 pada malam hari, pasar klewer terbakar 
hebat hingga habis. Kebakaran terjadi pada sayap barat (bangunan baru) pasar, 
sedangkan pasar lama tidak terkena dampak yang signifikan. Sebagai tindak 
lanjut, pemerintah kota surakarta membangun pasar sementara di kawasan Alun-
Alun Utara Kraton Serta sebagian Pagelaran Keraton, atas izin pihak Keraton 
Surakarta Hadiningrat, sebelum pembangunan kembali kompleks pasar selesai. 
Dengan anggaran sekitar 150 milyar rupiah, sampai awal tahun 2017, pasar 
klewer sisi bagian barat selesai direvitalisasi kembali, namun masih menyisakan 
sisi pasar klewer bagian timur yang masih belum terbangun, hingga tanggal 21 
April 2017, Pasar Klewer resmi beroperasi kembali yang diresmikan oleh 
Presiden Joko Widodo. Pasca Pasar Klewer direvitalisasi kembali, terdapat 







Berikut Jumlah lapak kios dan pelataran yang ada di Pasar Klewer. 
   
    Tabel 1.1 
Jumlah Kios dan Pelataran Pasar Klewer Kota Surakarta Sebelum 






Setelah Revitalisasi   
Tahun 2017 
Keterangan 
1. Kios    
  Barat 1.669 1.669  
  Timur                546 546  
2. Los - -  
3. Pelataran 765 845 Penataan Pedagang 
PKL JL. KH. Hasyim 
Asy’ari & PKL 
Kemasan 
  2.980 3.060  
Sumber: Arsip Dinas Perdagangan 
 Berdasarkan Tabel Jumlah kios dan pelataran yang tercatat pada Dinas 
Perdagangan diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah pedagang Pasar Klewer 
di Kota Surakarta berjumlah cukup besar. Terdapat kenaikan jumlah pedagang 
yang berjualan di pelataran pasca revitalisasi dikarenakan jumlah pedagang 
mengalami penambahan yang berasal dari hasil penataan Pedagang Kaki Lima 
(PKL) JL. KH. Hasyim Asy’ari ada yang berjualan pakaian, kuliner dan lain 
sebagainya serta PKL kemasan ( Pedagang Jual Beli reparasi emas) alhasil jumlah 
dari 765 pedagang menjadi 845 pedagang.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat pula diketahui bahwa dengan 
bertambahnya jumlah orang dan barang di Pasar Klewer yang semakin bertambah 
mengakibatkan tingkat kepadatan semakin meningkat, akibatnya terjadi 
penyempitan ruang, dan tak jarang menimbulkan berbagai masalah seperti konflik 
antar kelompok pedagang, oleh karena itu diperlukan penataan pedagang oleh 
Dinas Perdagangan Kota Surakarta yang berkualitas dan juga responsif sesuaiapa 
yang diharapkan pedagang pasar misalnya dengan memberikan tempat usaha yang 




peningkatan daya saing pasar serta memberikan tingkat kepuasan pelayanan yang 
baik. 
 Namun dalam realisasinya, penataan pedagang Pasar Klewer masih 
terdapat masalah, misalnya dalam hal penataan penempatan lapak pedagang 
pelataran yang ditengarai karena terdapat indikasi jual beli lapak pelataran secara 
ilegal. Perlu diketahui, menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 
1 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional, pelataran 
merupakan tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang 
publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan.  
Ditemukannya permasalahan tersebut, telah dimuat pada informasi berita 
media online http://www.solopos.com/2017/09/26/pungli-solo-ketua-p4k-akui-
pengurus-terlibat-jual-beli-lapak-pelataran-pasar-klewer-854621 di unduh pada 
tanggal 9 Maret 2018 pukul 15.47 WIB, berikut kutipannya: 
“Ketua Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K) Hadi 
Suwarno mengakui adanya praktik jual beli lapak di pelataran Pasar 
Klewer Solo. Dia pun tak membantah prosedur jual beli lapak memang 
harus melalui pengurus. Hal ini disampaikan Hadi saat dimintai konfirmasi 
seputar perkembangan kasus dugaan penggelapan uang iuran pedagang 
P4K dan jual beli lapak di pelataran dari kepolisian atau Satgas Saber 
Pungli Polresta Solo, Selasa (26/9/2017)”. 
Hal tersebut dipertegas dengan meningkatnya jumlah pedagang pelataran 
pasca revitalisasi Pasar Klewer, seperti yang telah dimuat pada informasi berita 
media online http://www.solopos.com/2017/09/pasar-klewer-solo-soal-jual-beli-
los-pelataran-pengurus-p4k-bungkam-853402 di unduh pada tanggal 9 Maret 
2018 pukul 16.07 WIB, berikut kutipannya: 
“Indikasi kuat terjadinya jual beli lapak di pelataran bisa dilihat 
dari membengkaknya jumlah pedagang di pelataran setelah relokasi ke 
Pasar Klewer pasca revitalisasi. Sebelum Pasar Klewer terbakar, jumlah 
pedagang di pelataran hanya 765 pedagang. Namun, saat ini jumlah 
pedagang bertambah hingga lebih dari 900 pedagang”. “Sebelumnya, tim 
Satgas Saber Pungli Solo yang sudah memeriksa sekitar 13 saksi 
menemukan fakta terkait adanya jual beli los pelataran secara ilegal (tanpa 
sepengetahuan Dinas Perdagangan Solo selaku pengelola pasar di Solo). 





Masalah tersebut dampaknya juga dirasakan salah seorang pemilik lapak 
pedagang makanan yang bertempat di pelataran lantai 4 Pasar Klewer yang 
bernama Ibu Is warga joyotakan saat di temui penulis ketika melakukan 
wawancara prasurvei, ia mengungkapkan sebagai berikut: 
“Ini kan lagi ada masalah mengenai penempatan pelataran yang strategis 
diberikan kepada pengurus P4K dan diperjualbelikan. Dan ada dugaan 
permainan dari para pengurus P4K semacam diproyeksikan. Dari kami 
pedagang sendiri menuntut ke Dinas Perdagangan untuk perombakan 
organisasi P4K serta undian ulang penempatan lapak, mas. Karena 
menurut saya yang tempat strategis itu sudah dikuasai oleh pengurus P4K 
sendiri. Karena dengan bertambahnya jumlah pedagang menjadikan lapak 
pelataran itu terlihat penuh dan penataannya semrawut tanpa melihat 
kapasitas ruangan pasar. Dari kami sendiri menuntut pak bagyo selaku 
kepala dinas perdagangan itu membenahi masalah tersebut. Namun sejauh 
ini dari pihak Dinas Perdagangan masih tarik ulur dengan tim pedagang 
yang kita bentuk terhadap permasalahan yang ada dan terkesan lamban 
dalam menanggapi masalah tersebut seperti belum ada progress.” 
(wawancara, 6 Desember 2017). 
 
Selain itu, juga masih ditemukan beberapa pedagang pelataran yang 
kurang tertib dalam menempatkan barang dagangan yang melebihi ukuran hak 
penempatannya, hal tersebut disampaikan pengunjung Pasar Klewer, Hasna warga 
Klaten, 
“Sebenarnya dengan bangunan baru ini Pasar Klewer sudah cukup bagus 
sih mas, sudah seperti mall, cuman ada sedikit yang mengganggu 
kenyamanan ketika penggunaan akses jalan mas, karena masih terdapat 
beberapa pedagang itu menempatkan barang dagangannya kurang rapi dan 
berada diluar sehingga mengganggu orang yang jalan.” (wawancara 18 
April 2018). 
 Melihat contoh masalah tersebut, dalam penelitian ini penulis berfokus 
pada penanganan masalah penataan pedagang pelataran, karena memang hanya 
pada tempat dasaran pelataran yang terdapat peningkatan jumlah pedagang, oleh 
karena itu terjadi penataan ulang secara total dengan penempatan format yang 
baru yang dilaksanakan pihak Dinas Perdagangan, dari yang semula sebelum 
revitalisasi, pedagang pelataran berada di halaman pasar, namun pasca revitalisasi 
dengan bangunan baru pedagang pelataran ditempatkan di tempat dasaran baru di 




masalah terkait penataan yang diterapkan seperti beberapa contoh masalah 
tersebut. Lain halnya dengan pedagang di tempat dasaran kios yang tidak terjadi 
perubahan jumlah pedagang pasca revitalisasi Pasar Klewer, oleh karena itu ketika 
pelaksanaan sosialisasi penempatan pedagang Pasar Klewer pasca revitalisasi 
antara pihak Dinas Perdagangan dengan para pedagang kios menghasilkan 
kesepakatan bahwa penempatan kios baru sesuai letak kios masing-masing dan 
sesuai status kepemilikan sebelum Pasar Klewer direvitalisasi sehingga dapat 
dikatakan untuk pedagang kios tidak terjadi perubahan penataan pada penempatan 
format pedagang. (http://m.jitunews.com/read/49485/bahas-penempatan-pasca-
pembangunan-ribuan-ribuan-pedagang-klewer-diundang-ke-balai-kota-solo) di 
unduh pada tanggal 25 november 2018, pukul 15:57 WIB. Selain itu penulis juga 
tidak menemukan adanya keluhan masalah pada penataan pedagang di tempat 
dasaran kios.  
 
Gambar 1.1 pedagang pelataran di halaman Pasar Klewer 
sebelum revitalisasi 








Gambar 1.2 pedagang pelataran di dalam ruangan Pasar 
Klewer setelah revitalisasi 
Sumber: Dokumen Pribadi 
Mengingat, Dinas Perdagangan Kota Surakarta merupakan pihak yang 
bertanggungjawab dalam melaksanakan pengaturan dan penataan pedagang pasar, 
maka dengan adanya contoh permasalahan penataan pedagang di Pasar Klewer 
tersebut, diperlukan daya tanggap atau responsivitas Dinas Perdagangan. Dengan 
melihat responsivitas dan tindakan atau langkah yang diambil Dinas Perdagangan 
diharapkan masalah yang terjadi dalam penataan pedagang pelataran Pasar Klewer 
dapat teratasi. 
Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil judul “Responsivitas Dinas Perdagangan Kota 
Surakarta Dalam Penataan Pedagang Pasar Klewer (Penelitian Pada Pedagang 
Pelataran)” 
 
I.2 Rumusan Masalah: 
Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian penulis adalah “Bagaimana 
responsivitas Dinas Perdagangan Kota Surakarta Dalam Penataan Pedagang 
Pelataran Pasar Klewer?” 
 
I.3 Tujuan Penelitian: 
 Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti penulis maka tujuan 




Dinas Perdagangan Kota Surakarta Dalam Penataan Pedagang Pelataran Pasar 
Klewer.” 
 
I.4 Manfaat Penelitian  
a. Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, 
khususnya pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai bahan pemikiran 
dalam melanjutkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional yang 
sesuai dengan harapan masyarakat. 
 
b. Akademis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas 
akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah responsivitas 






















II. 1 Penelitian Terdahulu 
 
 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema 
penelitian “Responsivitas Dinas Perdagangan Dalam Penataan pedagang Pasar 
Klewer (Penelitian Pada Pedagang Pelataran).” Salah satu manfaat yang dapat 
diambil dari sebuah penelitian adalah menjadi referensi bagi penelitian 
selanjutnya, dengan demikian tidak ada salahnya jika penelitian yang diambil juga 
melibatkan penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan. Penelitian sebelumnya 
yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Jurnal karya Luminita Gabriela dengan judul “Public Governance And 
Strategic Responsiveness” tahun 2015 menjelaskan bahwa adanya 
ruang responsivitas antara pemerintah dan masyarakat di Rumania 
merupakan salah satu perubahan pelayanan publik. Responsivitas 
membatasi kapasitas pengambilan keputusan administrasi dengan 
melibatkan warga dan kelompok kepentingan perwakilan bagi 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ruang 
terhadap responsivitas ini belum bisa diterapkan tanpa adanya 
masyarakat yang informatif dan aktif serta benar benar terlibat dalam 
renovasi pelayanan publik. Masyarakat tidak dapat mencapai tingkat 
budaya yang responsif apabila aparat yang bertanggungjawab di tingkat 
pusat, regional atau lokal tidak memfokuskan upaya mereka untuk 
merangsang para anggota masyarakat untuk berkomitmen untuk 
berinovasi publik layanan, dan juga mendengarkan masyarakat. 
Masyarakat membutuhkan ruang untuk berdiskusi, berdebat, maupun 
berpendapat untuk dapat mencapai tingkat responsif, metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sintesis bibliografi, studi 




2. Jurnal karya Adipta Suci Nurani, dkk dengan judul “Responsivitas 
Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam 
Perspektif New Public Service’’ (2015) menjelaskan  responsivitas 
adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam 
menyelenggarakan pelayanan. Termasuk dalam pemberian pelayanan 
pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bentuk pelayanan tersebut 
adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan 
gambaran mengenai kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam 
penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam persepektif new public 
service, dengan pendekatan kualitatif dan analisis Straus dan Corbin. 
Kepekaan pemerintah dilihat melalui lima prinsip: (1) akses, hal ini 
diwujudkan dengan adanya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 
inklusif. (2) pilihan, Kepekaan pemerintah Kota Surakarta telah 
dibuktikan dengan memberikan pilihan-pilihan kepada ABK dalam 
bidang pendidikan. (3) informasi, Kurangnya komitmen dari komponen 
sekolah terhadap pendidikan inklusif mengakibatkan tidak semua 
sekolah terang-terangan menyatakan mereka sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif. (4) perbaikan, perbaikan selalu dilakukan dengan 
memberikan form evaluasi untuk tiap sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif. (5) keterwakilan, terlihat dengan adanya 
wawancara kepada orang tua siswa ketika akan masuk ke sekolah 
umum. Kepekaan perlu dihubungkan dengan perspektif new public 
service, agar menghasilkan pelayanan yang maksimal. Sedangkan 
kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat 
regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas 
pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah dibuktikan 
dengan adanya peraturan daerah tentang perlindungan anak dan 
keputusan kepala dinas tentang penetapan sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif. 
3. Menurut Sri Kusrini Maruti (2013) dalam tesis tentang “Responsivitas 




Program Larasita” memaparkan bahwa dalam implementasi Program 
LARASITA dibutuhkan Responsivitas pelayanan Kantor Pertanahan 
Kota Salatiga bagi masyarakat pengguna layanan. Hal ini akan 
memberikan kontribusi positif bagi penilaian kinerja, sehingga 
mendukung peningkatan akuntabilitas pelayanan publik di bidang 
pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis responsivitas 
pelayanan Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam Implementasi 
Program LARASITA. Sedangkan indikator responsivitas pelayanan 
publik yang dipakai adalah: (1) terdapat tidaknya keluhan dari 
pengguna jasa selama satu tahun terakhir; (2) sikap aparat birokrat 
dalam merespon keluhan dari pengguna jasa; (3) penggunaan keluhan 
dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan 
pelayanan di masa mendatang; (4) berbagai tindakan aparat birokrat 
untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa; serta (5) 
penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem 
pelayanan yang berlaku. Hasil akhir penelitian ini dapat diketahui 
bahwa Kantor Pertanahan Kota Salatiga cukup responsif kepada 
masyarakat dalam memberikan pelayanan melalui implementasi 
Program LARASITA. Ditunjukan dengan dua indikator responsivitas 
yaitu bahwa masih adanya keluhan dalam pelayanan yang diberikan 
oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dan pengguna jasa belum 
ditempatkan dalam sistem pelayanan Program LARASITA. Sedangkan 
tiga indikator lainnya sudah menunjukan bahwa pelayanan Kantor 
Pertanahan responsif.  
4. Menurut Sumaria (2014) dalam tesis tentang “ Kebijakan Pemerintah 
Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten” 
memaparkan bahwa diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Klaten dalam perencanaan model pasar tradisional yang meliputi: 
Perencanaan tata ruang dengan memperhatikan letak sarana dan 




lalu lintas, Pencegahan, kebakaran dan kebersihan pasar tradisional 
terutama dalam masalah pengelolaan sampah. 
5. Menurut Aditya Kristianto (2015) dalam skripsi tentang “Strategi Dinas 
Pengelolaan Pasar Dalam penataan pedagang Pasar Depok Kota 
Surakarta” memaparkan bahwa diperlukan strategi dari dinas 
pengelolaan pasar dalam penataan pedagang di pasar Depok kota 
Surakarta. Strategi tersebut meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana, 
pembinaan pedagang pasar, pengelolaan sampah pasar, peningkatan 
keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar, dan pembangunan pasar 
dalam penataan pedagang pasar Depok dengan melihat faktor 
pendukung dan penghambat yang ada untuk untuk menciptakan 
pedagang pasar yang tertib, tertata dan teratur, meningkatkan daya 
saing antar pedagang, dan menjadikan Pasar depok sebagai pasar ikon 
Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan strategi yang dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Pasar 
sudah berjalan dengan cukup baik meskipun juga terdapat beberapa 
kendala. Kendala tersebut adalah pola pikir pedagang yang masih 
rendah akan ketertiban, penyediaan dan penempatan sarana dan 
prasarana, dan sistem zoning yang tidak berjalan. Keberhasilan strategi 
dalam penataan pedagang juga tidak lepas dari komitmen pemerintah 
untuk menata Pasar Depok Kota Surakarta, partisipasi pedagang dan 
masyarakat sekitar, sebagai kawasan wisata Taman Balekambang, dan 














Matriks Penelitian Terdahulu 
 
 
No Peneliti/ Tahun/ Jurnal Isi Penelitian Relevansi 
 1. Gabriela. 2014.Journal of 
Public Administration, 
Finance and Law: “Public 
Governance And Strategic 
Responsiveness”.  
Adanya ruang terhadap 
responsivitas antara masyarakat 
dan Pemerintah di Rumania 
membatasi pengambilan 
keputusan dengan 
melibatkan masyarakat. Namun, 
responsivitas ini tidak dapat 
dicapai apabila masyarakat tidak 
aktif dan Pemerintah juga tidak 
mampu mendorong masyarakat 




berdiskusi, berdebat, maupun 
berpendapat untuk dapat 
mencapai tingkat responsif. 
Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah sintesis bibliografi, studi 




Relevansi antara jurnal 




atau kebijakan terkait 
dengan masyarakat. 
Perbedaan : 
Untuk perbedaan jurnal 
penelitian ini, dengan 
penelitian penulis adalah 
terletak pada metode 
penelitian. 
Metode penelitian yang 
digunakan oleh penulis 
adalah dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif, 
terdiri dari data primer 
dan sekunder, data 
didapatkan dengan cara 




sampling. Analisis data 
digunakan dengan analisis 
interaktif. Validitas data 
dilakukan dengan 
triangulasi data. 
2. Adipta Suci Nurani, dkk 
.2015.Indonesian Journal of 
Social and Humanity Study : 
“Responsivitas Pemerintah 
Dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan Inklusif Dalam 
Perspektif New Public 
Service’’ 
Penelitian ini memberikan 
gambaran mengenai responsivitas 
dengan bentuk kepekaan dan 
kemampuan pemerintah dalam 
penyelenggaraan pendidikan 
inklusif dalam persepektif new 
public service, dengan pendekatan 
kualitatif dan analisis Straus dan 
Corbin. Kepekaan pemerintah 
dilihat melalui lima prinsip: (1) 
akses, hal ini diwujudkan dengan 
adanya sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan 
inklusif. (2) pilihan, Kepekaan 
Relevansi : 
Relevansi jurnal ini 
dengan penelitian penulis 
adalah bahwa 
responsivitas dibutuhkan 
oleh Pemerintah untuk 
mengetahui permintaan 
kebutuhan masyarakat.  
 
Perbedaan : 
Fokus jurnal ini adalah 
responsivitas oleh 





pemerintah Kota Surakarta telah 
dibuktikan dengan memberikan 
pilihan-pilihan kepada ABK 
dalam bidang pendidikan. (3) 
informasi, Kurangnya komitmen 
dari komponen sekolah terhadap 
pendidikan inklusif 
mengakibatkan tidak semua 
sekolah terang-terangan 
menyatakan mereka sekolah 
penyelenggara pendidikan 
inklusif. (4) perbaikan, perbaikan 
selalu dilakukan dengan 
memberikan form evaluasi untuk 
tiap sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif. (5) 
keterwakilan, terlihat dengan 
adanya wawancara kepada orang 
tua siswa ketika akan masuk ke 
sekolah umum. Sedangkan 
kemampuan dilihat melalui 
keberhasilan pemerintah dalam 





inklusif telah dibuktikan dengan 
adanya pearaturan daerah tentang 
perlindungan anak dan keputusan 
kepala dinas tentang penetapan 
sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif. 
indikator penelitian 






penelitian penulis lebih 





Surakarta dalam penataan 
pedagang pelataran  Pasar 
Klewer dengan 
menggunakan indikator  
responsivitas yang 
dikemukakan oleh Agus 
Dwiyanto (2002 : 60-61) 
yaitu: (1). Terdapat 
tidaknya keluhan dari 
pengguna jasa. (2.) Sikap 
aparat birokrasi dalam 
merespon keluhan dari 
masyarakat. (3). 
Penggunaan keluhan dari 
pengguna jasa sebagai 
referensi perbaikan bagi 
perbaikan 
penyelenggaraan pada  
masa mendatang. 
(4.) Berbagai tindakan 





pengguna jasa. (5). 
Penempatan pengguna 
jasa oleh aparat birokrasi 





3. Sri KusriniMaruti. 2013. “ 
Responsivitas Pelayanan 
Kantor Pertanahan Kota 
Salatiga Dalam 
Penelitian ini memaparkan dalam 
implementasi Program 
LARASITA dibutuhkan 
Responsivitas pelayanan Kantor 
Relevansi: 
Relevansi jurnal ini 







Pertanahan Kota Salatiga bagi 
masyarakat pengguna layanan. 
Hal ini akan memberikan 
kontribusi positif bagi penilaian 
kinerja , sehingga mendukung 
peningkatan akuntabilitas 
pelayanan publik di bidang 
pertanahan. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis 
responsivitas pelayanan Kantor 
Pertanahan Kota Salatiga dalam 
Implementasi Program 
LARASITA. Sedangkan indikator 
responsivitas pelayanan publik 
yang dipakai adalah : (1) terdapat 
tidaknya keluhan dari pengguna 
jasa selama satu tahun terakhir; 
(2) sikap aparat birokrat dalam 
merespon keluhan dari pengguna 
jasa; (3) penggunaan keluhan dari 
pengguna jasa sebagai referensi 
bagi perbaikan penyelenggaraan 
pelayanan di masa mendatang; (4) 
berbagai tindakan aparat birokrat 
untuk memberikan kepuasan 
pelayanan kepada pengguna jasa; 
serta (5) penempatan pengguna 
jasa oleh aparat birokrasi dalam 
system pelayanan yang berlaku. 
Hasil akhir penelitian ini dapat 
diketahui bahwa Kantor 
Pertanahan Kota Salatiga cukup 
responsif kepada masyarakat 
dalam memberikan pelayanan 
melalui implementasi Program 
LARASITA. Ditunjukan dengan 
dua indikator responsivitas yaitu 
bahwa masih adanya keluhan 
dalam pelayanan yang diberikan 
oleh Kantor Pertanahan Kota 
Salatiga dan pengguna jasa belum 
ditempatkan dalam sistem 
pelayanan Program LARASITA. 
Sedangkan tiga indikator lainnya 
sudah menunjukan bahwa 
pelayanan Kantor Pertanahan 
responsif. 
responsivitas dibutuhkan 
oleh Pemerintah untuk 
mengetahui permintaan 
kebutuhan masyarakat. 
Selain itu terdapat 





Terdapat perbedaan pada 
subyek penelitian, untuk 
penelitian ini, fokus pada 
Implementasi program 
Larasita, sedangkan 
penelitian penulis fokus 
pada pelaksanaan 
penataan pedagang  
4. Anis Sumaria. 2014. “ 
Kebijakan Pemerintah 
Dalam Penataan 
Dari Penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa perencanaan 
model pasar tradisional yang 
Relevansi: 






Tradisional Di Kabupaten 
Klaten” 
meliputi: Perencanaan tata ruang 
dengan memperhatikan letak 
sarana dan prasarana, penataan 
dagangan, Bangunan Pasar secara 
fisik, Pengaturan lalu lintas, 
Pencegahan, kebakaran dan 
kebersihan pasar tradisional 
terutama dalam masalah 
pengelolaan sampah. 
subjek yaitu tentang 
perencanaan model dalam 
Pembangunan pasar 
seperti penataan kembali 
kios dan los dan 
penyediaan tempat 




Penelitian ini memiliki 
fokus kebijakan 
pemerintah dalam 
penataan pasar secara luas 
sedangkan penelitian 
penulis lebih berfokus 
pada responsivitas 
lembaga pelayanan publik 
dalam penataan pedagang 
pelataran Pasar Klewer, 
yang dilakukan organisasi 
Pemerintah Daerah, yaitu 
Dinas Perdagangan Kota 
Surakarta. 
 
5. Aditya Kristianto. 2015. ” 
Strategi Dinas Pengelolaan 
Pasar Dalam penataan 
pedagang Pasar Depok Kota 
Surakarta”. 
Dalam Penelitian ini terdapat 
strategi dari dinas pengelolaan 
pasar dalam penataan pedagang di 
pasar Depok kota Surakarta. 
Strategi tersebut meliputi 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana , pembinaan pedagang 
pasar, pengelolaan sampah pasar, 
peningkatan keamanan dan 
kenyamanan lingkungan pasar, 
dan pembangunan pasar dalam 
penataan pedagang pasar Depok 
dengan melihat faktor pendukung 
dan penghambat yang ada untuk 
untuk menciptakan pedagang 
pasar yang tertib, tertata dan 
teratur, meningkatkan daya saing 
antar pedagang, dan menjadikan 
Pasar depok sebagai pasar ikan 
Kota Surakarta. 
Relevansi: 
Penelitian ini memiliki 
keterkaitan subjek yaitu 
yaitu dalam pelaksanaan 




Dalam penelitian ini 
memiliki fokus pada 
strategi penataan 
pedagang Pasar Depok , 
sedangkan penelitian 
penulis lebih berfokus 
pada responsivitas dalam 
penataan pedagang 







II. 2 Konsep Responsivitas 
II.2.1 Pengertian Responsivitas  
 Paradigma penyelenggaraan pemerintahan pada zaman era reformasi saat 
ini telah menggunakan sebuah paradigma baru yang disebut dengan 
Goodgovernance. Good governance mengandung makna bahwa pengelolaan 
kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan 
kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
Selain itu menurut posisi pelayanan Good Governance kepada masyarakat akan 
terlihat seperti memepercepat pekerjaan pelayanan, mempermurah biaya 
pelayanan, dan memperbaiki mutu pelayanan (Syafiie, 2011, hal. 158-159). 
 Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses 
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods 
and service disebut governance (pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya 
disebut good governance (pemerintahan yang baik) (Sedarmayanti, 2012). Agar 
good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, amat 
dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan 
masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi dan 
integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian 
penerapan good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara 
merupakan tantangan tersendiri. 
Demi menciptakan good governance yang dapat mensejahterakan 
masyarakat salah satu syaratnya adalah perlunya responsivitas (daya tanggap) dari 
pemerintah. Menurut United Nations Development Progam, ada sembilan 
karakteristik dalam terciptanya good governance diantaranya adalah partisipasi, 
aturan hukum, responsivitas, orientasi konsensus, eguity, efektivitas dan efesiensi, 
akuntabilitas dan startegi vision. (Sudarmo, 2004). Berdasarkan karakteristik 
tersebut responsivitas merupakan salah satu karakteristik demi terciptanya good 
governance dikarenakan responsivitas adalah wujud pelayanan lembaga dari 
proses pemerintahan untuk melayani stake holder dengan hal tersebut diharapkan 
dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan akan menghasilkan pelayanan publik 




 Konsep responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang 
menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh mereka melihat 
administrator negara atau birokrasi publik bersikap sangat tanggap terhadap apa 
yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka. 
Responsivitas organisasi dalam pelayanan menggambarkan kualitas interaksi 
antara administrasi publik dengan masyarakat. Terbukanya administrasi terhadap 
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah pada 
hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 
kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Responsivitas organisasi dalam 
pelayanan publik sangat diperlukan karena merupakan bukti kemampuan 
organisasi publik untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di 
suatu negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam 
mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat 
maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila 
kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan 
menggunakan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa 
yang menjadi kepentingan publik. 
 Dalam Jurnal Internasional Thrust as Capacity: The Role of Integrity and 
Responsiveness oleh Robert B. Denhardt (2002) dijelaskan bahwa : 
 “ the exten people are willing to assume (the role pf citizen), those...in 
government must be willing to listend-and toput the needs and values of 
citizens first in our decidions and our action. We must reach out in new 
and innovative ways to understand what our citizens are concerced 
about. And we must respond to the needs that they believe will make a 
better life for themselves and their children. In others words, those us in 
government must put citizen first.” 
 (Masyarakat yang bersedia memberikan aspirasinya (peran 
masyarakat), mereka di dalam pemerintahan harus bersedia 
mendengarkan dan mendahulukan kebutuhan dan nilai-nilai warga 
dalam keputusan kami dan tindakan kita. Dengan kata lain pemerintah 




 Dengan demikian pemerintah sebagai birokrasi publik, dapat dikatakan 
bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap 
yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan 
aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dapat menangkap masalah yang dihadapi 
oleh publik dan berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi yang baik. Di 
samping itu, pemerintah juga harus tidak suka menunda-nunda waktu dan 
memperpanjang jalur pelayanan. Dengan kata lain mengutamakan prosedur tetapi 
tidak mengabaikan substansi yang ada.  
Menurut Agus Dwiyanto (2006) Responsivitas atau daya tanggap adalah 
kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun 
prioritas kebutuhan, dan mengembangkan ke dalam berbagai program pelayanan. 
Sedangkan menurut Lenvine (1990) dalam Agus Dwiyanto (2006) responsivitas 
adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi 
maupun tuntutan pengguna layanan.  
Pengertian Responsivitas lainya menurut jurnal internasional Public 
Governance and  Strategic Responsiveness oleh Luminita Gabriela 
(2014)mengatakan bahwa : 
 “responsiveness can be defined as the outcome that can be achieved 
when institutions and institutional relationships are designed in such a 
way that they are cognizant and respond appropriately to the 
universally legitimate expectations of individuals responsiveness refers 
to a kind of organization behaviour; for example, whether the 
organization anticipates or reacts to discontinuities in the environment. 
The responsiveness approach is not only a technical measurement and 
implementation issue - it is also a political problem where changes are 
connected to government activity and, in the end, to society activity” 
 
(Responsif dapat didenifisikan sebagai hasil yang dapat dicapai ketika 
lembaga dan hubungan kelembagaan dirancang sedemikian rupa, 
sehingga mereka sadar dan menanggapi dengan tepat dan dengan 
harapan yang sah secara universal, individu yang tanggap mengacu 
pada jenis perilaku organisasi misalnya apakah organisasi 
mengantisipasi atau bereaksi terhadap diskontiunitas 
(Ketidaksinambungan) dalam lingkungan. Pendekatan yang tanggap 
tidak hanya dari pengukuran dan implementasi masalah teknis hal itu 
juga merupakan masalah politik dimana perubahan yang terhubung ke 





Kemudian Menurut Slack dan Holweg Pil dalam jurnal internasional the three 
dimension of responsiveness (Holweg, 2005) mengatakan bahwa  
 “Responsiveness is the ability of the manufacturing system or 
organisation to respond to customer requests in the marketplace.” 
                 (Responsivitas adalah kemampuan dari sistem manufaktur atau 
organisasi untuk menanggapi permintaan pelanggan di pasar.) 
Pendapat lain menurut Kritchanchai dan MacCarthy dalam jurnal internasional the 
three dimension of responsiveness (Holweg, 2005) mengatakan bahwa 
“Responsiveness is the ability to react purposefully and within an 
appropriate time-scale tocustomer demand or changes in the 
marketplace, to bring about or maintain competitive advantage”. 
(Responsivitas adalah kemampuan untuk bereaksi dengan sengaja dan 
dalam skala waktu yang sesuai permintaan pelanggan atau perubahan di 
pasar, untuk mewujudkan atau mempertahankan persaingan 
keuntungan). 
Selain itu menurut Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005) responsivitas 
adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 
agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat 
dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap, 
keinginan dan aspirasi serta tuntutan costumer.  
Pendapat lain dikemukakan Sugandi (2011) responsivitas sebagai salah 
satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap 
kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang diatur di 
dalam aturan perundangan. 
Responsivitas juga dapat digambarkan dengan tiga kemampuan, menurut 
Igor Ansoff dan E. Mcdonnell dalam jurnal public governance and strategic 
responsiveness (Gabriela, 2014) tiga kemampuan tersebut adalah sebagai berikut: 
 climate, competence and capacity. Each of the three is determined on 
the one hand by manager and on the other by the organization through 
which they work. 
 Climate is the management prospensity to respond in a 





 Competence is the management’s abillity to respond for 
example to anticipate change in a complex environment, the 
organization needs a shophisticated environmental 
surveillance system 
 Capacity is the volume of eork that general management can 
handle its adquacy is related to the type of response used. For 
example, the number of general managers needed for change 
controlling management by exception is very much smaller 
that for vigourus change generating strategic development 
(suasana, kompetensi dan kapasitas masing-masing dari ketiganya 
ditentukan   oleh para manajer dan di sisi lain oleh organisasinya 
dimana mereka bekerja 
 Suasana adalah kecenderungan manajemen untuk merespon 
dengan cara tertentu, misalnya untuk menyambut, mengontrol 
atau menolak perubahan. 
 Kompetensi adalah kemampuan manjemen untuk merespon 
misalnya untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan 
yang kompleks, organisasi membutuhkan sistem pengawasan 
lingkungan yang canggih. 
 Kapasitas adalah volume pekerjaan manajemen secara umum 
yang dapat  ditangani secara berkecukupan, terkait dengan 
jenis respon yang digunakan sebagai contoh, jumlah manajer 
umum yang diperlukan untuk perubahan pengendalian 
manajemen dengan pengecualian sangat jauh lebih kecil, 
bahwa untuk perubahan yang kuat menghasilkan 
pembangunan strategis 
Dari beberapa pengertian mengenai Responsivitas maka responsivitas 
merupakan suatu daya tanggap aparatur  pemerintah yang ditunjukkan melalui 
kemampuan untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat 




II.2.2 Indikator Responsivitas  
Berikut beberapa Indikator Responsivitas dikemukakan oleh Agus 
Dwiyanto (2002) yaitu: 
1. Terdapat tidaknya keluhan dari penggunaan jasa. 
2. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari masyarakat. 
3. Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan 
penyelenggaraan pada masa mendatang. 
4. Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan kepada 
pelayanan pengguna jasa. 
5. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang 
berlaku. 
Menurut Zeithaml, dkk dalam Hardyansah (2011) responsivitas dijabarkan 
menjadi beberapa indikator, seperti meliputi:  
1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan  
Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari para penyedia 
layanan.  
2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat  
Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan ketulusan 
penyedia layanan menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan pelanggan  
3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dangan tepat  
Yaitu, tidak terjadi kesalahan dalam melayani, artinya pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa 
dirugikan atas pelayanan yang didapatnya.  
4. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat  
Berarti penyedia layanan harus selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
5. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat  
Waktu yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga dapat memberikan 
kepastian pelayanan kepada masyarakat.  




Bahwa setiap penyedia layanan harus menyediakan akses kepada masyarakat 
untuk dapat menyampaikan keluhannya dan dapat dicarikan solusi yang 
terbaik.  
Selain itu, Muhammad Ali (2013) juga mengemukakan indikator untuk 
mengetahui responsivitas pemerintah dapat dilihat dari: 
1. Bagaimana pemerintah menampung aspirasi masyarakat. 
2. Kemampuan merubah kebijakan inisiatif dan partisipatif masyarakat. 
3. Kemampuan memenuhi aspirasi serta kebutuhan publik. 
Dari beberapa indikator responsivitas diatas, dalam  penelitian ini penulis 
memilih indikator responsivitas yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2002) 
yang meliputi; (1). Terdapat tidaknya keluhan dari penggunaan jasa. (2). Sikap 
aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari masyarakat. (3). Penggunaan 
keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan 
pada masa mendatang. (4). Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan 
kepuasan kepada pelayanan pengguna jasa. (5). Penempatan pengguna jasa oleh 
aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. Penulis memilih 5 
indikator tersebut karena dapat digunakan dalam mengukur responsivitas Dinas 
Perdagangan  dalam penataan pedagang yang disesuaikan dengan permasalahan 
yang terjadi terkait penataan pedagang. 
 
II.2.3 Responsivitas Pelayanan Publik  
Responsivitas pelayanan publik merupakan tanggapan dari pemberi 
layanan terhadap umpan balik yang diberikan oleh masyarakat terkait pelayanan 
yang diterima. Responsivitas perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik, 
mengingat dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan, pemerintah harus 
mendengar kebutuhan dan keluhan warga negara yang diberikan layanan sebagai 
bahan evaluasi. Masalah dan keluhan tersebut kemudian direspon dengan tepat 
dan secepat mungkin 
Menurut Agus Dwiyanto (2002), untuk menentukan responsivitas 





1. Menerapkan Strategi KYC (know your costumers)  
Merupakan sebuah prinsip kehati-hatian, yang dapat digunakan untuk 
mengenali kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan jenis 
pelayanan yang akan diberikan. Namun dalam konteks penyelenggaraan 
pelayanan publik, prinsip KYC dapat digunakan oleh birokrasi publik untuk 
mengenali kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan jenis 
pelayanan yang akan diberikan.  
2. Menerapkan model Citizen’s Charter  
Agar birokrasi lebih responsif terhadap pelanggan atau pengguna layanan, 
Osborne dan plastrik (1997) mengenalkan ide Citizen Charter (kontrak 
pelayanan), yaitu standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi dari 
pelanggan, dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya. Citizen Charter adalah 
suatu pendekatan dalam menyelenggarakan layanan publik yang menempatkan 
pengguna layanan atau pelanggan sebagai pusat perhatian.  
Citizen’s charter pada dasarnya merupakan kontrak sosial antara birokrasi 
dan pelanggan untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Melalui kontrak 
pelayanan, hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia layanan disepakati, 
didefinisikan, dan diatur secara jelas. Prosedur, biaya, dan waktu pelayanan juga 
harus didefinisikan dan disepakati bersama, tentunya dengan mengkaji peraturan 
yang ada secara kritis. 
 
II. 2. 4 Faktor Yang Mempengaruhi Responsivitas 
Responsivitas merupakan salah satu diantara karakteristik dari terciptanya 
good governance, namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut organisasi publik 
dituntut untuk dapat mengenali kebutuhan masayrakat. Dalam konteks agar dapat 
memenuhi harapan masyarakat, tentunya responsivitas dapat di pengaruhi oleh 
beberapa faktor yang menjadikan responsivitas dapat berjalan secara lancar 
maupun sebaliknya. Menurut Anggraini dan Niswah (2016) beberapa faktor yang 






1. Faktor pendukung responsivitas 
a. Standar Operasinal Prosedur 
SOP merupakan salah satu bentuk upaya untuk dapat meningkatkan 
sebuah pelayanan publik, dengan adanya SOP akan memunculkan standarisasi 
dan menjadi panduan bagi petugas agar pemberian pelayandapat berjalan lebih 
baik dan mandiri. 
b. Studi Banding Atau Tinjauan Keluar 
Untuk memberikan responsivitas dalam memberikan pelayanan 
tentunya Studi Banding keluar organisasi diperlukan untuk dapat mengukur 
dan mengetahui kualitas dalam memberikan pelayanan. 
c. Bimbingan Teknis (BIMTEK) 
Bimbingan Teknis merupakan salah satu pelatihan yang diberikan 
kepada petugas pemberi pelayanan. 
2. Faktor Penghambat Responsivitas  
a. Kurangnya Sumber Daya manusia 
Kurangnya sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kulitas 
merupakan suatu penghambat dalam memberikan responsivitas terutamadalam 
memberikan sebuah pelayanan. 
b. Kurangnya penyediaan prasarana 
Responsivitas di tujukan untuk dapat mengetahui harapan masyarakat, 
maka dari itu dibutuhkan prasarana dan sarana untuk pengaduan masyarakat 
agar organisasi publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. apabila dalam 
hal penyediaan prasarana pengaduan masyarakat kurang maka organisasi 
publik tidak akan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyrakat. 
 
II.3 Tinjauan Tentang Penataan 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2001), penataan 
berasal dari kata “tata” yang berarti aturan. Penataan merupakan hal, cara atau 
hasil pekerjaan menata (menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan 
dan sistem). Hal ini sepadan dengan kata to manage yang artinya mengatur. 




pengertian manajemen. Jadi penataan berasal dari kata tata yaitu aturan dan 
sistem. Dan menurut Sutarman (2009), sistem adalah kumpulan elemen yang 
saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk 
menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.  
 
II.4 Tinjauan Tentang Pedagang Pasar Klewer 
 Pedagang Pasar klewer terdiri dari gabungan kata pedagang dan pasar 
klewer yang disusun menjadi satu yang menghasilkan makna baru, oleh karena itu 
perlu kiranya dipahami mengenai pengertian pedagang dan juga pasar. 
Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam 
sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari 
produsen ke konsumen. 
 Menurut Irawan & Basu Swastha (1992), pedagang merupakan orang yang 
berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi 
kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana 
lingkungan informal. Mereka adalah orang yang menjalankan kegiatan dalam 
usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai sumber 
penghidupannya . 
 Sedangkan pasar Menurut Mankiw (2007) mendefinisikan pasar adalah 
sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para 
pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk 
dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. 
Menurut Fuad dkk (2000), menurut cara transaksi, pasar dibagi menjadi 2 
jenis yaitu;  
(1). Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli 
serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara 
langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya 
terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka 
oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.  
(2). Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun 




melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang 
(barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara 
mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.  
Pasar Klewer merupakan salah satu pasar tradisional yang memiliki 
jumlah pedagang yang cukup banyak khususnya pedagang tekstil. Seperti yang 
telah di kutip di Wikipedia, Pasar Klewer memang dikenal sebagai pasar tekstil 
menyediakan berbagai macam jenis kain dan pakaian mulai dari pakaian anak-
anak, dewasa, orangtua. Selain itu, terdapat kain bahan katun hingga sutra. 
Namun, yang menonjol di Pasar Klewer adalah adanya berbagai macam jenis kain 
batik. Diantaranya batik tulis Solo, batik cap, batik antik keraton, batik pantai 
keraton Solo dan batik putri Solo. Selain itu ada berbagai jenis batik dari 
Yogyakarta, Pekalongan, Banyumas, Madura, Betawi dan kota-kota lainnya. 
Selain terkenal dengan pusat batik, pasar ini menyediakan makanan, juga 
kerajinan. 
Di Pasar Klewer, terdapat 2 tempat dasaran yang digunakan pedagang 
untuk tempat usaha, yaitu meliputi: 
a) Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan 
dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain, mulai dari lantai, dinding, 
plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan 
barang atau jasa. 
b) Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk 
ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan. 
 Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang Pasar 
Klewer merupakan orang yang menjalankan usaha berjualan yang berlokasi di 
lingkungan Pasar Klewer dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan yang 
terutama adalah tekstil. Hal ini sejalan dengan adanya citra pasar klewer sebagai 
pasar teksil terbesar di Jawa Tengah, selain tekstil di pasar klewer juga tersedia 







II.5 Tinjauan Tentang Penataan Pedagang Pasar Klewer 
 Penataan adalah kegiatan mengatur dan menata dalam suatu susunan yang 
sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifatnya. Penataan 
pedagang di sini merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta untuk memberdayakan sektor informal pada pedagang pasar dengan 
memberikan tempat usaha yang layak pakai. Penataan pedagang pasar dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perdagangan. Dalam hal ini Dinas 
Perdagangan menyusun rencana teknis tata letak pedagang. 
 Menurut Aditya Kristianto (2015) dalam skripsi yang berjudul ” Strategi 
Dinas Pengelolaan Pasar Dalam penataan pedagang Pasar Depok Kota 
Surakarta”, mengartikan penataan pedagang adalah suatu cara mengendalikan, 
mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan 
kerja sebuah pasar. Penataan pedagang yang profesional diharapkan dapat 
menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri dengan peningkatan daya saing pasar 
berhadapan dengan ritel modern, memberikan tingkat kepuasan layanan yang baik 
yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. 
Pasar Klewer merupakan pasar tradisional di Kota Surakarta yang 
mengalami revitalisasi antara akhir tahun  2014 hingga awal tahun 2017. Namun 
pasca revitalisasi terdapat peningkatan jumlah pedagang khususnya di lapak 
pelataran. Dengan bertambahnya jumlah orang dan barang di Pasar Klewer yang 
semakin bertambah mengakibatkan tingkat kepadatan semakin meningkat, 
akibatnya terjadi penyempitan lapak dan ruang, dan tak jarang menimbulkan 
berbagai masalah seperti konflik antar kelompok pedagang, oleh karena itu 
diperlukan penataan pedagang oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta yang 
berkualitas dan juga responsif sesuai apa yang diharapkan pedagang. 
Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan 
pedagang Pasar Klewer merupakan suatu cara yang dilakukan Dinas Perdagangan 
Kota Surakarta dengan mengendalikan dan menata pedagang dengan menyusun 
rencana tata letak teknis pedagang pasar agar terwujud Pasar Klewer yang tertib, 





II.6 Kerangka Pemikiran 
 Dalam kerangka pikir pada penelitian, akan dijelaskan bagaimana proses 
penelitian yang nantinya akan dilakukan. Pada penelitian ini analisis yang akan 
digunakan, untuk mengetahui responsivitas dari Dinas Perdagangan Kota 
Surakarta dalam mengatasi masalah penataan pedagang Pasar Klewer yang 
dikeluhkan para pedagang pelataran Pasar Klewer.  
 Penelitian ini didasari oleh permasalahan yang muncul pada penataan 
pedagang pelataran Pasar Klewer, yaitu meningkatnya jumlah pedagang pelataran 
pasca revitalisasi pasar klewer yang ditengarai karena adanya jual beli lapak los 
pelataran yang melibatkan organisasi Persatuan Pedagang Pelataran  Pasar Klewer 
(P4K) tanpa sepengetahuan Dinas Perdagangan sehingga penataannya terkesan 
penuh dan semrawut dan berdampak  pada pedagang merasa terjadi penyempitan 
ukuran lapak. Selain itu juga masih ditemukan beberapa pedagang pelataran yang 
kurang tertib dalam menempatkan barang dagangan yang melebihi ukuran hak 
penempatannya sehingga dapat mengganggu kenyamanan. 
Hal ini tentunya perlu adanya penanganan dari Pemerintah. Mengacu pada 
Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan 
pasar tradisional yang terdapat pada pasal 8 huruf (d), Dinas Pengelolaan pasar 
(Dinas Perdagangan) Kota Surakarta merupakan pihak yang bertanggungjawab 
dalam melaksanakan pengaturan dan penataan pedagang pasar. 
.  Permasalahan penataan pedagang pelataran Pasar Klewer tentunya 
membutuhkan respon dari Dinas Perdagangan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut, agar tercipta Pasar Klewer yang tertata rapi, tertib, aman, dan nyaman. 
 Dalam penanganan masalah penataan pedagang Pasar Klewer tentu tidak 
terlepas dari adanya keluhan yang dialami oleh masyarakat khususnya para 
pedagang pelataran. Untuk mengetahui kemampuan aparat Dinas Perdagangan 
dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait masalah penataan pedagang Pasar 
Klewer. Maka peneliti menggunakan indikator responsivitas, yang dapat dilihat 
dari 5 aspek menurut Agus Dwiyanto (2002) : 
1. Terdapat tidaknya keluhan dari penggunaan jasa. Pada indikator ini, 




responsivitas Dinas Perdagangan dalam mengatasi permasalahan yang 
muncul terkait penataan pedagang Pasar Klewer dapat mempengaruhi 
kinerja pelayanan publik. Semakin sedikit keluhan dari masyarakat 
sebagai pengguna layanan maka kinerja pelayanan dapat dikatakan 
memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun apabila 
semakin banyak keluhan dari masyarakat maka kinerja pelayanan publik 
belum dapat dikatakan memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna 
layanan. 
 2. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa. Pada 
indikator ini, sikap aparat birokrasi adalah bagaimana reaksi atau respon 
yang diberikan Dinas Perdagangan dalam menangani masalah yang ada 
dalam penataan pedagang pelataran Pasar Klewer. 
3. Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi perbaikan 
penyelenggaraan pada masa mendatang. Pada indikator ini, penggunaan 
keluhan dari masyarakat/pedagang memang dapat menjadi referensi 
perbaikan untuk pelayanan yang diberikan Dinas Perdagangan. Berbagai 
keluhan yang disampaikan dapat menjadi acuan atau dasar untuk 
melakukan perbaikan pelayanan yang ada khususnya dalam menangani 
masalah penataan pedagang pelataran Pasar Klewer. 
 4. Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan 
kepada pengguna jasa. Pada indikator ini, dalam hal merespon tuntutan 
pedagang tentunya ada bentuk pelayanan berupa beberapa tindakan yang 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Bentuk pelayanan tersebutlah yang 
akan menjadi tolak ukur apakah pelayanan yang diberikan Dinas 
Perdagangan sudah memenuhi tuntutan pedagang atau belum. 
5. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan 
yang berlaku. Pada Indikator ini adalah bagaimana aparat Dinas 
Perdagangan menempatkan para pedagang untuk membantu dalam 
menangani masalah penataan pedagang pelataran Pasar Klewer ini. 


































Masalah yang muncul pada Penataan 
Pedagang Pasar Klewer adalah 
1. meningkatnya jumlah pedagang 
pelataran pasca revitalisasi pasar 
klewer yang ditengarai karena adanya 
jual beli lapak pelataran yang 
melibatkan organisasi Persatuan 
Pedagang Pelataran Pasar Klewer 
(P4K) tanpa sepengetahuan Dinas 
Perdagangan. 
2. Terjadi penyempitan ukuran lapak 
pedagang pelataran 
3. Ditemukan beberapa pedagang 
pelataran yang kurang tertib dalam 
menempatkan barang dagangan yang 
melebihi ukuran hak penempatannya. 
 
Responsivitas Dinas Perdagangan 
Dalam penataan pedagang pelataran 
Pasar Klewer, dilihat dari: 
1. Terdapat tidaknya keluhan dari 
penggunaan jasa. 
2. Sikap aparat birokrasi dalam 
merespon keluhan dari 
pengguna jasa 
3. Penggunaan keluhan dari 
pengguna jasa sebagai referensi 
perbaikan penyelenggaraan 
pada masa mendatang 
4. Berbagai tindakan aparat 
birokrasi untuk memberikan 
kepuasan pelayanan kepada 
pengguna jasa 
5. Penempatan pengguna jasa oleh 
aparat birokrasi dalam sistem 
pelayanan yang berlaku 
 
 
Tercipta Pasar Klewer yang tertata 
rapi, tertib, aman, dan nyaman. 
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         BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
III. 1. Jenis penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan maupun meringkas 
berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 
masyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 
permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda ataupun gambaran 
tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2010). Penelitian 
yang dilakukan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
mengenai Responsivitas Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam penataan 
pedagang pelataran di Pasar Klewer. 
Menurut Denzin dan Lincoln dalam Juliansyah (2011) menjelaskan 
pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 
berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 
masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang 
terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. 
 Sedangkan menurut H.B Sutopo (2002) penelitian kualitatif lebih 
menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis 
kualitatifnya. Dengan kata lain penelitian kualitatif lebih mementingkan makna, 
tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya 
dan cara memandang atau perspektifnya. 
Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau 
keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar 
mengungkapkan fakta (fact finding). Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan 
secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari responsivitas Dinas Perdagangan 
Kota Surakarta untuk mengatasi keluhan-keluhan terkait penataan pedagang Pasar 






III.2 Lokasi Penelitian  
 Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil lokasi di beberapa 
tempat, yaitu: 
a.  Dinas Perdagangan Kota Surakarta yang beralamat di Komplek Balaikota, JL. 
Jenderal Sudirman, No. 2, Kp. Baru, Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 
57133. Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini adalah 
Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang 
mempunyai kedudukan fungsi dan tugas yang cukup penting dalam 
pengelolaan dan penataan pasar tradisional di Kota Surakarta dan 
bertanggungjawab penuh terhadap permasalahan pasar demi terciptanya 
keteraturan pasar. Dengan kata lain lokasi tersebut merupakan lokasi yang 
langsung berhubungan dengan objek penelitian, yang digunakan sebagai 
sumber untuk memperoleh data. 
b. Pasar Klewer, pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini 
adalah Pasar Klewer merupakan salah satu pasar tradisional yang direvitalisasi 
oleh Pemerintah Kota Surakarta pasca mengalami peristiwa kebakaran, 
sehingga para pedagang pasar sempat direlokasi ke pasar darurat yang 
bertempat di Alun-alun Kraton Kasunanan Kota Surakarta. Hingga setelah 
resmi beroperasi dengan bangunan yang baru kembali terjadi penataan ulang 
pedagang Pasar Klewer dan peneliti menemukan masih adanya masalah pada 
penataan pedagang Pasar Klewer, khususnya pada tempat dasaran pelataran. 
Masalah yang muncul yaitu dengan meningkatnya jumlah pedagang  pelataran 
pasca revitalisasi pasar klewer yang ditengarai karena adanya jual beli lapak 
pelataran yang melibatkan organisasi Persatuan Pedagang Pelataran  Pasar 
Klewer (P4K) tanpa sepengetahuan Dinas Perdagangan sehingga penataannya 
terkesan penuh dan semrawut selain itu masih ditemukan beberapa pedagang 
pelataran yang kurang tertib dalam menempatkan barang dagangan yang 
melebihi ukuran hak penempatannya sehingga dapat mengganggu kenyamanan 
pengunjung. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penanganan masalah 
penataan pedagang pelataran, karena memang hanya pada tempat dasaran 




penataan ulang secara total dengan penempatan format yang baru yang 
dilaksanakan pihak Dinas Perdagangan, sehingga lebih berpotensi muncul 
keluhan masalah terkait penataan yang diterapkan seperti beberapa contoh 
masalah tersebut. Atas fenomena tersebutlah yang menarik perhatian peneliti 
untuk melakukan penelitian di tempat dasaran pelataran Pasar Klewer. 
 
III.3  Teknik Cuplikan (Sampling) 
Teknik Cuplikan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis sumber 
data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini salah satu yang 
digunakan adalah teknik purposive sampling yang merupakan kecenderungan 
peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan 
permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data 
yang mantap. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam 
memperoleh data (Sutopo, 2002:56) pada penelitian ini, peneliti berusaha mencari 
informan yang dianggap sudah mengetahui informasi secara lengkap dan 
mendalam mengenai responsivitas Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam 
penataan pedagang pelataran Pasar Klewer, oleh karena itu informan yang 
dianggap sudah mengetahui tentang penanganan masalah terkait penataan 
pedagang pelataran Pasar Klewer adalah Kepala Bidang Pendapatan yang 
memiliki tugas pengaturan dan pembagian kios, los, perijinan dan hak 
penempatan pedagang serta Kepala Pasar Klewer. 
 
III.4 Sumber Data 
Menurut Lexy J. Moleong (2002) bahwa sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif ialah kata-kata dantindakan selebihnya adalah data tambahan 
seperti dokumen dan lain-lain. 
Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 




memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Menurut 
Sugiyono (2009), narasumber dan informan adalah pihak-pihak yang memiliki 
pemahaman dan berpotensi memberikan informasi terkait penelitian ini guna 
memperoleh data dan informasi yang akurat.  Data ini diperoleh melalui 
Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Pegawai Dinas Perdagangan Kota 
Surakarta meliputi Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Pasar Klewer Kota 
Surakarta, Ketua Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K), beberapa 
pedagang pelataran serta pengunjung Pasar Klewer. 
2. Data Sekunder 
 Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer yang diperoleh 
dari literatur jurnal, karya tulis ilmiah, dan dokumen-dokumen seperti, Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
Perlindungan Pasar Tradisional, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 
112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan toko dan modern, serta denah tempatdasaran pelataran Pasar Klewer 
yang diperoleh dari pihak Dinas Perdagangan. Selain itu juga data juga di peroleh 
melalui media internet yang berkaitan dengan  penataan pedagang Pasar Klewer. 
 
III.5 Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Wawancara  
Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau 
lebihsecara langsung. Wawancara secara langsung merupakan pembicaraan dua 
arah yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) terhadap responden atau 
informan, untuk menggali informasi yangrelevan dengan tujuan penelitian. 
(Pasolong, 2013). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 
tidakterstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 
menggunakan telepon (Sugiyono, 2013). Teknik wawancara yang digunakan 
dalam penelitian kualitatif adalah wawancara tidak terstruktur. Peneliti 




pertanyaan yang diajukan tidak perlu dibatasi dan peneliti ingin mengetahui 
permasalahan yang dialami responden secara mendalam. 
2. Observasi 
Menurut Pasolong (2013), observasi yaitu pengamatan secara langsung di 
lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai 
hal-hal yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data 
denganobservasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 
proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 
besar. Teknik observasi terbagi dalam dua tipe, yaitu observasi partisipatif dan 
observasi non partisipatif. Dalam observasi partisipatif peneliti terlibat langsung 
dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non 
partisipatif peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Penelitian ini 
menggunakan teknik observasi non partisipatif karena peneliti hanya akan 
mengamati dari luar dan tidak terlibat dikegiatan yang dilakukan oleh objek 
penelitian. 
3. Studi Dokumen 
Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan 
yang akan diteliti baik berupa literatur, jurnal, karya tulis ilmiah dan dokumen-
dokumen seperti, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Peraturan Presiden Republik 
Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan toko dan modern, serta denah tempat dasaran 
pelataran Pasar Klewer yang diperoleh dari pihak Dinas Perdagangan. Selain itu 
data juga di peroleh melalui media internet yang berkaitan dengan  penataan 
pedagang Pasar Klewer. 
 
III.6 Teknik Analisis Data  
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 
data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 




diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 
memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 
tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 
Menurut Miles dan Huberman dalam H.B Sutopo (2002), teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif 
(Interactive model of analysis) yang terdiri dari tiga komponen antara lain adalah 
sebagai berikut : 
1. Reduksi data  
Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan bagian dari 
proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang 
hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan 
penelitian dapat dilakukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus 
sepanjang pelaksanaan penelitian reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti 
mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan 
kasus, menyusun pertanyaan penelitian dan juga waktu menentukan cara 
pengumpulan data yang akan digunakan. Pada waktu pengumpulan data 
berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatatan 
data yang diperoleh ketika dilapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut 
peneliti juga membuat coding, memusatkan tema, menentukan batas-batas 
permasalahan, dan juga menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung secara 
terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. 
2. Sajian data  
Penyajian data adalah proses selanjutnya setelah proses reduksi data. 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 
narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data 
merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila 
dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan 
peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain bedasarkan 
pemahamannya tersebut. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang 
telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji 




menjawab permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam narasi kalimat, juga 
dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kegiatan, 
dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. 
3. Penarikan simpulan dan verifikasi  
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari 
berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, 
pola-pola, penyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, 
dan berbagai proposisi. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu 
proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap 
dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Verivikasi dapat berupa aktifitas 
pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, 
mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada 
waktu menulis sajian data dengan dengan melihat kembali sebentar pada catatan 
lapangan. Selain itu verifikasi juga dapat berupa kegiatan mengembangkan 
penelitian, misalnya dengan cara berdiskusi. Verifikasi juga dapat dilakukan 
dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data 
yang lain. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya penelitian 
tersebut lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. 
    Gambar 3.1 
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   Proses Analisa data Interaktif  
 
Sumber: H.B. Sutopo (2002) 
Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah 
mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada 
waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti melakukan usaha untuk menarik 
kesimpulan dan verifikasinya bedasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi 
maupun sajian datanya. Bila simpulan dirasa belum mantap karena kurangnya 
rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib 
kembalimelakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 
mencari pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Dalam 
keadaan ini tampak bahwa penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam 
bentuk siklus (Sutopo, 2002). 
 
III. 7 Validitas Data 
Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang 
diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan di 
lokasi penelitian. Untuk menetapkan ketepatan data tidak hanya tergantung dari 
ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulan data. Data yang berhasil 
digali, dikumpulkan dan dicatat, perlu diuji dengan pengembangan dengan 
melakukan validitas data. Untuk menguji kebenaran dari hasil yang diperoleh 
maka dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, teknik triangulasi 
menurut Sutopo (2002) merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi 
yang bersifat multiperspektif yang artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap 
diperlukan tidak hanya satu cara pandang, hal tersebut menunjukan bahwa 
penarikan kesimpulan ataupun pengumpulan data yang dilakukan hendaknya tidak 
menggunakan satu sudut pandang tetapi menggunakan berbagai sudut pandang 
lain juga hal ini akan memantapkan data yang telah kita peroleh. Dalam kaitan 
triangulasi terbagi menjadi 4 macam teknik. Menurut patton (1984) 
tekniktriangulasi terbagi menjadi triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi 




 Teknik yang digunakan peneliti untuk melakukan validitas data adalah 
dengan menggunakan teknik triangulasi data, menurut patton teknik triangulasi 
data juga bisa diartikulasikan dengan sebutan teknik triangulasi sumber, teknik 
triangulasi sumber merupakan teknik yang menguji kebenaran data dari berbagai 
sumber informan, keabsahan data akan dianggap semakin valid apabila data 
tersebut mempunyai banyak kesamaan dengan berbagai pihak (Sutopo, 2002). 
 Dalam hal ini peneliti memilih teknik triangulasi data dikarenakan teknik 
triangulasi data dirasa relevan untuk menganalisa masalah yang akan diteliti dan 
peneliti ingin mendapat jaminan tentang tingkat kepercayaan data dari 




















        BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
 Dinas Perdagangan Kota Surakarta merupakan salah satu unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah Kota Surakarta di bidang pengelolaan pasar. Aktivitas 
ekonomi di pasar tradisional menjadi tolak ukur perekonomian warga yang 
didalamnya terdapat ribuan orang mengupayakan penghidupan masyarakat. Pasar 
tradisional berperan pula untuk menjaga harmoni dan kerukunan antar warga. 
Interaksi sosial yang ada merupakan proses budaya yang harus dijaga terus 
menerus dan menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan masyarakat Kota 
Surakarta yang Waras Wasis Wareg dan Mapan Papan. Oleh karena Dinas 
Perdagangan berfungsi mengelola keberadaaan pasar tradisional dan memelihara 
perputaran roda ekonomi kerakyatan. 
 Dalam upaya menjadikan pasar tradisional sebagai tempat utama dan 
pertama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi sehari – hari, 
beragam upaya pengelolaan baik fisik maupun non fisik dilakukan oleh Dinas 
Perdagangan, secara fisik dapat dilihat melalui pembangunan dan pemeliharaan 
bangunan pasar, tata kelola persampahan, penerangan pasar, adanya tenaga 
keamanan. Secara non fisik dapat dilihat dari pembangunan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) baik pegawai pengelola pasar maupun pedagang pasar. 
 Kebutuhan untuk membangun kualitas SDM pasar dilandasi dengan 
slogan yang merangkum visi – misi Dinas Perdagangan. Slogan “RERAJUT ATI” 
secara simbolikmerupakan kepanjangan dari Resik (terwujud pasar yang bersih), 
Ramah (pedagang yang ramah), Jujur (pedagang yang jujur), Tertib (pedagang 
yang tertib hak dan kewajibannya), Aman (pasar yang aman), Simpati (pasar pasar 
yang resik ramah,jujur, tertib dan aman akan menimbulkan simpati masyarakat. 
Secara etimologi Rerajut Ati berasal dari kata Rajut Ati bermakna kata 




pusat kehidupan dan interaksi masyarakat, tidak sekedar mengekspresikan 
kegiatan ekonomi tetapi juga beragam kebutuhan dan tindakan dapat terpenuhi 
dan terejawantahkan didalamnya. Sebagaimana peran ati sebagai esensi hidup 
ragawi manusia, kerusakan keruntuhan atau serangan penyakit pada hati akan 
berdampak pada hakikat hidup manusia secara menyeluruh. 
Selain itu sebagai pelaksana di bidang pengelolaan, Dinas Perdagangan 
mempunyai visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi kebijakan yang Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 
Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27- C  
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, berikut penjabaran dari hal tersebut: 
Visi Dinas Perdagangan: 
“Terwujudnya Kota Perdagangan melalui sektor Perdagangan, Pasar Rakyat & 
Pengelolaan PKL yang berdaya saing bertumpu pada teknologi dan Budaya 
untuk mendukung kesejahteraan masyarakat” 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi 
Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2016-2021, dirumuskan dalam 6 (Enam) misi 
sebagai berikut: 
Untuk pencapaian visi sebagaimana tersebut, maka disusun misi Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta sebagai berikut: 
1. Menciptakan peluang usaha dan daya saing disektor perdagangan 
2. Mewujudkan pasar rakyat yg representatif, aman, nyaman & berdaya saing 
sebagai pusat perbelanjaan untuk semua kalangan. 
3. Mewujudkan kapabilitas pelaku usaha sektor perdagangan 
4. Mewujudkan Pengelolaan PKL yg bersih, tertib dan mendukung tata ruang 
kota 
5. Meningkatkan pendapatan daerah dari potensi perdagangan untuk 
mendukung kesejahteraan masyarakat 






Strategi dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta: 
 Dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar, 
Dinas Perdagangan berusaha memberikan pelayanan yang maksimal pada 
pedagang dan masyarakat, yaitu dengan: 
1. Meningkatkan pemeliharaan bangunan seluruh pasar 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana kebersihan 
pasar 
3. Meningkatkan fasilitas pasar termasuk pemeliharaan jaringan listrik, 
elektrikal dan mekanikal pasar 
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima 
(PKL) 
5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia (SDM) 
dengan penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan 
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat 
 
Kebijakan dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta: 
 
“ Menumbuhkembangkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana dan fasilitas pasar yang cukup 
memadai guna menciptakan kondisi pasar yang bersih tertib, aman dan nyaman 
serta mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung kelancaran 
pembangunan Pemerintah Daerah.” 
 
Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
Berdasarkan Kewenangan UU nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah 
Daerah mengatur tentang  kewenangan bidang perdagangan yang dibagi dalam 
beberapa sub urusan yaitu: 
1. Sub Urusan perijinan dan pendaftaran perusahaan meliputi: 
a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan    




b. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan 
barang (SKPB). 
c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:  
 penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 
 penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 
 penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. 
d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol 
golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum 
ditempat. 
e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan 
pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya   
di   tingkat Daerah kabupaten/kota. 
f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi 
perdagangan kayu atau pulau. 
g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang 
telah   ditetapkan sebagai instansi penerbit   surat keterangan asal). 
2. Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan meliputi: 
a. Pembangunan   dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. 
b. Pembinaan pengelola  sarana distribusi perdagangan masyarakat di 
wilayah kerjanya 
1. Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting meliputi: 
a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang 
penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. 
b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang 
penting di tingkat pasar. 
c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan    
pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. 
d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota 
dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan 




3. Sub Urusan Pengembangan Ekspor meliputi: 
a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang 
nasional, pameran dagang   lokal dan   misi   dagang   bagi produk 
ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah 
kabupaten/kota. 
b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah 
provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota). 
4. Sub Urusan Standardisasi Perlindungan Konsumen meliputi: 
a. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan 
pengawasan 
 
Berdasarkan kewenangan UU No 23 Tahun 2014 dikaitkan denganUU 
teknis nomor 7 tahun 2014 tentang  Perdagangan mengatur sektor perdagangan 
secara menyeluruh yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri; Perdagangan Luar 
Negeri; Perdagangan Perbatasan; Standardisasi; Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik; Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan; Pemberdayaan Koperasi 
serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pengembangan Ekspor; Kerjasama 
Perdagangan Internasional; Sistem Informasi Perdagangan; Tugas dan Wewenang 
Pemerintah di Bidang Perdagangan; Komite Perdagangan Nasional; Pengawasan; 
Penyidikan; dan Jasa Yang Dapat Diperdagangkan.  
Berkaitan dengan Undang – Undang teknis yang mengatur tentangPasar 
diatur dalam UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dimana dalam pasal 
12 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha 
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan 
berupa: Pasar rakyat; pusat perbelanjaan; toko swalayan; Gudang; perkulakan; 
Pasar lelang komoditas; Pasar berjangka komoditi; atau sarana Perdagangan 
lainnya. Disamping itu berdasarkan Peraturan Presiden tentang   Perdagangan 
mengatur tentang: 
1. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar 




2. Pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, 
toko swalayan, dan perkulakan (pasal 14); 
3. Penataan, pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas (pasal 
18); 
4. Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting (pasal 25); 
5. Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting (pasal 
29); 
6. Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan keamanan, keselamatan, 
kesehatan dan lingkungan hidup ; 
7. Pendaftaran barang serta Penghentian kegiatan perdagangan barang dan 
Penarikan barang (pasal 34); 
8. Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya (pasal 
35); 
9. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor 
perdagangan (pasal 73); 
10. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka promosi 
dagang untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam dan di luar 
negeri (pasal 79); 
11. Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dal melakukan 
perundingan (pasal 86); 
12. Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang berkembang (pasal 
87); 
13. Komite Perdagangan Nasional (pasal 97); 
14. Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah (pasal 101). 
 
 Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27- C  Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kota Surakarta. Adapun penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dinas 
Perdagangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan, bina usaha dan tertib niaga, pendapatan, sarana dan prasarana 




tugas pembantuan.Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:   
1. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas; 
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 
3. Penyelenggaraan dan pembinaan perdagangan; 
4. Penyelenggaraan bina usaha dan tertib niaga; 
5. Pengelolaan pendapatan; 
6. Penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan; 
7. Perlindungan pasar rakyat; 
8. Penyelenggaraan sosialisasi; 
9. Pembinaan jabatan fungsional; dan 
10. Pengelolaan UPT 
 
Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Surakarta telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Dinas Perdagangan terdiri dari: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretaris, terdiri dari: 
a. Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan  
b. Sub.Bagian Keuangan 
c. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian  
3. Bidang  Pengembangan Perdagangan, terdiri dari: 
a. Seksi Perdagangan Luar Negeri 
b. Seksi Perdagangan Dalam Negeri 
c. Seksi Bina Usaha dan Tertib Niaga 
4. Bidang Pasar, terdiri dari: 
a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
b. Seksi Peralatan dan Kebersihan 
c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan 




a. Seksi Pendataan dan Dokumentasi 
b. Seksi Penetapan 
c. Seksi Penagihan 
6. Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari: 
a. Seksi Penataan 
b. Seksi Pembinaan 
c. Seksi Pengendalian 
7. Kelompok jabatan fungsional 
8. UPT Metrologi, terdiri dari: 
a. Ka.UPT  
b. Ka. Sub. Bagian TU. 
 
Adapun Penjabaran Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang adalah 
sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perlindungan pasar 
rakyat.Tugas Kepala Dinas diuraikan sebagai berikut: 
1) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 
2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan; 
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 
sesuai dengan bidang tugas; 
4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan 
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-
undangan; 
5) Menerapkan standar pelayanan minimal; 





7) Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan perencanaan, 
evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 
8) Menyusun rencana operasional dan pengembangan di bidang 
Pengembangan Perdagangan, bidang Pasar, bidang PKL dan 
bidang Pengelolaan Pendapatan; 
9) Menyusun kebijakan teknis di bidang Pengembangan Perdagangan, 
bidang Pasar, bidang PKL dan bidang Pengelolaan Pendapatan; 
10) Menyusun kebijakan teknis pemberian pembinaan dan 
pemberdayaan pelaku usaha terhadap urusan tertib niaga; 
11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pasar dan perdagangan; 
12) Menyelenggarakan perlindungan pasar rakyat; 
13) Menyelenggarakan sosialisasi di bidang perdagangan; 
14) Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang 
perdagangan; 
15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana 
kerja, LKJIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas; 
16) Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional; 
17) Menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Dinas; 
18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 
19) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 
20) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 









Sekretaris memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian 
sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Adapun 
Tugas dari Sekretaris adalah:  
1) Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis 
dan rencana kerja Dinas; 
2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana 
kerja Dinas; 
3) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan; 
4) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 
sesuai dengan bidang tugas; 
5) Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan 
agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan; 
6) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 
7) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian 
penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
8) Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
9) Mengelola administrasi keuangan; 
10) Mengelola administrasi umum; 
11) Mengelola administrasi kepegawaian; 
12) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di 
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan 
kepegawaian; 
13) Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan 





14) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 
15) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 
17) Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan. 
 
3. Bidang Pengembangan Perdagangan. 
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan. Tugas Kepala 
Bidang Pengembangan Perdagangan adalah sebagai berikut:  
1) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan; 
2) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas 
sesuai dengan bidang tugas; 
3) Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar 
efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
4) Menerapkan standard pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 
5) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri; 
6) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri; 
7) Melaksanakan pendataan di bidang pengembangan perdagangan; 
8) Memberikan pertimbangan teknis perizinan di bidang pengembangan 
perdagangan; 
9) Memberikan pertimbangan teknis rekomendasi perdagangan dalam 
negeri; 
10) Melaksanakan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor 




11) Melaksanakan pembinaan teknis pengembangan ekspor daerah dan 
perdagangan luar negeri; 
12) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pendaftaran perusahaan 
dan usaha perdagangan;  
13) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan 
kegiatan di bidang perdagangan; 
14) Melaksanakan promosi di bidang perdagangan; 
15) Melaksanakan informasi di bidang perdagangan; 
16) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran 
kinerja di bidang perdagangan; 
17) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 
18) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan 
20) Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan. 
 
4. Bidang  Pasar  
Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan, bidang 
peralatan dan kebersihan serta bidang pembinaan dan pengawasan.Tugas 
tersebut diuraikan sebagai berikut:  
1) Melaksanakan Rencana Kerja Bidang Pasar Berdasarkan Rencana 
Strategis Dan Rencana Kerja Dinas; 
2) Memberi Petunjuk, Arahan Dan Mendistribusikan Tugas Kepada 
Bawahan; 
3) Mempelajari, Menelaah Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, 
Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Program Kegiatan Dinas 
Sesuai Dengan Bidang Tugas; 
4) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pelaksanaan Kegiatan 




5) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Sesuai Bidang Tugas; 
6) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Pembangunan Dan 
Pemeliharaan Pasar; 
7) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Peralatan Dan Kebersihan 
Pasar; 
8) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Pembinaan Dan 
Pengawasan Pasar; 
9) Melaksanakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pasar; 
10) Melaksanakan Proses Pembangunan Dan Pemeliharaan Pasar; 
11) Melaksanakan Perlindungan Pasar; 
12) Melaksanakan Penyusunan Indikator Dan Pengukuran Kinerja Di 
Bidang Sarana Dan Prasarana Pasar; 
13) Melaksanakan Penyiapan Bahan Sosialisasi Di Bidang Sarana Dan 
Prasarana Pasar; 
14) Memeriksa Dan Menilai Hasil Kerja Bawahan Secara Periodik; 
15) Memberikan Usul Dan Saran Kepada Atasan Dalam Rangka 
Kelancaran Pelaksanaan Tugas; 
16) Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Sebagai 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas; Dan 
17) Melaksanakan Tugas Tambahan Terkait Yang Diberikan Oleh 
Atasan 
5. Bidang Pengelolaan Pendapatan   
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan 
dokumentasi, penetapan dan penagihan 
1) Melaksanakan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan 
Berdasarkan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dinas; 





3) Mempelajari, Menelaah Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, 
Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Program Kegiatan Dinas 
Sesuai Dengan Bidang Tugas; 
4) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pelaksanaan Kegiatan 
Agar Efektif Dan Efisien Sesuai Peraturan Perundang-Undangan; 
5) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Sesuai Bidang Tugas; 
6) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendataan Dan 
Dokumentasi Retribusi Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang Sah; 
7) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Penetapan Retribusi 
Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang Sah; 
8) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Penagihan Retribusi 
Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang Sah; 
9) Melaksanakan Pendataan Dan Dokumentasi Retribusi Daerah; 
10) Merumuskan Target Retribusi Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang 
Sah Yang Dikelola Oleh Dinas; 
11) Memberikan Pertimbangan Teknis Perizinan Dan Memantau 
Pemanfaatan Pasar Oleh Pedagang Pasar; 
12) Melaksanakan Penyusunan Indikator Dan Pengukuran Kinerja Di 
Bidang Pengelolaan Pendapatan; 
13) Melaksanakan Penyiapan Bahan Sosialisasi Di Bidang Pengelolaan 
Pendapatan; 
14) Memeriksa Dan Menilai Hasil Kerja Bawahan Secara Periodik; 
15) Memberikan Usul Dan Saran Kepada Atasan Dalam Rangka 
Kelancaran Pelaksanaan Tugas; 
16) Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Sebagai 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas; Dan 
17) Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan.  
 
6. Bidang Pedagang Kaki Lima  
Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas 




pembinaan dan pengendalian pedagang kaki lima dan kawasan kuliner. 
Uraian tugas tersebut adalah: 
1) Melaksanakan rencana kerja Bidang Pedagang Kaki Lima berdasarkan 
rencana strategis dan rencana kerja dinas; 
2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan; 
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 
sesuai dengan bidang tugas; 
4) Melaksanakan sistem pengendalian interen pelaksanaan kegiatan agar 
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 
5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 
6) Merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan PKL dan kawasan 
kuliner; 
7) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pembinaan PKL dan kawasan 
kuliner; 
8) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengendalian PKL dan 
kawasan kuliner; 
9) Melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan teknis atas 
pemberian rekomendasi penempatan PKL dan kawasan kuliner; 
10) Melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan teknis 
terkait lokasi penataan PKL dan kawasan kuliner; 
11) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di 
bidang penempatan PKL dan kawasan kuliner; 
12) Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang penataan PKL 
dan kawasan kuliner; 
13) Melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan dibidang pembinaan 
PKL dan kawasan kuliner; 
14) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 





16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
17) Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan. 
 
Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah sebagai 
berikut. 
 
Gambar 4.1 Diagram Susunan Organisasi  perangkat daerah Dinas Perdagangan  Kota 
Surakarta 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017 
 
Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
Berikut ini disajikan mengenai sumber daya Dinas Perdagangan Kota 




Dinas Perdagangan Kota Surakarta untuk mencapai tugas pokok dan fungsinya. 
Sumber daya Dinas Perdagangan Kota Surakarta meliputi sumber daya manusia 
dan sumber daya fisik. Adapun jumlah SDM Dinas Perdagangan  sebanyak 284 
orang yang terdiri dari 14,08 % perempuan dan 85,92% laki – laki.  
 
1. Sumber Daya Manusia 
 Jumlah pegawai di Dinas Perdagangan Kota Surakarta pada tahun 2017 
mencapai 284 orang, yang terdiri dari 243 pegawai laki-laki dan 41 pegawai 
perempuan. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4.2 Diagram Jumlah Persentase Pegawai di Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta berdasarkan Jenis Kelamin 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017 
 
Golongan PNS paling banyak terdapat pada golongan II dengan jumlah 
mencapai 169 orang, sedangkan golongan III mencapai 65 orang dan Golongan 
IV mencapai 14 orang. Jumlah PNS berdasarkan kepangkatan dan golongan yang 










          Tabel 4.1. 
PNS berdasarkan Kepangkatan dan Golongan  
di Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
No Jabatan 
PNS Golongan (orang) 
Jenis 
Kelamin 
IV III II I L P 
1 Kepala Dinas  1 -  -   - 1 - 
2 Sekretaris  1 -  -   - 1 - 
3 Kepala Bidang  4 -  -   - 2 2 
4 Kasub Bag  - 4 -   - 1 3 
5 Kepala Seksi  4 7 -   - 9 2 
6 Kepala UPT - 1 - - 1 - 
6 Staf   4 53 169 36 228 34 
Jumlah 14 65 169 36 243 41 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017 
 
Sumberdaya manusia Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagian besar 
berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas). Sebagian besar yang 
berpendidikan tersebut adalah SDM yang bekerja pada kantor pasar yang tersebar 
di seluruh pasar milik Pemerintah Kota Surakarta. Pola tingkat pendidikan SDM 
adalah semakin mengerucut  ke atas, dimana semakin tinggi pendidikan semakin 
sedikit yang memiliki. Jumlah Pegawai yang berpendidikan S1 hanya sebanyak 
18% dan yang berpendidikan S2 adalah sebesar 5%. Persebaran SDM Dinas 
Perdagangan menurut tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada grafik 






Gambar 4.3 Diagram PNS, CPNS, dan THL Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017. 
 
2. Perlengkapan 
Sarana perdagangan yang dikelola Dinas Perdagangan Kota Surakarta  
terdapat 44 pasar terdiri dari Pasar kelas I, II, dan III. Untuk memberdayakan 
perdagangan yang terdapat di pasar- pasar rakyat di Pemerintah Kota Surakarta ini 
selain didukung oleh prasarana tempat, juga dilengkapi dengan sarana lainnya 
seperti : 
  Tabel 4.2 
Perlengkapan Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
No Sarana Jumlah 
1 Gedung Kantor 1 unit 
2 Bangunan Pasar 44 Pasar 
3 Kendaraan operasional  
A Roda 4 (empat) 6 unit 
B Roda 2 (dua) 55 unit 











No Sarana Jumlah 
4 Peralatan  
D Komputer 52 unit 
E Laptop 29 unit 
F Mesin ketik 15 unit 
G Meja 492 unit 
H Kursi 444 unit 
I Almari 81 unit 
J Filling cabinet 46 unit 
K 
L 




Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017. 
 
Seluruh sarana dan prasarana penunjang sudah mencukupi untuk 
mendukung kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. 
Adapun Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja UPT Metrologi adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin 
No. Nama barang Jumlah 
1 Alat-alat Besar 
 
2 
  Portable Compresor 1 
  Stationary Water Pump 1 
2 Alat-alat Angkutan 
 
9 
  Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 
  Pick Up 1 
  Sepeda Motor 6 




No. Nama barang Jumlah 
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 30 
  Mesin Gerinda 2 
  Mesin Las Listrik 1 
  Mesin Bor Tangan 2 
  Rol Meter 2 
  Termometer Standard 2 
  Stopwach 2 
  Tool Set 2 
  Landasan Cap Lengkap 3 
  Kald Tiga Gantungan Dacin 2 
  Tang Plombir/Segel 4 
  Bejana Ukur 
 Timbangan 
2 
  Neraca 5 
4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 116 
  Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 
  Filling Besi/Metal 5 
  Band Kas 2 
  Papan Nama Instansi 1 
  Meja Besi/Metal 10 
  Meja Kayu/Rotan 8 
  Kursi Besi/Metal 6 
  Meja Rapat 1 
  Kursi Putar 6 
  Bangku Tunggu 34 
  Sofa 1 
  MOUBILER LAINNYA 1 




No. Nama barang Jumlah 
  Mesin Penghisap Debu 1 
  AC Split 12 
  Televisi 2 
  Sound System 1 
  Tangga Alumunium 1 
  P.C Unit 3 
  Lap Top 2 
  Note Book 4 
  Printer 2 
  Printer 2 
  Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2 
  Meja Operator 1 
  Lemari Buku untuk Perpustakaan 2 
  Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 4 
5 Alat Studio dan Alat Komunikasi 16 
  Proyektor + Attachment 1 
  Intercom Unit 8 
  Unintemuptible Power Supply (UPS) 2 
  Camera Electronic 1 
  Handy Talky 2 
  Facsimile 1 
  Dehumidifier 1 
6 Alat Laboratorium 35 
  Timbangan Elektronik 8 
  Thermohygrometer 1 
  Desicator 6 
  Alat Pemadam Kebakaran 6 




No. Nama barang Jumlah 
  Anak Timbangan 8 
  Jangka 2 
  Pemegang 2 
  Barometer 1 
7 Alat-alat Persenjataan/Keamanan 5 
  Alat Khusus Keamanan Lainnya 5 
TOTAL 213 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017. 
 
Daftar aset tetap milik Dinas Perdagangan Kota Surakarta setelah 
dilakukan P3D ( Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen)  adalah sebagai 
berikut:  
Tabel 4.4. 
Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan 




1 Bangunan Gedung   
a.  Bangunan Gedung Kantor 
Permanen 
 






b. Bangunan Gedung Tempat 
Ibadah Permanen 




















e. Bangunan Gedung Garasi/Pool 
Lain-lain 






f. Bangunan Gedung Tempat 
Kerja Lainnya Permanen 
 
Jl. Popda  No.1 
Nusukan  
Banjarsari  Solo 
192,00 
 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017. 
 
2. Pasar Klewer Kota Surakarta 
 Hampir tidak ada yang tidak tahu pasar yang letaknya persis di sebelah 
kraton Kasunanan Kota Surakarta Hadiningrat ini. Sebagai pasar sandang 
utamanya kain dan pakaian batik, Pasar Klewer merupakan pasar yang hampir 
selalu disambangi oleh pengunjung Kota Solo. Pasar ini mengalami revitalisasi 
antara awal tahun 2015 hingga diresmikan kembali dibuka pasca revitalisasi pada 
April 2017. Sebelum revitalisasi di pasar ini, 2.810 pedagang, menggelar aneka 
rupa dagangan termasuk komoditi pendukung seperti aksesoris pakaian ataupun 
oleh – oleh. 
 Pasar yang berdiri diatas lahan seluas 12.950m
2 
ini semula bernama pasar 
slompretan yang memiliki perjalanan panjang. Lokasi bangunan pasar dulunya 
adalah tempat bangsawan kerajaan seperti bupati luar nagari memarkir keretanya 
saat menghadap Sinuhun Paku Buwana, raja pewaris kerajaan Mataram Islam. 
Oleh karena itu, tempat itu disebut pakretan dari kata pa-kreta-an alias tempat 
menaruh kreta di tepi jalan tertua di Kota Solo Tersebut. 
 Pada masa lalu, Pasar Klewer juga dinamai dengan pasar Slompretan. 




menjadi dagangannya dengan menyampirkan di pundak – pundak sehingga 
kleweran, sebutan Pasar Klewer lebih melekat. Saat pemerintah membangun pasar 
ini dengan bangun permanen, nama Pasar Klewer yang disematkan. 
 Pasar Klewer terletak di kawasan bisnis utama Kota Solo, yakni kawasan 
Coyoudan, nama Coyoudan berasal dari Secoyudan, seorang bangsawan keraton 
keturunan Cina. Namanya sempat dijadikan nama jalan sebelum diubah menjadi 
Jalan Dr, Radjiman. Jalan ini merupakan jalan tertua, yang menjadi saksi 
perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. 
 Pertumbuhan Pasar Klewer sebagai pasar sandang utamanya batik, tidak 
terlepas dari dikenalnya industrialisasi kain batik dengan dikenalnya teknologi cap 
dan malam. Pada masa lalu, kain batik merupakan kain bermotif hanya boleh 
dikenakan oleh kaum bangsawan yang pembuatannya hanya bisa dilakukan 
dengan cara ditulis. 
 Keberadaan Pasar Klewer ini ditopang oleh industri batik di Kampung 
Kauman yang berada diseputaran Masjid Agung serta Kampung Laweyan. Dua 
Kampung ini saat ini dijadikan kampung wisata batik. Pasar Klewer memiliki dua 
buah bangunan bertingkat diatas tanah bekas tanah swapraja. Pada awal 
pertumbuhannya, di Pasar Klewer juga terdapat pedagang sepeda dan burung 
namun kemudian dua jenis dagangan itu dipindah ke alun – alun selatan dan 
widuran. 
 Sebelum direvitalisasi banguna fisik Pasar Klewer saat ini merupakan 
bangunan yang didirikan pada tahun 1971. Banyaknya pedagang yang berjualan 
sementara daya tampung pasar ini terbatas karena sejak ada perluasan di sisi timur 
pada tahun 1986 hingga tahun 2014 belum perna dipugar lagi, membuat pasar ini 
lumayan sesak. Lorongnya sangat sempit. Namun hal itu justru mengasyikkan 
karena ada suasana khas yang tidak dijumpai ditempat perbelanjaan lainnya. 
 Pada  akhir 2014 silam, sisi barat Pasar Klewer habis terbakar. Pemerintah 
Kota Surakarta memindahkan para pedagang terpaksa berjualan dipasar sementara 
yang dibangun di Alun – Alun Utara Keraton Surakarta. Pembangunan kembali 





 Dengan anggaran sekitar 150 Milyar Pasar Klewer yang baru dibangun 
kembali menjadi empat lantai atau bertambah dua lantai jika dibandingkan dengan 
sebelum terbakar dulu. Tetapi penambahan lantai tersebut tidak menjulang ke atas 
melainkan menghujam ke bawah, Nantinya Pasar Klewer akan memiliki lantai 
basement dan lantai semi basement. 
 Lantai basemen atau disebut lantai 1 sebagai lahan parkir kendaraan 
sehingga pasca dibangun, kawasan Pasar Klewer harus bersih dari PKL dan parkir 
di pinggir jalan. Sementara untuk lantai semi basement atau lantai 2 dan atasnya 
lantai 3 akan dipergunakan untuk pedagang kios, kemudian untuk lantai 4 yang 
paling atas, akan dimanfaatkan untuk menampung pedagang yang selama ini 
berjualan di pinggiran pasar seperti pedagang renteng, pedagang pelataran dan 
sebagainya. Selain itu mereka yang saat Pasar Klewer lama sudah berjualan di 
area Klewer yang berada di sekitaran Jalan Hasyim Asyari dan termasuk 
pedagang kemasan juga telah dimasukkan ke dalam Pasar Klewer di lantai 4 
dengan nama tempat dasaran pelataran. 
 Hingga tahun 2017 pasca revitalisasi, Pasar Klewer mampu menampung 
3.065 pedagang, baik pedagang lama yang sebelumnya menempati lantai satu dan 
lantai dua ditambah pedagang kaki lima yang dimasukkan ke lantai 4. Meski 
mengalami perubahan, namun secara arsitektur Pasar Klewer akan tetap terlihat 
seperti sebelum terbakar. Karena memiliki 4 lantai, untuk memudahkan mobilitas 
pedagang dan pengunjung, Pasar Klewer juga telah menyediakan fasilitas 
eskalator dan lift khusus barang. 
 Pasar Klewer merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Surakarta 
yang memiliki penerimaan jumlah retribusi yang cukup besar, mengingat 
banyaknya pedagang yang beroperasi di pasar tersebut. Berikut jumlah 









     Tabel 4.5. 
       Target dan Realisasi 
Penerimaan Retribusi Pasar Klewer  Tahun 2013- 2017 
No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%) 
1. 2013 3.425.574.638 3.286.991.685 95,95 
2. 2014 3.326.737.355 3.182.165.365 95,65 
3. 2015 430.057.225 402.442.210 93,58 
4. 2016 720.087.555 697.377.630 96,85 
5. 2017 4.905.662.555 3.858.992.920 78,66 
Sumber: Bidang Pengelolaan Pendapatan Dinas Perdagangan 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada periode 5 tahun terakhir 
antara tahun 2013,2014, 2015, 2016, dan tahun 2017 itu terdapat 
ketidakberhasilan pencapaian target dalam penerimaan retribusi. Namun diantara 
5 tahun terakhir tersebut terdapat penerimaan retribusi yang hampir memenuhi 
target, yaitu pada tahun 2016 dengan prosentase 96,85%, prosentase tersebut 
tertinggi diantara prosentase realisasi penerimaan retribusi pada tahun lainnya. 
Sedangkan untuk tabel pendapatan bulanan Pasar Klewer Kota Surakarta pada 
tahun 2018 sebagai berikut: 
Tabel 4.6. 
Pendapatan Bulanan Pasar Klewer Tahun 2018 
No. Bulan Pendapatan (Rp) 
1. Januari 393.588.790 
2. Februari 684.367.250 
3. Maret 957.465.440 
4. April 1.228.397.310 
5. Mei 1.899.536.320 
6. Juni 2.527.772.900 
7. Juli 2.857.772.900 
8. Agustus 3.237.592.430 




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan bulanan 
tertinggi Pasar Klewer pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai bulan Agustus 
adalah pada bulan Agustus sedangkan untuk pendapatan terendah terjadi pada 
bulan Januari. 
Berikut terdapat peraturan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan yang 
mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 tahun 2010 tentang 
penggelolaan dan perlindungan pasar tradisional terkait dengan larangan, hak dan 
kewajiban yang harus dipatuhi oleh pedagang dan setiap orang yang ada di Pasar 
Klewer: 
Setiap orang atau pedagang di dalam pasar: 
1. Dilarang memiliki Surat Hak Penempatan atau SHP lebih dari 4, dalam 
satu nama 
2. Dilarang mengalihkan Surat Hak Penempatan (SHP) / Kartu Tanda 
Pengenal Pedagang kepada orang lain yang tidak berhak 
3. Dilarang meninggalkan barang tidak pada tempatnya 
4. Dilarang mengubah luas letak untuk berdagang atau bangunan dan 
instalasi listrik tanpa ijin kepala dinas 
5. Dilarang menempati tempat dasaran yang bukan haknya 
6. Dilarang mengganti atau mengubah jenis barang dagangan yang tidak 
sesuai dengan SHP / KTPP 
7. Dilarang menjual barang dagangan yang dilarang dalam aturan 
8. Dilarang menggunakan tempat dasaran sebagai tempat tinggal atau gudang 
9. Dilarang menempatkan kendaraan atau alat angkut dalam pasar 
10. Dilarang berada di dalam pasar saat pasar tutup 
Setiap pedagang berhak: 
1. Mendapat pelayanan yang baik 
2. Berpartisipasi dalam memperoleh pengambilan keputusan 
3. Memperoleh informasi 
4. Memperoleh pembinaan 





Setiap pedagang berkewajiban: 
1. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, kenyamanan dan kesehatan 
lingkungan pasar 
2. Menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya 
3. Membayar retribusi 
4. Mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar 
5. Mematuhi ketentuan peraturan 
 
B. Analisis dan Pembahasan 
Responsivitas merupakan suatu daya tanggap aparatur pemerintah, daya 
tanggap tersebut ditunjukkan melalui kemampuan untuk menjawab apa yang 
menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima indikator penilaian guna 
mengetahui responsivitas dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam 
mengatasi keluhan masalah penataan pedagang pelataran Pasar Klewer, empat 
indikator tersebut ialah, (1) terdapat tidaknya keluhan dari masyarakat terkait 
penataaan pedagang, (2) sikap aparat Dinas Perdagangan dalam merespon keluhan 
dari pedagang, (3) penggunaan keluhan dari pedagang sebagai referensi perbaikan 
penyelenggaraan pada masa mendatang, (4) berbagai tindakan aparat Dinas 
Perdagangan untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pedagang, dan (5) 
penempatan pedagang oleh Dinas Perdagangan dalam sistem pelayanan yang 
berlaku. 
1. Responsivitas Dinas Perdagangan dalam mengatasi keluhan penataan 
pedagang pelataran Pasar Klewer 
 Hasil penelitian Dinas Perdagangan dalam mengatasi keluhan penataan 
pedagang pelataran Pasar Klewer dijelaskan sebagai berikut: 
 
1.1 Terdapat tidaknya keluhan dari masyarakat terkait penataaan pedagang 
 Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh 
Pemerintah tentu tidak akan terlepas dari adanya kekurangan, yang dapat 




pelaksanaan penataan pedagang pelataran di Pasar Klewer juga masih ditemukan 
adanya keluhan. Seperti yang telah diketahui Pasar Klewer merupakan salah satu 
pasar tradisional yang telah direvitalisasi dan terjadi penataan pedagang secara 
ulang, namun dalam penataan pedagang tersebut masih terdapat keluhan masalah. 
Salah satu contoh keluhan masalah yang pernah disampaikan oleh pedagang ialah 
terkait peningkatan jumlah pedagang pelataran yang ditengarai karena adanya 
praktik jual beli lapak pelataran secara ilegal sehingga pedagang mengeluh terjadi 
penyempitan ukuran lapak. Munculnya isu masalah tersebut juga diakui salah satu 
pedagang pakaian di pelataran yang tergolong pedagang lama, yang mengaku juga 
pernah mengadukan masalah tersebut secara langsung ke pihak Dinas 
Perdagangan, hal tersebut disampaikan oleh bapak Sulardi warga Mojosongo, 
“Sebelumnya kan dulu dari bapak walikota (Hadi Rudyatmo) sudah 
mewanti-wanti untuk pedagang pkl ini kan tidak boleh tambah, dulu 
jumlahnya 765 ya harus 765 sementara kan untuk menampung pedagang 
pkl dari luar pasar dari Jl. KH Hasyim Asy’ari dan pkl kemasan kan harus 
berkumpul jadi satu di pelataran ini otomatis jumlah pedagang pelataran 
jadi bertambah, dari situ kalau secara pribadi menurut saya itu lebih baik, 
karena semua menjadi berkumpul menjadi satu, pedagang bisa bersatu 
tidak tercecer dan tertata rapi dari saya sendiri sangat berterima kasih 
untuk pemerintah. Namun yang kita sayangkan dari pihak pengurus 
pasarnya sendiri harusnya yang membagi penataan itu kan dari Dinas 
Perdagangan, tapi kalo menurut kami penataan itu kok diserahkan 
pengurus dan disalahgunakan wewenangnya begitu, dulu kan jumlah 
pedagang yang tertulis itu kan 765 mas, tapi setelah penempatan bangunan 
pasar yang baru itu perkembangan data yang sekarang yang tercatat dari 
dinas perdagangan itu jumlah pedagang menjadi 845, menurut saya 
jumlahnya lebih dari itu mas bisa dilihat lah banyak banget orang-orang 
baru yang tidak punya lapak menjadi punya lapak, kemudian yang dulu 
punya lapak hanya 2 menjadi punya 3 dan keberadaan mereka itu, menurut 
saya ya diluar jumlah pedagang kemasan dan pkl jalan Hasyim Asyari 
yang telah tercatat mas. Dari situlah muncul kecurigaan kalau terdapat jual 
belilapak secara ilegal dan berdampak pada penyempitan ukuran lapak, tak 
terkecuali lapak saya mas”. (wawancara 26 Juli 2018). 
 Perihal adanya keluhan tersebut pihak Dinas Perdagangan juga 
menyampaikan bahwa memang terdapat keluhan pedagang yang pernah 
disampaikan terkait isu peningkatan jumlah pedagang pelataran yang ditengarai 




mengeluh terjadi penyempitan ukuran lapak. Berikut ungkapan yang disampaikan 
oleh ibu Erni Susiatun selaku Kepala Bidang Pendapatan,  
“Masalah keluhan terkait penataan pedagang Pasar Klewer yang 
disampaikan pedagang itu memang ada mas yaitu terkait isu praktik jual 
beli lapak pelataran secara illegal yang diduga juga ikut berdampak pada 
penambahan pedagang pelataran. Sehingga dengan banyaknya 
penambahan pedagang yang ada, beberapa pedagang mengeluh terjadi 
penyempitan ukuran lapak. Untuk keluhan tersebut sebenarnya kami pihak 
Dinas sudah menyampaikan sebelumnya bahwa memang ada kebijakan 
penambahan pedagang pelataran yang berasaldari PKL Jl Hasyim Ashari 
dan para pedagang kemasan, apabila jika memang terdapat oknum-oknum 
yang memanfaatkan kebijakan penambahan pedagang tersebut untuk 
kepentingan kelompok maupun pribadi dengan memperjualbelikan lapak 
,tentu hal tersebut menyalahi prosedur mas, dan dulu itu kita sudah ambil 
sikap dan segera menindaklanjutinya dengan menurunkan personel kepala 
pasar beserta staffnya untuk membantu penyelidikan kasus tersebut dan 
hasilnya memang jual beli lapak itu tidak terbukti, melainkan terdapat 
pemindahan hak ijin penempatan kepada pihak lain tanpa seizin Dinas 
dengan cara menggadaikan lapaknya, hal tersebut sudah kami tangani kita 
beri sanksi kepada pedagang yang bersangkutan, oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa penambahan pedagang pelataran murni berasal dari 
PKL Jl Hasyim Ashari dan para pedagang kemasan sesuai kebijakan 
Dinas.” (wawancara 10 Agustus 2018) 
 
Berdasarkan apa yang disampaikan pihak Dinas Perdagangan tersebut, 
dapat diketahui bahwa keluhan isu masalah terkait jual beli lapak secara ilegal 
memang benar adanya dan sudah ditanggapi pihak Dinas secara rasional. 
Selain itu juga terdapat keluhan lain yang di sampaikan masyarakat selaku 
pengunjung pasar terkait pedagang pelataran yang kurang tertib dalam 
menempatkan barang dagangan melebihi ukuran hak penempatannya, hal tersebut 
disampaikan oleh Hasna warga Klaten, 
“Sebenarnya dengan bangunan baru ini Pasar Klewer sudah cukup bagus 
sih mas, sudah seperti mall, cuman ada sedikit yang mengganggu 
kenyamanan ketika penggunaan akses jalan mas, karena masih terdapat 
beberapa pedagang itu menempatkan barang dagangannya kurang rapi dan 
berada diluar sehingga mengganggu orang yang jalan.” (wawancara 18 
April 2018) 
Perihal adanya keluhan tersebut juga diakui oleh bapak Edi Murdiarso, 




“Ya dulu sewaktu awal – awal pemindahan pedagang pelataran Pasar 
Klewer ke bangunan yang baru setelah ditata itu, memang terdapat 
keluhan yang disampaikan pengunjung pasar, keluhan tersebut kita 
dapatkan melalui kotak saran yang kita sediakan memang dulu masih 
banyak pedagang yang menaruh barang itu semaunya, bahkan melebihi 
batasan tempat berdagang yang menjadi haknya, kan itu dilarang mas, 
memang secara berkala sudah kami berikan teguran agar mematuhi 
peraturan untuk tidak menaruh barang dagangan melebihi batasan 
tempatnya berjualan, melalui tim penertib, namun apabila teguran secara 
lisan tidak dipatuhi, pihak kami akan memberikan sanksi yang cukup 
tegasberupa surat teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali, hingga 
pencabutan KTPP / hak ijin penempatan.” (wawancara 20 Agustus 2018) 
 
Demikian dengan terdapatnya keluhan yang disampaikan pedagang 
maupun pengunjung, dapat diketahui bahwa penataan pedagang Pasar Klewer 
masih terdapat adanya masalah, namun masalah pada  penataan pedagang Pasar 
Klewer bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak Dinas yang menata akan tetapi 
terdapat partisipasi pedagang yang kurang sadar dalam menjaga ketertiban 
penataan pedagang. 
 
1.2 Sikap aparat Dinas Perdagangan dalam merespon keluhan dari pedagang 
 Sikap aparat Dinas Perdagangan adalah tentang bagaimana kesediaan 
pihak Dinas dalam merespon keluhan, serta pemberian reaksi dalam merespon 
keluhan masalah penataan pedagang yang diberikan aparat Dinas 
Perdagangan.Dinas merupakan salah satu instansi yang mengelola dan melindungi 
pasar tradisional oleh karena itu dituntut untuk mampu menjawab keluhan yang 
disampaikan pedagang dan berupaya menindaklanjutinya. Hal tersebut 
disampaikan oleh ibu Erni Susiatun selaku Kepala Bidang Pendapatan,  
“Jadi kalau untuk keluhan maupun saran atau masukan atau keinginan itu,  
dari dinas itu sangat terbuka artinya welcome kepada seluruh pedagang, 
kita sudah memfasilitasi dengan memberikan sarana pengaduan, melalui 
website internet yaitu, Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), kemudian 
kami menyediakan kotak saran yang kami sediakan di Pasar Klewer 
bahkan pengaduan secara langsung ke pihak Dinas, kami juga cukup 
terbuka bisa datang langsung pada kantor Kepala Pasar serta pada Kantor 
Sekertaris Dinas, misalnya termasuk dengan munculnya isu kasus jual beli 
lapak secara ilegal ini yang memang diadukan pedagang langsung dengan 
cara datang ke kantor Dinas, ya kita juga tetep responsif kita tampung 




ya sepanjang masukan dan keinginan itu baik bagi kelangsungan pasar.” 
(wawancara 10 Agustus 2018) 
 Salah satu contoh keluhan masalah yang pernah disampaikan oleh 
pedagang ialah terkait dugaan peningkatan jumlah pedagang pelataran yang 
ditengarai karena adanya praktik jual beli lapak pelataran secara ilegal sehingga 
pedagang mengeluh terjadi penyempitan ukuran lapak. 
 Dalam menanggapi keluhan pedagang terkait isu jualbeli lapak secara 
ilegal tersebut tentu dari pihak Dinas Perdagangan akan berupaya menindaklanjuti 
yaitu dengan melakukan pemantauan kasus terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, 
pemantauan merupakan kesadaran tentang apa yang ingin diketahui dengan tujuan 
untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat memberikan pernyataan fakta. 
Dalam melakukan pemantauan kasus ini, Dinas Perdagangan berkoordinasi 
dengan pihak kepolisian selaku yang melaksanakan penyidikan atas kasus jual 
beli lapak secara ilegal ini, sehingga mereka dapat mengetahui secara langsung 
penyebab munculnya kasus ini. Hal ini di sampaikan oleh ibu Erni Susiatun 
selaku kepala bidang pendapatan, 
“Kalau kasus itu dulukan sudah ditangani pihak kepolisian, kemudian 
sudah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan penyelidikan terus 
pengumpulan data dan pengumpulan keterangan itu sudah dilakukan. 
Kami dari pihak dinas perlu memantau dahulu atas perkembangan 
penyelidikannya dengan kami saling koordinasi apabila mereka 
membutuhkan data pendukung tentang informasi pedagang ya kami 
berikan mas.” (wawancara 10 Agustus 2018) 
 Untuk proses penyelidikan polisi diperlukan pengumpulan data dan 
pengumpulan keterangan yang lengkap. Dan proses penyelidikan tersebut juga 
sudah sampai pada penyelesaian kasus dan dari pihak dinas juga telah menerima 
hasil penyelidikan ternyata untuk kasus jual beli lapak secara ilegal tersebut tidak 
terbukti kebenarannya dikarenakan kurangnya barang bukti yang kuat, sehingga 
disimpulkan tidak ada kegiatan yang menyangkut ke ranah pidana. Hal tersebut 
telah disampaikan ibu Erni Susiatun selaku Kepala Bidang Pendapatan, 
“Kalau kinerjanya kepolisian itu kan pulket itu pengumpulan keterangan 
kepolisian, puldata itu proses pengumpulan data yo mestinya pemeriksaan 
itu kan prosesnya gitu saya kan dulu juga kuliah hukum jadi tahu 




P21. P21 itu adalah dinyatakan semua lengkap dan daru datanya, saksinya, 
buktinya itu kalau lengkap istilahnya P21 dan bisa dinaikkan untuk proses 
lebih lanjut. Dari semua proses yang telah di lakukan kepolisian ternyata 
juga tidak ada bukti bahwa itu ada semacam kasus kasus di ranah pidana 
sehingga dengan hasil itu kepolisian tidak bisa memproses karena tidak di 
temukan tindak pidana disitu.” (wawancara 10 Agustus 2018) 
 Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Suprapto, selaku Sekretaris 
Dinas,  
“Kemarin kita dari pihak dinas perdagangan sudah melakukan panggilan 
kepada mereka pihak yang mengadu dan para pengurus paguyuban yang 
berkaitan untuk mengklarifikasi masalah ini, dan para pedagang yang tidak 
terima akan masalah ini kan juga sudah ada yang melapor kepada pihak 
kepolisian, maka kita hanya memback up data yang diperlukan pihak 
kepolisian, kemudian sampai selesai sampai ada surat pernyataan dari 
pihak kepolisian melakukan panggilan kepada pihak dinas dan 
memberitahukan bahwa kasus tersebut belum terbukti jelas, kasus tersebut 
memang kurang cukup bukti mas, sampai hari ini saya menjadi sekretaris 
kan tahu persis mana buktinya,  kan tidak ada.” (wawancara 8 Agustus 
2018). 
 Dari hasil penyelidikan tersebut dapat disimpulkan penambahan pedagang 
pelataran murni berasal dari kebijakan Dinas Perdagangan yang melakukan 
penataan PKL dari JL Hasyim Ashari dan PKL Kemasan yang semula berjualan 
di luar pasar, kemudian pasca revitalisasi Pasar Klewer dengan bangunan yang 
baru, semua pedagang tersebut ditempatkan pada tempat dasaran pelataran. Hal 
ini disampaikan ibu Erni Susiatun selaku kepala Bidang Pendapatan, 
“Dulu sebagian besar pedagang pelataran itu jualannya di sekitar pasar 
nemplek nemplek nutupi kios menganggu kios, menganggu keamanan, 
kenyamanan, kalau seperti itu kan rentan, rentan semuanya, rentan dengan 
yang mungkin keamanannya banyak dimasuki copet dan seterusnya.  
Karna begitu semrawutnya, lha Walikota kan punya solusi memberikan 
solusi yang sangat baik menurut saya, yang dulunya tidak punya legalitas, 
tidak punya apa apa hanya nempel menganggu temen temen pedagang 
lain, kemudian kita berikan solusi, diberikan solusi dinas tempatnya yang 
paling atas, yang paling nyaman dan aman.  Begitu baiknya Pak Wali 
terhadap masyarakat memperhatikan pedagang di dalam pasar, tidak punya 
apa apa menjadi punya tempat yang baik.  Nah selain kebijakan Pak wali 
untuk menata itu, itu juga menata dikawasan area sekitarnya PKL PKLnya 
disekitarnya. Lah seng ashari, kemasan itu juga diberikan tempat.900 




 Selain memberikan keterangan tersebut pihak juga Dinas Perdagangan 
juga telah berupaya menertibkan PKL di JL Hasyim Ashari dan Pedagang 
Kemasan yang akan dijadikan satu dengan para pedagang pelataran Pasar Klewer 
dengan disediakannya tempat dasaran pada lantai 4 paling atas Pasar Klewer. Hal 
itu disampaikan oleh ibu Erni Susiatun selaku Kepala Bidang Pendapatan, 
“Jadi kita menyiapkan 900 an tempat, kita tampung dulu pedagang yang 
didalam yang P4K dan non P4K, itu masuk jreg punya tempat, kemudian 
kita tata diarea sekitar kemasannya berapa kita tentukan segitu.  Pedagang 
asharinya berapa dan itupun tidak mudah mas,  mereka sedemikian 
banyaknya harus ketampung didalam, bisa ditata dengan baik dan nyaman 
aman,  maka kita buatkan sebuah solusinya zona pakaian,  zona kuliner,  
zona kemasan,  zona oleh oleh dan aksesoris. Kita buatkan zona.  Nah Pak 
Wali itu kan, masyarakat tidak hanya masyarakat solo, tidak hanya yang di 
klewer itu saja tok dan lain lain. Tapikan masyarakat luas dan semuanya 
butuh mata pencaharian begitu, jadikan seharusnya kan sangat 
memperhatikan masyarakat masyarakat yang sangat membutuhkan dan 
solutif sekali beliau. Kemudian manakala ada pembangunan PKL yang 
ilegal itukan diberikan solusi begitu.” (wawancara 10 Agustus 2018). 
 Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Suprapto, selaku Sekretaris 
Dinas,  
“Yang namanya pasar itu kan mas kalau rame pasti banyak orang yang 
ingin terlibat keberlangsungan pasar tersebut tak terkecuali pasar klewer, 
banyak sekali pedagang yang ingin berjualan disana mas, sebelumnya kan 
banyak sekali pedagang pkl yang berceceran berjualan diluar pasar yang 
mengganggu jalan, oleh karena itu ada kebijakan dari Dinas Perdagangan 
untuk menata para PKL tersebut dengan ditempatkannya mereka masuk di 
dalam klewer dan bergabung kepada para pedagang pelataran yang 
disediakan di tempat dasaran pelataran didalam pasar, oleh karena itu 
peningkatan pedagang pelataran itu ya murni kebijakan Dinas 
Perdagangan yang menambah pedagang pelataran yang berasal dari PKL 
Hasyim Asyari & Pedagang Kemasan mas.” (wawancara 8 Agustus 2018). 
 Jika dilihat dari beberapa keterangan tersebut, menurut pihak Dinas 
Perdagangan, sikap merespon keluhan masalah penataan pedagang tersebut telah 
disampaikan untuk menjawab keluhan dari pedagang. Seperti halnya keluhan 
yang disampaikan oleh bapak Sulardi salah satu pedagang pakaian di pelataran 
namun beliau merasa masalah jual beli lapak secara ilegal itu masih belum tahu 




“Dengan adanya masalah ini dulu saya pernah mengadu langsung ke 
sekretariatan dinas perdagangan mas secara tertulis dan sempat saya 
adukan ke pihak kepolisian juga setelah itu ada panggilan tindaklanjut 
kemudian diadakan pertemuan dengan pihak dinas dan katanya pihak 
dinas akan memberikan peringatan kepada pihak pengurus pasar untuk 
menegur agar tidak melakukan pelanggaran penataan pedagang serta 
berjanji akan memperbaiki paguyuban pengurus pasar, katanya begitu mas 
cuman secara nyatanya untuk pihak dinas turun lapangan secara bersama 
itu saya belum melihat, cuman kalau secara individu, bapak kepala dinas 
ataupun lurah pasarnya itu sudah melakukan mengecek/survei masalah 
yang ada.” (wawancara 26 Juli 2018). 
Tidak hanya bapak Sulardi, Ibu yatik selaku pedagang kuliner di pelataran 
juga menyampaikan hal serupa, 
“Setelah muncul isu masalah ini mas, pedagang itu lebih sering mengadu 
kepada pihak dinas perdagangan secara langsung, setiap saya mengadu 
katanya keluhan saya mau ditampung dahulu dan akan dikoordinasikan 
dengan pihak terkait.” (wawancara 26 Juli 2018) 
Selain itu untuk keluhan yang disampaikan pengunjung terkait kurang 
tertibnya pedagang pelataran dalam menempatkan barang dagangan yang 
melebihi hak penempatannya yang dapat mengganggu kenyamanan, juga pernah 
disampaikan Edi Purnawan, warga Mojosongo, melalui kotak saran yang 
disediakan Pasar Klewer, berikut ungkapnya: 
“Dulu waktu awal kembali Pasar Klewer beroperasi, saya pernah 
berkunjung, untuk penataannya saya rasa itu sudah cukup teratur namun 
yang saya sayangkan masih terdapat banyak pedagang yang menempatkan 
barang dagangan itu tidak teratur, menaruhnya pada di luar lapaknya, kan 
jadi mengganggu akses jalan mas, setelah itu ya saya pernah 
menyampaikan keluhan tersebut melalui kotak saran yang disediakan 
pasar mas, setelah beberapa waktu saya berkunjung kembali, saya melihat 
ya memang pedagang dalam menempatkan barang dagangannya sudah 
teratur, cuman masih sedikit terdapat beberapa pedagang yang kurang 
tertib dalam menempatkan barang dagangannya.” (wawancara 31 Agustus 
2018) 
Terkait keluhan masalah penataan yang diadukan melalui kotak saran, juga 
disampaikan oleh Bapak Edi Murdiarso, selaku Kepala Pasar Klewer, 
“Ya kita dari Pihak Kepala Pasar, selain terbuka terhadap pengaduan 
kepada pihak kita secara langsung, kita juga telah menyediakan kotak 
saran, sebagai sarana pengaduan, yang akan kita ambil isi surat pengaduan 




pengunjung, yang mengadukan terkait kurang tertibnya pedagang dalam 
menempatkan barang dagangan melebihi ukuran hak penempatannya, 
sebenarnya kita dari pihak kepala pasar itu ada staff penertib dan staff 
keamanan yang beroperasi di lingkungan pasar setiap hari yang selalu 
melakukan pemantauan dan pengawasan, apabila terdapat hal-hal yang 
mengganggu ketertiban penataan pedagang, seperti kurang tertibnya 
pedagang dalam menempatkan barang dagangan tentu akan selalu kita beri 
teguran dan mengingatkan untuk tertib dalam menempatkan barang 
dagangannya, tapi ya bagaimana lagi mas, tidak semua pedagang itu 
gampang diatur.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
Dengan adanya upaya Dinas Perdagangan menindaklanjuti keluhan 
masalah penataan pedagang tersebut, menunjukkan bahwa pihak Dinas 
perdagangan sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya melakukan 
penyelesaian masalah penataan pedagang dengan baik. 
 
1.3. Penggunaan Keluhan dari masyarakat sebagai referensi perbaikan 
penyelenggaraan penataan pedagang 
Pada indikator ini, penggunaan keluhan dari masyarakat / pedagang dapat 
menjadi referensi perbaikan untuk pelayanan yang diberikan Dinas Perdagangan. 
Berbagai keluhan yang disampaikan dapat menjadi acuan atau dasar untuk 
melakukan perbaikan pelayanan yang ada khususnya dalam menangani masalah 
penataan pedagang pelataran Pasar Klewer. Dalam kasus masalah penataan 
pedagang pasar klewer tentu tidak terlepas dari adanya keluhan yang disampaikan 
pedagang. Dengan munculnya isu masalah peningkatan pedagang pelataran yang 
ditengarai karena adanya jual beli lapak secara ilegal, untuk menggunakan 
keluhan tersebut sebagai referensi perbaikan pelayanan, sebenarnya pihak Dinas 
Perdagangan sudah memiliki kebijakan mengenai kepemilikan Kartu Tanda 
Pengenal Pedagang (KTPP) sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang 
beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan 
usaha khususnya untuk pedagang pelataran. Pemberian KTPP tersebut sebagai 
bentuk pengendalian pedagang untuk mencegah mereka melanggar peraturan 
daerah terkait jual beli lapak/sewa menyewa lapak tanpa sepengetahuan Dinas 
Perdagangan.KTPP tersebut wajib dimiliki setiap pedagang pelataran dimana 




melakukan registrasi/pembaharuan kepada pihak Dinas Perdagangan. Hal tersebut 
disampaikan oleh ibu Erni Susiatun selaku Kepala Bidang Pendapatan, 
“Ya kita sudah ada pengendalian ya ada di perda ya kalau itu setiap 
dagang itu wajib setiap tahunnya untuk meregistrasi KTTP, ya kan 
jangkanya setahun. itukan KTTP setiap tahun diperpanjang, jadi setiap 
perpanjangan kan harus dengan pedagang yang bersangkutan lalu untuk 
perpanjangan, dari situkan bisa terlihat siapa pemilik asli lapaknya. Hla 
registrasinya itu kan ngurusi lagi data data blangkonya sampai nanti 
diganti dengan yang baru begitu. Jadi kalau ada pergantian pemilik lapak 
kan jadi terlihat harus ngurus kttp baru lagi, dan itu nggak serta merta 
penggantian mas, itukan harus dikembalikan dulu ke pemkot ke dinas, ya 
harus dikembalikan. Wong itu aset daerah kan itu nggak bisa serta merta di 
gantikan dengan sendirinya, ya jadi harus dikembalikan lalu kita proses 
kalau ada yang menggantikan dan memenuhi persyaratan mas, lagian 
kalau melewati proses seperti ini calon pemohon kepemilikan lapak kan 
jadi tidak dikenai biaya apapun daripada harus terlibat jual beli lapak / 
sewa menyewa lapak secara ilegal kan pasti ngeluarin biaya untuk 
transaksi.” (wawancara 10 Agustus 2018). 
 Terkait bentuk pengendalian kepemilikan lapak dengan pembaharuan 
KTPP juga diungkapkan oleh bapak Edi Murdiarso selaku kepala Pasar Klewer, 
“Untuk mencegah pengalihan tempat dasaran kepada pihak lain itu tanpa 
seizin Dinas itu memang ada pengendaliannya berupa pembaharuan KTTP 
mas setahun sekali, dalam pembaharuan tersebut pedagang diharuskan, 
mengisi formulir pembaharuan KTPP beserta surat pernyataan yang berisi 
tentang peraturan pedagang yang harus dipatuhi & perlengkapan yang 
harus terlampir seperti KTPP asli yang terdapat foto asli pemilik lapak, 
fotocopy e – KTP, fotocopy NPWP Cabang Surakarta, Pas foto pemilik 
yang berwarna Uk. 4 x 6 sebanyak 6 lembar serta bukti lunas tunggakan 
retribusi, dalam melakukan pembaharuan tersebut harus dengan pemilik 
lapak secara langsung, kalaupun misal diwakilkan dengan sanak keluarga 
harus disertakan fotocopy KK yang menunjukkan bahwa orang yang 
mewakilkan ialah sanak keluarganya, dan kalau orang lain yang 
mewakilkan harus bawa KTP asli pemilik lapak dan harus ada surat kuasa 
dari sang.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
Selain untuk mencegah munculnya kepemilikan lapak baru pada lahan 
yang kosong secara liar, pihak Dinas Perdagangan juga menggunakan 
pengendalian dalam bentuk kepemilikan KTPP yang wajib dimiliki setiap 
pedagang pelataran, hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Edi Murdiarso 




"Kalaupun muncul kepemilikan lapak baru pada lahan yang kosong, ya 
pedagang tersebut diwajibkan mengajukan surat ijin hak penempatan 
pedagang juga mas untuk mendapatkan kepemilikan KTPP, kalau semua 
itu tidak dilakukan ya dari pihak Dinas berkewajibkan menertibkan 
pedagang tersebut, karena dianggap bukan pedagang resmi. Pengendalian 
dalam penggunaan KTPP oleh pedagang harus kita terapkan, karena kalau 
tidak kita control nanti banyak pedagang liar yang tidak berijin yang 
berjualan di dalam Pasar Klewer yang dikhawatirkan bisa overload dan 
semrawut lagi penataannya.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
 
 Berikut terdapat prosedur permohonan pengajuan / heregistrasi Kartu 
Tanda Pengenal Pedagang (KTPP): 
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Gambar 4.4 Prosedur pengajuan / pembaharuan KTPP 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
Berikut syarat – syarat pengajuan KTPP: 
I. Permohonan baru: 
1. Mengisi blangko / formulir pengajuan KTPP 
2. Fotocopy e – KTP 
3. Fotocopy NPWP Cabang Surakarta 
4. Pas Foto berwarna Uk. 4 x 6 (6 lembar) 
5. Lunas tunggakan retribusi 
II. Heregistrasi KTPP 















Berdasarkan informasi tersebut dapat di ketahui perbaikan yang dilakukan 
dinas Perdagangan dalam mengatasi keluhan masalah kasus jual beli lapak secara 
ilegal adalah dengan cara pencegahan dalam bentuk pengendalian dengan 
peregistrasian KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang) oleh pedagang yang 
bersangkutan setiap setahun sekali. 
Selain itu terkait munculnya isu masalah peningkatan pedagang pelataran 
yang ditengarai karena adanya jual beli lapak secara ilegal yang melibatkan 
pengurus pasar, beberapa pedagang yang tidak terima akan hal itu menduga 
berdampak pada banyaknya penambahan pedagang baru yang berdampak pada 
pengurangan ukuran lapak pada saat awal penataan. Keluhan tersebut mencoba 
disampaikan oleh ibu Yatik salah satu pedagang kuliner dipelataran, 
“Dengan adanya pedagang baru itu ya terus terang terganggu mas, dari 
sistem persainganpun kan jadi lebih sulit mas, tapi ya mau gimana lagi 
mas, rezeki orang kan sudah diatur masing-masing, selain itu saya 
temukan pengurangan ukuran lapak yang tidak sesuai yang ditetapkan 
pihak dinas mas, pedagang lain ada yang cuman 1,35 meter x 1,35 meter, 
kemudian punya saya sendiri itu saya ukur 1,45 meter x 1,45 meter 
sedangkan seharusnya kalau tidak salah data dari pihak dinas menetapkan 
1,5 meter x 1,5 meter, itu katakanlah kalau sisa ukuran itu dikalikan 20 
lapak yang mengalami pengurangan ukuran lapak itu dapat menghasilkan 
sisa lahan yang dapat dipakai untuk lapak pedagang baru. Dari masalah itu 
kan untuk pihak kuliner untuk menyimpan keperluan barang untuk 
memasak itu kan juga jadi kurang maksimal alhasil dengan pedagang lain 
kan juga berdempetan dan khususnya untuk tempat duduk pelanggan ini 
sempit mas saya kira masih kurang bahkan saya pernah dengar dulu 
rombongan dari pengunjung yang baru keluar lift dan baru sepintas 
melihat lapak kuliner, itu pernah bilang sesama temannya kalo kuliner 
tempat duduknya sempit dan ingin cari makan diluar saja tanpa berkeliling 
dahulu mas sehingga tidak jadi membeli.’’ (wawancara 26 Juli 2018). 
Keluhan serupa juga disampaikan oleh bapak Sulardi pedagang pakaian di 
pelataran, 
“Terkait banyaknya penambahan pedagang baru itu juga mempengaruhi 
ukuran lapak kami mas, karena tidak sesuai apa yang ditetapkan oleh 
Dinas Perdagangan kan harusnya itu 1,5 meter x 1,5 meter. Dari lapak 
saya ini saya pernah ukur sendiri, saya meteri hasilnya cuman 1,4 meter x 
1,4 meter sedangkan untuk teman-teman pedagang lain ada yang 1,45 
meter x 1,45 meter dan dari hasil sisa ukuran tersebut jika dikalikan 
beberapa lapak, kan bisa menyisakan 1 ukuran lapak normal mas yang 




yang tidak sesuai yang kami terima ini kan dampaknya kami tidak bisa 
menyimpan barang dagangan secara maksimal.” (wawancara 26 Juli 
2018). 
Dengan adanya beberapa keluhan tersebut, Dinas Perdagangan 
sebelumnya telah menjelaskan, bahwa untuk kasus jual beli lapak pelataran yang 
melibatkan pengurus pasar itu belum terbukti kebenarannya dan tidak berdampak 
pada peningkatan jumlah pedagang pelataran.Dan peningkatan jumlah pedagang 
pelataran murni dari kebijakan Dinas Perdagangan yang menambah pedagang 
pelataran yang berasal dari PKL Jl KH Hasyim Asyari & Pedagang Kemasan. 
Dengan adanya penambahan pedagang pelataran yang cukup banyak serta 
kapasitas ruangan yang terbatas maka Dinas Perdagangan juga mengupayakan 
bagaimana caranya agar tidak terjadi penyempitan akses jalan untuk pengunjung 
yaitu dengan cara mengurangi 5-10 cm tiap ukuran lapak yang ada, pengurangan 
tersebut digunakan sebagai jarak jeda antar pedagang, selain agar menyisakan 
lahan untuk ukuran akses jalan yang lebih lebar, serta tujuannya untuk 
mengantisipasi agar apabila terdapat para pedagang yang memiliki barang dengan 
muatan berlebih dalam menempatkan barang dagangan tersebut tidak melebihi 
ukuran lapak sesuai haknya/sesuai retribusi yaitu 1,5 x 1,5cm sehingga tidak 
mengurangi ukuran berlebih untuk akses jalan pengunjung. Hal itu disampaikan 
oleh bapak Suprapto selaku Sekretaris Dinas Perdagangan, 
“Semua ukuran lapak dipelataran itu sudah kami perhitungkan mas, 
dengan bertambahnya pedagang baru di pelataran yang cukup banyak yang 
di tempatkan di dalam pasar dengan kapasitas ruangan yang cukup 
terbatas, maka dari pihak dinas juga memikirkan bagaimana cara agar 
dapat menyisakan akses jalan yang cukup longgar, yaitu dengan cara 
melakukan pengurangan ukuran tiap lapak itu, kita kurangi 5 hingga 10 cm 
yang digunakan sebagai jarak jeda antar pedagang, serta untuk 
mengantisipasi agar apabila terdapat para pedagang yang memiliki barang 
dengan muatan berlebih dalam menempatkan barang dagangan tersebut 
bisa melebar mengisi jarak jeda yang diberikan serta tidak melebihi ukuran 
lapak sesuai haknya / sesuai retribusi yaitu 1,5 x 1,5cm sehingga tidak 
mengurangi ukuran berlebih untuk akses jalan pengunjung sebenarnya 
informasi tersebut sudah kita jelaskan kepada pedagang melalui sosialisasi 




Selain itu tujuan pengurangan ukuran lapak tersebut juga bukannya tidak 
beralasan, hal ini ditambahkan bapak Suprapto selaku Sekertaris Dinas,  
“Upaya pengurangan ukuran lapak tersebut tujuannya kan agar 
meminimalisir terjadinya penyempitan akses jalan dengan cara 
pengurangan ukuran beberapa centimeter tiap lapak tersebut dijadikan 
konsep jarak jeda mas selain itu ya untuk memfasilitasi mereka sendiri 
untuk menampung barang dagangan mereka yang berlebih dalam 
penempatannya, jikalau nanti diberikan ukuran pas 1,5 x 1,5 cm dan masih 
diberi jarak jeda, dikhawatirkan pedagang juga tetap menaruh barang-
barang dagangannya malah melebihi ukuran sesuai haknya, soalnya 
kemarin-kemarin itu saya sering menemui mas, banyak para pedagang 
yang kurang tertib dengan menempatkan barang-barang dagangannya yang 
melebihi ukuran sesuai haknya terus duduk-duduknya nya pada diluar 
sehingga mengganggu akses jalan pengunjung, dan itu sulit banget ditegur 
mas kandanane ngeyel, itu yang bikin penataan pedagang Pasar Klewer 
jadi semrawut lagi.” (wawancara 10 Agustus 2018). 
Terkait masih adanya beberapa pedagang yang kurang tertib dalam 
menempatkan barang dagangan yang melebihi batasan tempat berdagang yang 
menjadi haknya, pihak Kepala Pasar juga sudah berupaya untuk selalu 
memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal 
tersebut, berikut yang diungkapkan bapak Edi Murdiarso, selaku Kepala Pasar 
Klewer, 
“Ya dulu sewaktu awal – awal pemindahan pedagang pelataran Pasar 
Klewer ke bangunan yang baru setelah ditata itu, memang terdapat 
keluhan yang disampaikan pengunjung pasar, keluhan tersebut kita 
dapatkan melalui kotak saran yang kita sediakan memang dulu masih 
banyak pedagang yang menaruh barang itu semaunya, bahkan melebihi 
batasan tempat berdagang yang menjadi haknya, kan itu dilarang mas, 
memang secara berkala sudah kami berikan teguran agar mematuhi 
peraturan untuk tidak menaruh barang dagangan melebihi batasan 
tempatnya berjualan,  melalui tim penertib, apabila teguran secara lisan 
tidak dipatuhi, pihak kami akan memberikan sanksi yang cukup tegas 
berupa surat teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali, hingga 
pencabutan KTPP / hak ijin penempatan.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
 
Selain selalu memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada para 
pedagang yang berkedapatan menempatkan barang dagangan melebihi ukuran hak 
penempatannya, sebenarnya pihak Dinas Perdagangan dalam membangun 




barang untuk memfasilitasi pedagang guna penitipan barang sementara di tempat 
dasaran pelataran, apabila pedagang sedang memiliki barang dagangan yang 
berlebih. Hal tersebut, telah disampaikan bapak Edi Murdiarso, selaku Kepala 
Pasar Klewer, 
“Dengan bangunan baru Pasar Klewer itu kan sebenarnya juga sudah 
disediakan gudang penyimpanan barang sementara di tempat dasaran 
pedagang pelataran untuk memfasilitasi pedagang pelataran sendiri 
sebagai penitipan barang sementara, ketika pedagang sedang memiliki 
barang dagangan yang berlebih, tapi ya ruangan gudang juga cukup 
terbatas mas tidak semua barang dagangan bisa dititipkan semua selain itu 
ya sudah ada staff keamanan pasar berkeliling yang mengawasi, tapi ya 
masih saja gudang tersebut masih kurang berfungsi, karena masih terdapat 
pedagang yang tidak mau menitipkan barang dagangannya, malah tetap 
ditaruh didepan lapaknya.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
Dalam menaruh barang dagangan yang melebihi batasan tempat yang tidak 
sesuai haknya itu bukan tanpa alasan, hal tersebut diakui bapak Mochammad, 
selaku pedagang pakaian di pelataran, 
“Ya tahu sih mas, kalau memang ada larangan penempatan barang 
dagangan yang melebihi ukuran hak penempatan dan dulu pernah ada 
teguran dari staff penertib pasar juga tapi ya mau gimana lagi mas, itu 
barang – barang pakaian kita taruh di depan karena terpaksa memang 
sedang banyak stock barang dagangan pesenan yang baru kulakan mas tapi 
belum diambil sama pelanggan, dengan ukuran lapak yang terbatas ya saya 
taruh  di depan aja dulu, tapi itu ya nggak seterusnya kita lakukan mas, 
cuman kadang – kadang saja tidak pasti, kalau sedang tidak banyak 
kulakan barang dagangan yang banyak, ya kita tetep tertib menaruh barang 
dagangan sesuai hak ukuran lapak kita, selain memberikan teguran, pihak 
Kepala Pasar sebenarnya juga telah menghimbau, apabila terdapat barang 
berlebih yang dimiliki pedagang sebaiknya dititipkan dalam gudang 
penyimpanan barang, tapi kan pedagang juga khawatir mas, karena dari 
segi keamanan juga meragukan , karena setahu saya tidak ada pihak yang 
menjaga dan tidak ada fasilitas cctv, takut barang kita tercuri nanti.” 
(wawancara 27 Juli 2016). 
Terkait kurang berfungsinya tersedianya gudang guna penitipan sementara 
barang pedagang, juga disampaikan oleh ibu Fatimah, selaku pedagang pakaian 
pelataran sekaligus sebagai ketua paguyuban P4K, 
“Ya memang dengan bangunan baru Pasar Klewer, khususnya pada tempat 
dasaran pelataran itu sudah tersedia gudang mas, ya lumayan walaupun 




sebagai tempat penitipan barang sementara, tapi ya itu mas gudangnya 
tidak ada yang menjaga, kalau hanya mengandalkan staff keamanan pasar 
itu kan pasti jaganya berkeliling, tidak menetap di situ, dikarenakan 
keamanan juga belum menjamin, yaa para pedagang mungkin enggan 
menitipkan barangnya disitu.” (31 Agustus 2018). 
 
Untuk kasus diatas tentu sudah sepantasnya Dinas Perdagangan sebagai 
pemberi layanan harus segera melengkapi fasilitas yang diberikan untuk 
mendukung keamanan pasar, seperti memberikan personel keamanan untuk 
menjaga gudang penyimpanan barang, serta selain itu dapat menggunakan 
pemasangan teknologi cctv di berbagai sudut ruangan pasar tak terkecuali pada 
gudang, agar gudang dapat berfungsi dengan semestinya dengan aman. Dengan 
demikian masalah kesemrawutan penataan pedagang pasar karena kurang 
tertibnya pedagang dalam menempatkan barang diharapkan dapat teratasi. Selain 
itu dalam menjaga ketertiban dan kerapian pasar, juga diperlukan partisipasi 
pedagang itu sendiri untuk sadar dalam mematuhi ketertiban yang ada. 
Kemudian terkait keluhan pengurangan ukuran lapak tersebut juga pernah 
diterima oleh ibu Fatimah selaku pedagang pakaian sekaligus selaku ketua 
paguyuban P4K, namun beliau telah menjawab keluhan tersebut berdasarkan 
keterangan yang diperolehnya dari pihak Dinas, berikut ungkapnya, 
“Ya kami selaku pengurus paguyuban juga pernah menerima keluhan dari 
beberapa pedagang terkait ukuran lapak mereka yang kurang sesuai 
retribusi yang seharusnya 1,5 m x 1,5 m, hal itu juga telah kami 
informasikan kepada mereka bahwa pengurangan ukuran yang dialami 
beberapa lapak tersebut memang sesuai himbauan pihak dinas dikarenakan 
ada beberapa deretan blok lapak itu menyisakan lahan untuk akses jalan 
yang tertutup pilar bangunan yang cukup besar sehingga apabila diberikan 
ukuran yang pas dan masih diberikan jarak jeda antar pedagang 
dikhawatirkan semakin melebar dan terjadi penyempitan akses jalan untuk 
lewat, oleh karena itu pihak yang menata juga mengupayakan bagaimana 
agar tidak terjadi penyempitan akses jalan yang dikarenakan tertutup pilar 
bangunan tersebut, yaitu dengan mengurangi beberapa centimeter ukuran 
beberapa lapak yang terdapat pada deretan blok lapak yang menyisakan 
akses jalan yang tertutup pilar bangunan, sehingga dapat menyisakan akses 
jalan yang lebih lebar walaupun tertutup pilar bangunan dan diharapkan 
tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang lewat mas.” (wawancara 




Terkait penyempitan lapak juga dirasakan oleh bapak Mochammad, selaku 
pedagang pakaian di pelataran, berikut ungkapnya, 
“Agak kecewa sih mas, setelah penempatan kok dapet ukuran lapaknya 
cuman segini, padahal kami ini kan jualan pakaian butuh tempat lapang 
untuk menata dagangan, ya tapi mau gimana lagi tetap kita syukuri mas 
sudah difasilitasi diberikan tempat oleh pemerintah dengan dibangunkan 
pasar seperti ini.” (wawancara 27 Juli 2018). 
Dengan melihat keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas 
Perdagangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi keluhan 
masalah penataan pedagang dengan melakukan penataan sesuai konsep yang 
mereka berikan dengan tujuan menjaga ketertiban, kenyamanan dan memberikan 
wajah Pasar Klewer yang lebih rapi. 
Dengan demikian, keluhan dan saran masalah yang muncul yang 
disebabkan kebutuhan yang belum terpenuhi secara maksimal dari pedagang 
maupun masyarakat tentunya bisa menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan untuk 
memberikan pelayanan dalam mengatasi masalah penataan pedagang pasar.  
 
1.4. Tindakan aparat Dinas Perdagangan untuk memberikan kepuasan 
pelayanan kepada pengguna jasa 
 Indikator berikutnya ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatur 
Dinas Perdagangan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna jasa layanan, 
khususnya dalam menindaklanjuti keluhan masalah penataan pedagang Pasar 
Klewer.Terkait keluhan masalah yang ada yaitu munculnya isu masalah jual 
belilapak secara ilegal yang diduga ikut berdampak pada penambahan jumlah 
pedagang pelataran. Dalam menjawab keluhan masalah tersebut, Dinas 
Perdagangan telah berupaya melakukan tindakan – tindakan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut dengan melakukan berbagai tindakan sebagai berikut: 
(1.) Pemantauan kasus jual beli lapak secara ilegal 
 Dalam penelitian ini, pemantauan merupakan kesadaran tentang apa yang 
ingin diketahui dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat 
memberikan pernyataan fakta. Dalam melakukan pemantauan kasus ini, Dinas 




penyidikan atas kasus jual beli lapak secara ilegal ini, sehingga mereka dapat 
secara langsung penyebab munculnya kasus ini. Hal ini di sampaikan oleh ibu 
Erni Susiatun selaku kepala bidang pendapatan, 
“Kalau kasus itu dulukan sudah ditangani pihak kepolisian, kemudian 
susah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan penyelidikan terus 
pengumpulan data dan pengumpulan keterangan itu sudah dilakukan. 
Kami dari pihak dinas perlu memantau dahulu atas perkembangan 
penyelidikannya dengan kami saling koordinasi apabila mereka 
membutuhkan data pendukung tentang informasi pedagang ya kami 
berikan mas.” (wawancara 10 Agustus 2018). 
Untuk proses penyelidikan polisi diperlukan pengumpulan data dan 
pengumpulan keterangan yang lengkap. Dan proses penyelidikan tersebut juga 
sudah sampai pada penyelesaian kasus dan dari pihak dinas juga telah menerima 
hasil penyelidikan ternyata untuk kasus jual beli lapak secara ilegal tersebut tidak 
terbukti kebenarannya dikarenakan kurangnya barang bukti yang kuat, sehingga 
disimpulkan tidak ada kegiatan yang menyangkut ke ranah pidana. Hal tersebut 
telah disampaikan ibu Erni Susiatun selaku Kepala Bidang Pendapatan, 
“Kalau kinerjanya kepolisian itu kan pulket itu pengumpulan keterangan 
kepolisian, puldata itu proses pengumpulan data yo mestinya pemeriksaan 
itu kan prosesnya gitu saya kan dulu juga kuliah hukum jadi tahu 
bagaimana pemeriksaan kan ada pulket ada pul data kemudian sampai 
P21. P21 itu adalah dinyatakan semua lengkap dan daru datanya, saksinya, 
buktinya itu kalau lengkap istilahnya P21 dan bisa dinaikkan untuk proses 
lebih lanjut. Dari semua proses yang telah di lakukan kepolisian ternyata 
juga tidak ada bukti bahwa itu ada semacam kasus kasus di ranah pidana 
sehingga dengan hasil itu kepolisian tidak bisa memproses karena tidak di 
temukan tindak pidana disitu.” (wawancara 10 Agustus 2018). 
 
Dengan hasil penyelidikan polisi tersebut, tentu dari pihak Dinas 
Perdagangan tidak bisa serta merta memberikan sanksi kepada pihak pedagang 
yang terlapor sebagai pihak yang terduga melakukan kasus jual beli lapak secara 
ilegal, hal itu disampaikan oleh ibu Erni Susiatun Selaku Kepala Bidang 
Pendapatan, 
“Ya inikan saya bicara polisi dulu ya, bicara polisi seperti itu sehingga 
kalau itu sudah menjadi ranah polisi kan dinas tidak bisa masuk ke ranah 
tersebut karna itu ranah polisi, kemudian setelah kepolisian tidak 
menemukan dikembalikan akhirnya dikembalikan ke dinas sehingga tidak 




kepolisian. Lha dari proses itu polisi tidak menemukan kemudian 
mengembalikan ke dinas. Dari dinaspun kita mencoba mengklarifikasi 
pada pihak pihak baik yang melapor maupun terlapor itu kita undang, kita 
mintai keterangan dari buktinya dan saksinya. Kita kan tidak bisa ikut 
menjatuhkan sanksi atau memutuskan sebuah kesalahan atau pelanggaran 
itu tanpa surat lha dari semua yang sudah diberikan baik kepada akta jual 
beli atau sewa menyewa seperti itu. Jadi kalau kita menyatakan bahwa ada 
pihak yang melanggar kemudian kita menerapkan sanksi itu kan kita harus 
ada data bukti yang kuat mas. Tapi kalau ndak ada data bukti yang 
lumayan kuat kita kan ndak bisa memberikan sanksi sanksi. Seharusnya 
dari pihak pelapor juga kan kurang memberikan bukti yang konkrit seperti 
kuitansi pembayaran secara tertulis itu ndak ada, kalau yang namanya jual 
beli itukan salah satunya ya bukti jual beli kalau kita beli di resto itukan 
menerima kuitansinya atau billnya, kita di hotel gitukan kita juga 
memberikan uang, hotelnya ada billnya gitu.  Itu tidak ada tidak ada 
seperti itubukti konkrit itukan.  Kita tidak bisa kemudian menyatakan ada 
jual beli atau tidak, kan tidak bias.” (wawancara 10 Agustus 2018). 
Selain itu pemantauan langsung di lapangan juga perlu dilakukan untuk 
memantapkan kebenaran fakta yang ada, hal itu mencoba disampaikan oleh bapak 
Suprapto, selaku Sekretaris Dinas Perdagangan. 
“Sebelumnya surat pengaduan itu kan masuk ke kepala dinas melalui 
sekretaris,di sekretaris maka tindak lanjuti permasalahan-permasalahan 
apa yang bener terjadi, terus cari kebenaran data yang ada dan disetiap 
pasar itu kan ada keamanannya dan ada kepala pasar, disitu akan 
melaporkan data, melaporkan disini, kalau ada permasalahan lapor disini.  
Secara administrasi saat ada masalah kepala pasar lapor maka 
tindaklanjutnya ada disposisi kita cek di lapangan untuk mengetahui isu 
kasus jual beli lapak secara ilegal ini kan, berdasar survei lapangan kita 
temukan itu cukup sulit membuktikan kasus tersebut, soalnya biasanya 
pedagang itu ada yang memiliki lapak lebih dari satu, ada yang dua ada 
yang tiga, dan selain itu yang punya lapak di pelataran itu terkadang ada 
yang punya beberapa karyawan yang ditugaskan untuk berjualan jadi, 
pemilik lapak tidak menjaga sendiri lapaknya, kadang bergantian dengan 
saudaranya ataupun suami atau istri begitu mas mungkin dari keadaan 
seperti itulah yang membuat sebagian pedagang curiga kalau terdapat jual 
beli lapak secara ilegal, mengingat banyaknya penambahan pedagang 
pelataran juga dari Pkl jalan Hasyim Ashari dan Pkl kemasan yang 
sebagian terlambat mengumpulkan data ijin penempatan.” (wawancara 8 
Agustus 2018). 
 
 Dalam melakukan pemantauan langsung di tempat dasaran pelataran Pasar 
Klewer mengenai kasus masalah isu jual beli lapak secara ilegal tersebut, juga 




fakta bahwa memang terdapat beberapa pedagang terlibat dalam pengalihan hak / 
ijin penempatan tempat dasaran kepada pihak lain namun tidak ditemukan adanya 
unsur jual beli, tanpa sepengetahuan Dinas Perdagangan. Hal itu disampaikan oleh 
bapak Edi Murdianto, selaku Kepala Pasar Klewer, 
“Ya mas, namanya pedagang mereka kan itu kadang nakal, sewaktu 
melakukan pemantauan di tempat dasaran pelataran kami temui beberapa 
pedagang yang terlibat dalam kasus tersebut, lalu kita panggil pedagang 
yang bersangkutan secara bergantian ke kantor kepala pasar, mulai dari 
yang melapor, terlapor serta saksi- saksinya mas, kita mintai klarifikasi 
masing-masing kok bisa muncul masalah kayak gitu, dari panggilan 
tersebut kita dapatkan keterangan para pedagang yang terduga, memang 
melakukan pengalihan hak / ijin penempatan tempat dasaran kepada pihak 
lain namun tidak mengakui adanya unsur jual beli, melainkan para 
pedagang terlapor hanya bermaksud meminjamkan lapaknya kepada 
pedagang lain dikarenakan sudah tidak memiliki modal untuk berjualan 
dan sedang membutuhkan pinjaman uang bagi yang mau meminjam 
lapaknya, dan nanti kalau sudah ada uang, hutang tersebut akan dibayar 
dan minta lapak dikembalikan istilahnya menggadaikanlah mas, dan 
ngurusnya itu melalui ketua paguyuban P4K mas, itu yang ketahuan ada 3 
pedagang mas.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
 
Terkait penanganan kasus tersebut, hal serupa juga disampaikan ibu 
Fatimah selaku ketua Paguyuban P4K, 
“Kaitannya dengan kasus itu begini mas sudah saya klarifikasikan ke 
pihak Kepala Pasar, jadi itu sebagian temen yang tidak tahu masalah jual 
beli, memang ada beberapa pedagang yang terlibat menggadaikan/ 
meminjamkan lapaknya dikarenakan sudah tidak punya modal untuk 
berdagang, salah satu pedagang tersebut prosedurnya melalui saya yang 
sebagai perantara,  ada orang sakit cerita ke saya nenek sudah sepuh ora 
due duit, ada temen pedagang yang sudah jualan lama pengen jualan di 
bangunan baru itu menemui saya, beliau berkenan menempati lapak 
kosong simbah itu dan bersedia memberikan pinjaman uang kepada sang 
pemilik. Kemudian saya serahkan duit di RS bukan di rumah, tidak ada 
saksi disana hanya dengan orang yang bersangkutan tanda terima dan saya 
dapat fee dari situ mas. Ya memang saya akui secara adminstrasi disini 
saya juga ikut melanggar larangan pedagang mas, mengalihkan hak 
penempatan kepada pihak lain tanpa seizin Dinas, tapi secara manusiawi 
kan saya berniat membantu meringankan beban ekonomi pedagang yang 
sakit itu bukan maksud saya memperjualbelikan itu sudah saya sampaikan 





Dengan demikian pemantauan di lapangan perlu dilakukan, sehingga dapat 
membantu dinas perdagangan dalam melakukan tindakan selanjutnya untuk 
mengatasi masalah tersebut. 
(2.) Pemberian Sanksi Administrasi 
 Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, terdapat peraturan yang harus 
dipatuhi pedagang yang terdapat pada pasal 35 tentang larangan pedagang salah 
satunya terkait larangan pengalihan hak / ijin (KTPP) penempatan tempat dasaran 
kepada pihak lain seolah – olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah, apabila 
larangan tersebut dilanggar akan dikenai sanksi administrasi berupa, (1.) Teguran 
secara lisan, (2.) Teguran secara tertulis sebanyak- banyaknya 3 kali, (3.) 
Pencabutan SHP / KTPP, (4.) Pengosongan Tempat Berdagang serta (5.) 
Pembongkaran bangunan. Berdasarkan peraturan tersebut, Dengan melihat adanya 
kasus isu jual beli lapak secara ilegal yang terjadi di Pasar Klewer, pihak Kepala 
Pasar menemukan fakta memang terdapat beberapa pedagang yang melanggar 
larangan pedagang berupa pengalihan hak / ijin (KTPP)  penempatan tempat 
dasaran kepada pihak lain tanpa seizin Dinas, oleh karena itu sudah selayaknya 
pihak Dinas Perdagangan juga telah melakukan tindakan berikutnya yaitu dengan 
memberikan sanksi administrasi kepada para pedagang yang terlibat. Hal tersebut 
juga mencoba di ungkapkan oleh bapak Edi Murdiarso, selaku Kepala Pasar 
Klewer, 
“Sebelumnya itu kan kita di tempat dasaran pelataran kami temui beberapa 
pedagang yang terlibat dalam kasus tersebut, lalu kita panggil pedagang 
yang bersangkutan ke kantor kepala pasar, setelah mendapat klarifikasi 
mereka dan mendapatkan keterangan, kami menemukan fakta pengalihan 
hak / ijin penempatan tempat dasaran kepada pihak lain yang melibatkan 
beberapa pedagang dengan alasan menggadaikan karena sudah tidak 
punya modal untuk berdagang. Kemudian setelah itu kita koordinasikan 
informasi ini dan kita laporkan ke Kepala Dinas, setelah itu diadakan 
musyarawarah dengan pihak Sekretaris dan Kepala Dinas, mereka 
pedagang yang bersangkutan dengan kasus tersebut mulai dari yang 
melapor, terlapor serta saksi- saksinya itu diundang ke kantor Dinas 
Perdagangan sana untuk untuk dimintai klarifikasinya mas, kita beri 
pengertian karena tempat dasaran itu bukan milik mereka, milik 
pemerintah.  Mereka itu hanya berhak menempati tidak memiliki sehingga 




memberikan sanksi administrasi berupa teguran secara lisan serta 
pencabutan hak / izin penempatan pedagang dengan cara mereka yang 
terlibat melanggar larangan dihimbau untuk membuat surat pernyataan 
untuk mengembalikan lapaknya ke pihak Dinas mas.” (wawancara 20 
Agustus 2018). 
 Untuk pemberian sanksi administrasi atas pelanggaran larangan pedagang 
terkait pengalihan hak / ijin penempatan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa 
seizin pedagang, juga disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku ketua paguyuban 
P4K, 
“Ya itu memang benar mas, saya selaku pengurus juga terlibat untuk kasus 
tersebut, kita yang terlibat memang pernah diundang Kepala Dinas untuk 
datang ke kantor Dinas Perdagangan untuk untuk musyawarah untuk 
dimintai klarifikasi, kita memberi informasi memberi keterangan sesuai 
yang kita alami selain ke Kepala Pasar serta ke Dinas juga sama. Dan kita 
pedagang yang terlibat juga diberikan teguran untuk tidak lagi melanggar 
larangan pedagang, kemudian pihak Dinas juga telah memberikan sanksi 
administrasi berupa pencabutan hak / izin penempatan lapak kepada 
pedagang yang melanggar larangan tersebut salah satunya namanya Bu 
Suparni, beliau dihimbau untuk membuat surat pernyataan yang berisi 
tentang pengembalian lapaknya ke Dinas.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
Dengan melihat tindakan berupa pemberian sanksi administrasi yang 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas 
Perdagangan telah melakukan tindakan sesuai prosedur dengan mengacu 
peraturan daerah yang ada, tentu tindakan tersebut perlu dilaksanakan dengan 
tegas agar tidak terjadi lagi pelanggaran larangan pedagang terkait pengalihan 
hak/ijin penempatan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa seizin Dinas. 
Dari hasil penanganan Dinas Perdagangan terkait isu masalah jual beli 
lapak secara ilegal tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah 
pedagang pelataran Pasar Klewer pasca revitalisasi tidak ada kaitannya dengan 
jual beli lapak secara ilegal, serta untuk penambahan pedagang pelataran tersebut 
dapat disimpulkan murni berasal dari kebijakan Dinas Perdagangan yang 
melakukan penataan PKL dari JL Hasyim Ashari dan PKL Kemasan yang semula 
berjualan di luar pasar, namun pasca revitalisasi dipindahkan ke dalam Pasar 
Klewer dijadikan satu dengan pedagang pelataran yang lama yang disediakan di 




Dengan bertambahnya jumlah pedagang pelataran dan terjadi penataan 
pedagang pelataran secara ulang pasca revitalisasi, Dinas Perdagangan telah 
melakukan tindakan – tindakan untuk memberikan kepuasan bagi para pedagang 
pelataran maupun pengunjung dalam hal menata pedagang. Tindakan – tindakan 
tersebut di laksanakan dalam tahap – tahap penataan pedagang, adapun tahap – 
tahap penataan pedagang yang dilaksanakan untuk pedagang pelataran sebagai 
berikut: 
1) Tahap Pendataan 
(i) Pendataan Pedagang 
 Pendataan merupakan kegiatan mencatat dan memasukkan data ke dalam 
sebuah catatan, pada tahap ini Dinas Perdagangan turun langsung ke pasar untuk 
pedagang pelataran yang lama, bisa ditemui lewat paguyuban pengurus pedagang 
pelataran yaitu paguyuban P4K memang sebagai mediator antara para pedagang 
dengan pihak Dinas, dalam mendata pedagang pelataran yang lama cukup 
berkoordinasi dengan paguyuban P4K, dikarenakan Paguyuban tersebut telah 
memiliki data anggota sekitar 765 pedagang, data yang di catat oleh Dinas ialah, 
berupa data diri pedagang, alamat, serta jenis barang yang diperdagangkan. 
Sedangkan untuk para PKL Jl Hasyim Ashari dan para pedagang kemasan pihak 
Dinas juga terjun langsung menemui para PKL tersebut, untuk didata dan 
diberikan penawaran akan direlokasi, dengan memenuhi persyaratan tertentu, 
selain itu pihak Dinas juga menghimbau mereka untuk menentukan beberapa 
pedagang sebagai ketua kelompok sebagai koordinasi dengan pihak pedagang. 
Hal tersebut dilakukan karena nantinya akan ada konsep penataan pedagang 
pelataran yang ditempatkan di bangunan baru lantai 4 Pasar Klewer dimana para 
pedagang lama pelataran dengan penambahan para PKL JL Hasyim Ashari serta 
pedagang kemasan akan dijadikan satu tempat di tempat dasaran pelataran.  
Hal tersebut mencoba diungkapkan bapak Edi Murdiarso selaku Kepala 
Pasar Klewer, 
“Sebelum dilaksanakan penataan itu yang kita butuhkan adalah data dari 
para pedagang pelataran mas, oleh karena itu kita lakukan pendataan 
secara bertahap mas, yang pertama untuk mendapatkan data dari pedagang 




masuk anggota paguyuban Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer, 
kita temui paguyuban tersebut untuk kita mintai data para pedagang 
pelataran karena memang pihak paguyuban sudah memiliki daftar tersebut 
mas ya meliputi data diri, alamat, serta jenis barang yang diperdagangkan, 
setelah mendapatkannya itu kita pilah dan kita kelompokkan macam-
macam pedagang berdasarkan jenis barang dagangan yang dijual. Hal itu 
dilakukan untuk keperluan konsep penataan pedagang nanti mas.” 
(wawancara 20 Agustus 2018). 
Selain pedagang pelataran yang lama, tahap pendataan selanjutnya juga 
dilakukan dengan para PKL Jl Hasyim Ashari dan para pedagang kemasan, hal 
tersebut disampaikan oleh bapak Edi Murdiarso selaku Kepala Pasar Klewer, 
“Pendataan juga kita lakukan dengan para PKL Jl Hasyim Ashari dan para 
pedagang kemasan mas, untuk para pedagang tersebut kita sebut mereka 
daftar merah yang artinya para pedagang baru yang belum terdaftar 
sebagai anggota P4K tadi. Disitu juga kita temui satu persatu pedagangnya 
dan kita beri pengertian bahwa di jalanan situ kan tempat larangan untuk 
berdagang nggih jadi mau tidak mau ya harus kita data dan kita beri arahan 
akan kita sediakan tempat di dalam pasar nantinya mas dengan memenuhi 
persyaratan tertentu, mereka kan para pedagang baru yang belum memiliki 
KTPP jadi kita himbau nanti untuk mengumpulkan berkas – berkas 
permohonan ijin berdagang untuk mendapatkan KTPP (Kartu Tanda 
Pengenal Pedagang) tersebut yang meliputi data diri, jenis dagangan, 
fotocopy e-ktp, fotocopy NPWP serta pas foto berwarna pihak pedagang 
yang bersangkutan, selain itu kita juga menghimbau mereka untuk 
menentukan beberapa pedagang sebagai mediator koordinasi dengan pihak 
Dinas,setelah berkas – berkas terkumpul ya sama mas akan kita pilah dan 
kita kelompokkan macam – macam pedagang berdasarkan jenis barang 
dagangan yang dijual, untuk konsep penataan pedagang pelataran nanti.”  
(wawancara 20 Agustus 2018). 
 Terkait pendataan pedagang yang telah dilakukan pihak Dinas, hal serupa 
juga disampaikan, ibu Fatimah selaku ketua paguyuban P4K, 
“Dulu memang ada pendataan dahulu mas dari pihak dinas melalui Kepala 
Pasar itu memintai data berupa data diri, alamat serta jenis dagangan yang 
sudah terdaftar sebagai anggota P4K, dulu sebelum jadi ketua P4K kan 
saya yang jadi Humasnya mas jadi tahu, dari pihak pengurus paguyuban 
sendiri itu sudah punya seluruh data pedagangnya mas yang terdaftar P4K 
sebanyak 765 yang merupakan pedagang pelataran yang lama,itu kita 
serahkan data masing-masing pedagang berupa data diri, alamat, serta 
jenis dagangan yang tercantum untuk keperluan konsep penataan ini. 
Sedangkan untuk para PKL Jl Hasyim Ashari dan pkl kemasan itu 
kanbakal calon pedagang baru yang akan dijadikan satu penempatannya 




karena memang mereka bukan anggota kami, Jadi pihak dinas 
melakukannya dengan pendataan langsung menemui mereka para PKL di 
sepanjang Jl Hasyim Ashari.” (wawancara 31 Agustus 2018). 
 
(ii) Pendataan luasan tempat dasaran  
Setelah melakukan pendataan seluruh pedagang pelataran, pada tahap ini 
Dinas Perdagangan, melakukan pendataan luasan tempat dasaran pelataran yang 
telah dipersiapkan pada bangunan baru yang akan dikondisikan dapat menampung 
para seluruh pedagang pelataran yang terdata, baik pedagang pelataran yang lama 
maupun tambahan PKL dari Jl Hasyim Ashari dan para pedagang kemasan. Hal 
tersebut dilakukan karena akan adanya penambahan jumlah pedagang pelataran 
dari para PKL Jl Hasyim Ashari dan pedagang kemasan oleh karena itu dengan 
pedagang pelataran yang lama akan dijadikan satu dan akan ditempatkan pada 
satu tempat dasaran pada lantai 4 bangunan baru Pasar Klewer. Hal tersebut 
disampaikan oleh bapak Edi Murdiarso, selaku Kepala Pasar Klewer, 
“Untuk pendataan luasan tempat dasaran perlu kita lakukan mas dengan 
dibantu pihak paguyuban juga, kami mengupayakan, dengan kapasitas 
didalam ruangan yang terbatas agar diharapkan semaksimal mungkin 
mampu menampung seluruh pedagang pelataran yang telah terdata, yang 
ditaksir lebih dari 900an pedagang, itu sudah termasuk penambahan 
pedagang baru yang berasal dari para PKL JL Hasyim Ashari dan para 
pedagang kemasan. Total luasnya ruangan kita bagi dengan jumlah total 
pedagang pelataran yang telah terdata, sehingga kita dapat mengetahui 
tafsiran nilai besaran ukuran pembagian tiap lapak serta untuk ukuran 
akses jalan. Untuk ukuran perlapak sebelumnya memang rata – rata 
diupayakan akan mendapat ukuran sesuai retribusi masing-masing lapak 
itu 1,5 x 1,5 m. Namun dengan banyaknya pedagang pelataran yang ada 
kita juga mengupayakan untuk membuat akses jalan yang longgar minimal 
2 meter agar nyaman mas, oleh karena itu memang ada pengurangan 
sedikit ukuran 5 – 10 cm per lapak khususnya pada lapak pedagang 
pakaian agar dapat menyisakan akses jalan antar blok pedagang yang lebih 
lebar.” (wawancara 20 Agustus 2018) 
Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Fatimah, selaku ketua Paguyuban 
P4K, 
“Kaitannya dengan pendataan luasan tempat dasaran pihak paguyuban ya 
ikut,  malah justru kita yang mengukur mas dengan banyaknya pedagang 
pelataran yang akan ditata kan juga harus disesuaikan dengan kapasitas 
ukuran ruangan juga, jadi agar smua pedagang yang telah terdata bisa 




memang ada upaya sedikit pengurangan ukuran lapak mas, khususnya 
pada lapak zona pedagang pakaian karena memang jumlahnya yang 
terbanyak daripada jenis pedagang lain, hal itu dilakukan agar dapat 
menghasilkan akses jalan antar masing-masing deretan blok pedagang itu 
ketentuannya 2 meter sehingga diharapkan tidak terjadi penyempitan jalan 
apabila sedang ramai pengunjung.” (wawancara 31Agustus 2018) 
 
2) Tahap sosialisasi metode penataan pedagang kepada para pedagang 
Dengan adanya kebijakan penambahan pedagang pelataran yang cukup 
banyak, maka Dinas Perdagangan telah berupaya mempersiapkan tempat dasaran 
yang baru untuk seluruh pedagang pelataran yang terdata. Selain itu dengan 
banyaknya beberapa macam jenis pedagang berdasarkan jenis dagangan yang 
berbeda-beda maka Dinas Perdagangan dituntut untuk melakukan cara dan upaya 
dalam memberikan tindakan penataan yang adil dan teratur bagi penempatan 
pedagang pelataran. Setelah dilakukan pendataan pedagang, maka langkah 
selanjutnya yaitu adalah melakukan tahap sosialisasi metode penataan pedagang 
yang akan diterapkan untuk menata pedagang pelataran. Metode yang diterapkan 
untuk menata pedagang pelataran tersebut yakni dengan konsep zoning. Konsep 
zoning merupakan penataan pedagang dengan cara pedagang ditempatkan pada 
zona yang berdasarkan pengelompokkan jenis barang dagangan yang dijual. 
Dimana pedagang pelataran Pasar Klewer, dalam penempatan pedagang terbagi 
menjadi 5 zona jenis dagang, meliputi; (1.) zona kuliner, (2.) (zona kemasan), (3.) 
zona oleh – oleh, (4.) zona aksesoris, (5.) zona Pakaian. Adapun denah 
penempatan pedagang berdasarkan kelompok jenis barang dagangan yang 





Gambar 4.5 Denah Tempat Dasaran Pelataran Pasar Klewer dengan konsep 
zoning 
Sumber: Dinas Perdagangan 
Pada tahap sosialisasi metode penataan pedagang dengan konsep zoning 
ini pihak Dinas Perdagangan melakukan pendekatan secara tidak langsung, 
artinya sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan pendekatan pada paguyuban 
P4K selaku mediator serta beberapa perwakilan kelompok pedagang artinya tidak 
secara keseluruhan pedagang. Perlu diketahui pedagang pelataran Pasar Klewer 
memiliki Paguyuban P4K serta keseluruhan pedagang terbagi 17 kelompok 
pedagang serta perwakilan dari pedagang baru dari Jl Hasyim Ashari & para 
pedagang kemasan , dimana masing-masing kelompok memiliki perwakilan 
sebagai mediator. Pada tahap ini pihak dinas melalui kepala pasar cukup 
mengundang para paguyuban P4K serta para perwakilan pedagang ketika 
mensosialisasikan program kerjanya terkait proses penataan pedagang pelataran. 




“Setelah kita dapatkan seluruh data pedagang pelataran, kita laksanakan 
tahap sosialisasi mas terkait konsep penataan yang akan kita terapkan 
untuk menata mereka, dengan cara kita undang para paguyuban P4K serta 
secara perwakilan beberapa kelompok pedagang yang ada, karena 
pedagang pelataran ini kan yang lama jumlahnya saja 765 an itu terbagi 
sekitar 17 kelompok pedagang dan mereka masing-masing memiliki 
perwakilan itu kita undang  serta tambahan pedagang baru dari Jl Hasyim 
Ashari dan pedagang kemasan mereka juga memiliki perwakilan sebagai 
koordinator untuk memberikan mereka pengertian terkait konsep penataan 
pedagang yang akan kita terapkan, setelah itu mereka kita himbau untuk 
melakukan sosialisasi berkelanjutan pada anggota kelompok masing-
masing.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Fatimah selaku ketua paguyuban 
P4K pedagang pelataran, 
“Ya dulu sebelum penempatan ya ada sosialisasinya mas, sosialisasi 
tentang bagaimana penempatan pedagang pelataran ini mau di tata seperti 
apa, memang kita semua pengurus itu di undang mas ke pendaphi 
balaikota sana, tapi tidak untuk keseluruhan pedagang pelataran karena 
mereka kan yang pedagang pelataran yang lama itu terbagi 17 kelompok 
pedagang dan masing-masing kelompok tersebut kurang lebih mewakilkan 
5 orang sebagi koordinatornya, sedangkan untuk para pedagang baru juga 
dari Jl Hasyim Ashari dan pedagang kemasan mereka juga punya 
perwakilan masing-masing untuk menghadiri sosialisasi penataan tersebut, 
setelah itu masih kita diskusikan sendiri mas antara paguyuban dengan 
para perwakilan berbagai kelompok pedagang yang terbagi tadi, untuk 
membahas konsep penataan pedagang pelataran ini dalam bentuk 
pertemuan rutin sebulan sekali dalam acara arisan koperasi mas selain itu 
kami juga dihimbau pihak dinas untuk mensosialisasikan terkait konsep 
penataan kepada anggota pedagang pada masing-masing kelompok.” 
(wawancara 31 Agustus 2018). 
Sosialisasi terkait metode penataan pedagang ini perlu dilakukan, karena 
pihak Dinas Perdagangan sendiri untuk menerapkan konsep penataan pedagang 
pelataran dengan konsep zoning ini tidak bisa memutuskan sendiri secara sepihak 
melainkan membutuhkan kerja sama dari pedagang dengan menampung aspirasi 
mereka, hal tersebut diungkapkan oleh bapak Edi Murdiarso selaku Kepala Pasar, 
“ Dalam tahap sosialisasi ya kita tidak serta merta menentukan sendiri mas 
terkait  konsep zoning yang akan kita terapkan untuk menata mereka, kita 
tetap perlu mendengarkan masukan – masukan mereka, harus ada 
kesepakatan setelah itu kita himbau mereka untuk mendesain denah 
gambaran sesuai konsep zoning mereka sendiri secara perwakilan, lalu 




tujuan konsep kita dengan sistem zoning itu, ya tinggal kita sepakati dan 
kita setujui.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
Penjelasan serupa juga disampaikan oleh ibu Fatimah selaku ketua 
paguyuban P4K, 
“Jadi dalam sosialisasi model penataan pedagang itu ada perencanaannya 
dulu mas, akan ada tambahan pedagang baru dari Jl Ashari pun kami juga 
diberi tahu, pada perencanaan penataan pedagang mereka juga mau 
mendengarkan aspirasi kami ketika sosialisasi, misalnya dalam penerapan 
konsep zoning itu kita disuruh mengusulkan desain penempatannya itu kita 
diskusikan sesama pedagang kita setorkan, begini lho per lembar untuk 
zona pakaian, perlembar zona kuliner seperti ini dll itu kita serahkan ke 
pihak dinas tapi tetap mereka yang menyetujui. Selain itu dulu ada 
beberapa masukan yang pedagang berikan mas, misalnya dalam 
penempatan zona pedagang kemasanitu kan dalam melakukan kegiatannya 
kan menggunakan alat patri emas, sehingga menggunakan api, itu kita 
memberikan usulan kalau zona pedagang kemasan sebaiknya ditempatkan 
pada bagian ruangan yang dekat dengan jendela mas, agar dekat dengan 
sirkulasi udara agar ruangan tidak semakin pengap dan panas yang 
disebabkan nyala api tersebut sehingga menjaga kenyamanan pasar, 
kemudian dulu itu juga ada usulan dari zona pedagang kuliner terkait 
penempatan posisi lapak mereka, merka memberikan usulan agar dalam 
posisi penempatan lapak mereka itu secara acak artinya meminta apabila 
terdapat jenis pedagang yang berjualan jenis makanan yang sama itu tidak 
mau bersebelahan, misalnya miayam sederet juga dengan miayam semua 
itu mereka tidak mau, dikhawatirkan persaingan mendapat pelanggan jadi 
lebih sulit mas , mereka meminta agar penempatan posisi mereka itu 
secara acak berdasarkan jenis makanan yang berbeda-beda, misalnya 
miayam, sebelahnya pecel, kemudian sebelahnya nasi 
goreng,penempatannya minta diselang-seling lah mas” (wawancara 31 
Agustus 2018). 
Terkait kepuasan akan tindakan penataan pedagang dengan konsepzoning 
yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan ini, juga disampaikan oleh ibu Fatimah 
selaku pedagang pakaian sekaligus ketua paguyuban P4K, 
“Menurut saya sih setuju saja mas sudah cukup puas dengan konsep 
zoning ini, karena memang selain agar lebih teratur, penataan ini juga 
mengantisipasi adanya konflik pedagang misalnya, para pedagang kuliner 
itu kan banyak dan memakai kompor dalam memasak dan mengeluarkan 
asap seumpama kalau penataannya berdekatkan dengan para pedagang 
pakaian kan dikhawatirkan pakaian jadi bau tapi dengan konsep zoning ini 
kan sudah sesuai yang di konsepkan para pedagang pakaian tidak terlalu 
berdekatan dengan para lapak pedagang kuliner, serta harapan saya antar 




penataan  dengan konsepzoning ini juga saling menawarkan menarik 
perhatian pengunjung, misalnya apabila sedang membeli pakaian, 
kemudian sedang lapar kebetulan satu lantai ini kan juga terdapat 
pedagang kuliner sehingga dapat memberikan akses pengunjung lebih 
mudah untuk berkunjung makan ke lapak kuliner tersebut.” (wawancara 31 
Agustus 2018). 
Pendapat terkait kepuasan akan tindakan penataan pedagang dengan 
konsep zoning yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan ini, juga disampaikan 
oleh Edi Purnawan warga Mojosongo selaku pengunjung Pasar Klewer, 
“Ya menurut saya selaku pengunjung pasar, untuk penataan pedagang 
yang dibagi zona pengelompokkan berdasar jenis barang yang dijual itu ya 
sudah cukup puas walaupun dengan banyaknya pedagang tapi terlihat 
teratur mas, jadi enak dilihat juga. Dengan seperti ini kan untuk mencari 
barang yang pembeli butuhkan jadi mudah dicari, kita tinggal datangi 
sesuai zona dagangnya saja mas.” (wawancara 31 Agustus 2018) 
3) Tahap Pembagian lapak pelataran 
 Pada tahap ini, Dinas Perdagangan melakukan pembagian lapak setiap 
blok berdasarkan konsep zoning, para pedagang ditempatkan berdasarkan zona 
pengelompokkan jenis barang yang diperjualbelikan. Dalam pembagian 
penempatan tiap lapak memang tidak ada pengundian secara terbuka. Untuk 
pembagian blok penempatan tiap lapak tersebut akan di informasikan melalui 
kartu KTPP yang baru, karena memang seluruh pedagang pelataran yang sudah 
terdata untuk penataan ke tempat dasaran pelataran bangunan Pasar Klewer yang 
baru, persyaratannya harus memiliki atau melakukan pembaharuan KTTP yang 
baru. Pembagian KTPP yang telah tertera nomor penempatan blok lapak tersebut 
dibagikan Dinas Perdagangan melalui Paguyuban P4K. Penjelasan tersebut 
disampaikan oleh bapak Edi Murdiarso, selaku Kepala Pasar Klewer, 
“Dalam pembagian penempatan lapak setiap blok yang ada, itu kita 
gunakan konsep zoning seperti yang telah di sosialisasikan sebelumnya, 
pembagian blok penempatan tiap lapak tersebut akan di informasikan 
melalui kartu KTPP yang baru. Untuk pedagang pelataran lama yang telah 
memiliki KTTP itu kita himbau untuk melakukan pembaharuan KTPP, 
sedangkan untuk pedagang baru dari JL Hasyim Ashari dan para pedagang 
kemasan kita himbau untuk mengajukan surat ijin penempatan terdahulu 
beserta persyaratan berkas – berkas yang harus dilampirkan karena 
memang dulu itu pasar mulai beroperasi kembali pada awal tahun 2017 




tertera pada KTPP yang baru, setelah itu kita bagikan KTPP tersebut 
melalui paguyuban, dan paguyuban meneruskan melakukan pembagian 
kepada para tiap kelompok pedagang yang ada, hal tersebut dilakukan agar 
pedagang mengetahui posisi penempatan lapaknya sesuai konsep zoning 
yang diterapkan.” (wawancara 20 Agustus 2018). 
Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Fatimah, selaku ketua paguyuban 
P4K, 
“Waktu tahap pembagian penempatan lapak berdasarkan nomer blok itu 
memang sudah tertera pada kartu KTPP yang baru mas, jadi yang 
menentukan itu pihak Dinas Perdagangan dan pihak paguyuban itu ikut 
membantu pembagian kartu KTPP, sebelum pasar ini resmi beroperasi kita 
pengurus paguyuban mengkoordinasikan dengan para perwakilan 
kelompok pedagang yang terbagi sebanyak 17 kelompok tadi, dari 
pedagang pelataran yang lama maupun pedagang baru yang dari Jl Ashari, 
itu kita berikan undangan lewat perwakilan kelompoknya kemudian 
meneruskan kepada para anggota pedagangnya, tentang jadwal 
pengambilan kartu KTPP yang baru. Tentu itu kita jadwal mas beda jam 
beda hari, karena mengingat banyaknya pedagang yang terdata untuk di 
tata ditempatkan pada tempat dasaran pelataran bangunan Pasar Klewer 




Gambar 4.6 Kartu Tanda Pengenal Pedagang Pelataran 
        Sumber: Dokumen Pribadi 
Selain itu, untuk mendukung terwujudnya penataan pedagang yang tertib, 




pemahaman kepada para pedagang, terkait pentingnya penataan produk barang 
dagangan melalui sosialisasi metode penataan pedagang yang pernah 
dilaksanakan. Penataan produk (display) merupakan suatu cara penataan produk 
yang dilakukan oleh perusahaan dagang agar konsumen berminat dan tertarik 
untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan oleh perusahaan dagang tersebut. 
Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memperkenalkan cara penataan 
dagangan dengan baik, seraya memberikan sentuhan pengetahuan tentang 
penataan dagangan serta tujuannya untuk menarik calon pembeli. Adapun 
beberapa syarat penataan produk yang baik yang telah disampaikan pihak Dinas 
Perdagangan kepada para pedagang Pasar Klewer: 
a.       Display harus bersih dan rapi. Kerapian dan kebersihan barang 
maupun tempat pajangan sangat penting untuk menarik minat pembeli 
supaya bersedia untuk melihat dari dekat produk yang ditawarkan. 
b.      Display harus mampu membuat barang-barang yang di pajang menjadi 
mudah dilihat, mudah dicari dan mudah dijangkau. Ketiga hal ini 
merupakan syarat mutlak yang harus mampu diwujudkan oleh aktivitas 
display. Jika tidak, display yang menarik dan seatraktif apapun akan 
menjadi sia-sia. 
c.       Display harus memperhatikan aspek keamanan,baik keamanan bagi 
pengelola toko dari potensi-potensi kehilangan, maupun keamanan bagi 
pengunjung (konsumen) yang berada di dalam toko, berkaitan dengan 
aspek keamanan ini, para pedagang biasanya tidak akan menempatkan 
barang-barang yang mudah pecah di sembarang rak. Barang-barang yang 
mahal, terutama yang fisik ukurannya kecil biasanya di pajang di etalase. 
barang-barang kemasan kaleng yang cukup berat juga biasanya 
ditempatkan pada susunan paling bawah untuk menghindari resiko 
timbulnya cidera bagi pengunjung (terutama anak-anak) jika barang 
tersebut terjatuh. 
d. Display yang dilakukan oleh pedagang harus informative 
dan komunikatif, para pedagang dapat memanfaatkan alat alat bantu 




standing poster (papan nama produk), signage (papan informasi) dan jenis-
jenis point of purchase (POP) materials yang lain. 
e.       Display harus terlihat menarik dan memberi kesan yang berbeda pada 
pengunjung toko. Menarik mencangkup perpaduan warna, bentuk 
kemasan, kegunaan barang, serta adanya tema atau tujuan yang pada 
akhirnya bermuara pada suasana belanja pengunjung. 
Demikian dengan adanya beberapa tindakan yang diberikan oleh Dinas 
Perdagangan dalam merespon keluhan masalah terkait penataan pedagang serta 
mencoba melakukan tindakan seoptimal mungkin untuk memberikan kepuasan 
dalam hal menata pedagang bagi pedagang sendiri maupun pengunjung, 
menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan sudah memiliki keseriusan untuk 
menciptakan penataan pedagang yang tertib dan rapi. 
 
1.5. Penempatan pedagang oleh Dinas Perdagangan dalam sistempelayanan 
yang berlaku 
 Pada indikator ini akan dibahas tentang bagaimana petugas Dinas 
Perdagangan menempatkan pedagang dalam sistem pelayanan terkait penataan 
pedagang. Mulai dari membantu aparat Dinas Perdagangan dalam mengatasi 
keluhan masalah penataan pedagang hingga membantu proses terlaksananya 
penataan pedagang. 
 Untuk mengatasi keluhan masalah pedagang yang terkait isu masalah jual 
beli lapak secara ilegal, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan 
adalah dengan melakukan pembinaan kepada para pedagang yang bersangkutan 
terkait masalah tersebut, dengan cara diundang dari pihak pelapor masalah, yang 
terlapor hingga saksi – saksi yang di duga membeli lapak, hal tersebut dilakukan 
untuk mendapatkan keterangan para pedagang yang bersangkutan, agar pihak 
Dinas bisa memberikan tindakan selanjutnya untu mengatasi masalah tersebut. 
Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Erni Susiatun selaku Kepala Bidang 
Pendapatan, 
“Untuk mengatasi permasalahan kasus jual beli lapak secara ilegal itu ya 
kita harus tau sumber masalahnya dulu mas, tetap kita libatkan pedagang 




Perdagangan sini, kita undang saksi para pedagang, saksi yang kemarin 
dikatakan pembeli pun, yang menempati pun kita undang. Jadi tidak hanya 
kedua belah pihak saja antara terlapor yang melibatkan pengurus 
paguyuban dan juga yang melapor, semuanya kita mintai keterangan. 
Pedagang yang terduga terlibat masalah itu pun sudah juga diberi 
pembinaan oleh Kepala Dinas agar menaati aturan larangan pedagang, 
sudah diberi teguran juga mas.” (wawancara 10 Agustus 2018). 
Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Suprapto selaku Sekretaris Dinas 
Perdagangan, 
“Ya tentu kita libatkan kan kita dari pihak dinas perdagangan sudah 
melakukan panggilan kepada mereka pihak pedagang yang mengadu dan 
para pengurus paguyuban yang berkaitan mas, kita mintai klarifikasi agar 
kasus masalah tersebut clear, tidak sekedar kasak-kusuk kita pertemukan 
di kantor Dinas Perdagangan dengan pak Kepala Dinas juga.” (wawancara 
8 Agustus 2018). 
Keterlibatan pihak pedagang yang melapor untuk datang dan dimintai 
keterangan akan kasus masalah tersebut, juga disampaikan oleh bapak Sulardi, 
selaku pedagang pakaian yang melaporkan kasus masalah tersebut. 
“Saya selaku pengadu masalah ini bersama 5 teman saya itu memang 
pernah diundang mas untuk memberikan klarifikasi, kalau dari pihak dinas 
sendiri sudah perhatian, bahkan saya sering diundang dengan undangan 
resmi memakai surat dan dari pihak dinas perdagangannya memberikan 
suratnya kesini, dihimbau untuk datang ke kantor dinas perdagangan untuk 
membahas kasus masalah penataan ini.” (wawancara 26 Juli 2018). 
Kemudian dari pihak yang terlapor yang melibatkan pengurus paguyuban 
juga mengakui pernah dipanggil Kepala Dinas untuk dimintai keterangan terkait 
kasus masalah tersebut. Hal tesebut disampaikan oleh ibu Fatimah selaku ketua 
Paguyuban P4K, 
“Ya itu memang benar mas, saya selaku pengurus juga terlibat untuk kasus 
tersebut, kita yang terlibat memang pernah diundang Kepala Dinas untuk 
datang ke kantor Dinas Perdagangan untuk untuk musyawarah untuk 
dimintai klarifikasi, kita memberi informasi memberi keterangan sesuai 
yang kita alami selain ke Kepala Pasar serta ke Dinas juga sama. Dan kita 
pedagang yang terlibat juga diberikan teguran untuk tidak lagi melanggar 
larangan pedagang, kemudian pihak Dinas juga telah memberikan sanksi 
administrasi berupa pencabutan hak / izin penempatan lapak kepada 
pedagang yang melanggar larangan tersebut namany Bu Suparni, beliau 
dihimbau untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang 




Selain membantu aparat Dinas Perdagangan dalam mengatasi keluhan 
masalah penataan pedagang tersebut pedagang juga dilibatkan membantu proses 
terlaksananya penataan pedagang. Untuk memberikan kepuasan pedagang 
maupun pengunjung dalam penataan pedagang, Dinas perdagangan menerapkan 
metode penataan dengan konsep zoning. Dalam pelaksanaan penataan pedagang 
dengan menerapkan konsep zoning tersebut, para pedagang dilibatkan melalui 
sosialisasi. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Edi Murdiarso, selaku Kepala 
Pasar Klewer, 
“Jadi untuk membantu terlaksanya penataan pedagang dengan konsep 
zoning ini tetap kita libatkan bersama mas melalui sosialisasi, dengan 
mengundang para pengurus peguyuban dan perwakilan para kelompok 
pedagang, karena memang dalam menentukan konsep sistem zoning ini 
kita tetap butuh masukan dan saran dari para pedagang pelataran yang 
akan kita tata  jadi ada kesepakatan, nanti model penataan bakal kayak gini 
pada setuju nggak, setelah kita  sepakati oh ya baru kita buat, agar tidak 
ada komplain lagi.”   (wawancara 20 Agustus 2018). 
Terkait keterlibatan pedagang untuk membantu perencanaan penataan 
pedagang dengan konsep konsep zoning melalui sosialisasi, juga diakui oleh ibu 
Fatimah, selaku ketua paguyuban, 
“Terkait perencanaan penataan pedagang akan ditata dengan konsep 
seperti apa itu ya kita selalu diberitahu mas, dan selalu dilibatkan melalui 
sosialisasi, memang kita selaku pengurus paguyuban P4K pelataran, 
bersama – sama para perwakilan kelompok pedagang yang terbagi itu ya 
pernah diundang untuk mendatangi sosialisasi tersebut, dalam sosialisasi 
tersebut kita diskusikan dengan pihak Dinas Perdagangan dan kita 
sampaikan aspirasi para pedagang terkait konsep penataan pedagang 
dengan sistem zoning tersebut.” (wawancara 31 Agustus 2018). 
Dengan demikian keterlibatan pedagang memang harus diperlukan untuk 
membantu Dinas Perdagangan dalam mewujudkan penataan pedagang Pasar 
Klewer yang tertib, rapi, serta nyaman dan aman. 











Matriks Responsivitas Dinas Perdagangan Kota Surakarta Dalam Penataan 
Pedagang Pelataran di Pasar Klewer 
Indikator Hasil Kesimpulan 
1. Terdapat tidaknya 
keluhan  
Dalam penataan pedagang pelataran pasar 
Klewer, ditemukan 2 keluhan, meliputi: 
a. Pengaduan kasus jual beli lapak secara 
ilegal, yang di duga ikut berdampak pada 
peningkatan jumlah pedagang pelataran, 
sehingga beberapa pedagang mengeluh 
penyempitan lapak. 
b. Keluhan, masih terdapat kurang tertibnya 
pedagang pelataran dalam menempatkan 
barang dagangan yang melebihi ukuran hak 
penempatan, sehingga dapat mengganggu 
kenyamanan. 
 
Tanggapan dari pihak 
Dinas Perdagangan pada 
indikator ini sudah cukup 
responsiv, dikarenakan 
penulis hanya menemukan 
jumlah keluhan terkait 
penataan pedagang yang 
cenderung sedikit, yaitu 
hanya 2 keluhan 




Dinas Perdagangan sudah mau mendengarkan 
keluhan, saran dan kritik dari pedagang hal 
tersebut dapat dilihat dari pemberian  sarana 
pengaduan, melalui website internet yaitu, 
Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), 
kemudian pihak Dinas juga menyediakan 
kotak saran yang di sediakan di Pasar Klewer 
bahkan pengaduan secara langsung ke pihak 
Dinas, juga cukup terbuka bisa datang 
langsung pada kantor Kepala Pasar serta pada 
Kantor Sekertaris Dinas, selain itu atas 
keluhan kasus yang didapat pihak Dinas juga 
memberikan reaksi untuk memulai menangani 
keluhan kasus, misalnya seperti: 
(1.) Pengaduan kasus jual beli lapak secara 
ilegal, untuk menanggapi keluhan tersebut 
dilakukan dengan cara upaya pemantauan 
kasus yang sedang dalam penyelidikan 
kepolisian, karena memang pihak Dinas tidak 
dapat menentukan sendiri apakah kasus jual 
beli lapak secara ilegal tersebut terbukti 
adanya, hingga pihak kepolisian memberikan 
surat pernyataan bahwa unsur jual beli lapak 
pada pedagang pelataran memang tidak 
terbukti. Hal itu dilakukan untuk 
mengumpulkan informasi sehingga dapat 
Tanggapan dari Dinas 
Perdagangan mengenai 
sikap dalam merespon 





memberikan pernyataan fakta bahwa kasus 
jual beli lapak secara ilegal tersebut tidak 
terbukti, kemudian dapat disimpulkan bahwa 
penambahan pedagang pelataran murni 
berasal dari PKL Jl Hasyim Ashari & para 
Pedagang Kemasan sesuai kebijakan Dinas. 
 
(2.) Untuk keluhan kasus masih terdapat 
kurang tertibnya pedagang pelataran dalam 
menempatkan barang dagangan yang 
melebihi hak penempatan , untuk menanggapi 
keluhan tersebut, pihak Kepala Pasar 
menurunkan staff penertib dan staff keamanan 
yang beroperasi di lingkungan pasar setiap 
hari yang selalu melakukan pemantauan dan 
pengawasan, apabila terdapat hal-hal yang 
mengganggu ketertiban penataan pedagang, 
seperti kurang tertibnya pedagang dalam 
menempatkan barang dagangan tentu akan 
selalu di beri teguran secara lisan dan 
mengingatkan untuk tertib dalam 









Dinas Perdagangan telah berupaya menjawab 
berbagai keluhan pada kasus yang ada dengan 
menjadikannya sebagai berbagai referensi 
perbaikan adapun referensi perbaikan, 
meliputi : 
 
. 1. Untuk kasus jual beli lapak secara ilegal 
agar tidak terjadi, Dinas Perdagangan 
memiliki upaya pencegahan pelanggaran 
larangan pedagang terkait pengalihan hak/ijin  
penempatan tempat dasaran kepada pihak lain 
tanpa seizin Dinas, yaitu dalam bentuk 
pengendalian dengan peregistrasian/ 
pembaharuan Kartu Tanda Pengenal 
Pedagang (KTPP) yang wajib dilakukan oleh 
pedagang yang bersangkutan setiap setahun 
sekali. 
 
2. Kemudian terkait keluhan masih adanya 
pedagang pelataran yang kurang tertib dalam 
menempatkan barang dagangannya melebihi 
batasan tempat berdagang yang menjadi 
haknya, yang kemungkinan bisa menjadi 
penyebab penataan kembali semrawut, selain 
Tanggapan Dinas 
Perdagangan mengenai 
beberapa kasus tersebut 
untuk dijadikan referensi 
perbaikan sudah cukup 
responsif, namun pada 
referensi perbaikan terkait 
keluhan masih terdapat 
kurang tertibnya pedagang 
dalam menempatkan 
barang dagangan   yang 
melebihi hak 
penempatannya, dinilai 
masih belum optimal 
karena pihak Dinas hanya 
memfasilitasi gudang 
penyimpanan barang 
sementara namun tidak 
dilengkapi dengan fasilitas 
pendukung keamanan 
seperti, tidak adanya 
personel yang menjaga 
gudang, serta tidak adanya 




memberikan teguran secara lisan, sebenarnya 
pihak dinas juga menerapkan teguran secara 
tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali, apabila 
teguran lisan dan teguran tertulis tidak juga 
dipatuhi, akan diberikan sanksi pencabutan 
KTPP/hak ijin penempatan, selain itu pihak 
Dinas juga sudah menyediakan gudang 
penyimpanan barang di tempat dasaran 
pelataran untuk memfasilitasi pedagang untuk 
penitipan barang sementara, ketika pedagang 
sedang memiliki barang dagangan yang 
berlebih, namun pedagang masih meragukan 
keamanannya karena tidak ada pihak yang 
menjaga gudang serta tidak ada fasilitas 
pendukung keamanan seperti pemasangan 
cctv pada ruangan 











1. Untuk tindakan yang diambil, guna 
memberikan kepuasan dalam penanganan 
kasus jual beli lapak secara ilegal yang 
dikeluhkan beberapa pedagang, sudah 
dilakukan berbagai tindakan: 
(a.) Telah dilakukan pemantauan langsung di 
tempat dasaran pelataran Pasar Klewer 
melalui Kepala Pasar, sehingga muncul 
temuan, terdapat beberapa pedagang terlibat 
dalam pengalihan hak  ijin penempatan 
tempat dasaran kepada pihak lain namun tidak 
dengan unsur jual beli, melainkan dengan cara 
menggadaikan/meminjamkan lapaknya, oleh 
karena itu pihak Dinas, memberikan tindakan 
berlanjut yaitu dengan, 
(b.) Pemberian sanksi administrasi, berupa 
teguran secara lisan serta pencabutan hak izin 
penempatan kepada pedagang yang terlibat 
menyalahi prosedur. 
 
2. Kemudian dapat diketahui atas penanganan 
kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penambahan pedagang pelataran yang ada, 
murni berasal dari PKL Jl Hasyim Ashari dan 
para pedagang kemasan sesuai kebijakan 
Dinas, oleh karena itu pihak Dinas dituntut 
untuk memberikan penataan pedagang yang 
teratur dan penempatan yang adil, untuk 
memberikan kepuasan pedagang maupun 
pengunjung, Dinas Perdagangan menerapkan 
Tanggapan dari Dinas 
untuk memberikan 





penataan dengan konsep zoning melalui 
tahap-tahap penataan yang dilakukan, antara 
lain: 
(a.) Tahap Pendataan 
(b.) Sosialisasi tentang metode penataan 
pedagang dengan konsep zoning, kepada para 
pedagang 
(c.) Tahap pemberian lapak 
 
3. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya 
penataan pedagang yang tertib, pihak  Dinas 
juga telah melakukan tindakan sosialisasi 
untuk memberikan pemahaman kepada para 








(1) Ditemukan adanya pelibatan pedagang 
dalam mengatasi keluhan masalah penataan 
pedagang, hal tersebut dapat dilihat dari 
penanganan isu jual beli lapak secara ilegal 
ini, pedagang yang bersangkutan dilibatkan 
dalam pembinaan pedagang serta untuk 
dimintai keterangan dengan tujuan untuk 
mendapatkan informasi yang sebenarnya, agar 
Dinas Perdagangan dapat menentukan 
tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
(2.) Serta pedagang juga selalu dilibatkan 
dalam proses kegiatan tahap–tahap penataan 
pedagang untuk memberikan kepuasan 
pelayanan terkait penataan pedagang, 
misalnya di undang pada tahap sosialisasi 
metode penataan. 
Pada indikator penempatan 
pedagang oleh Dinas 
Perdagangan  dalam 
sistem pelayanan yang 















 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait 
Responsivitas Dinas Perdagangan dalam penataan pedagang pelataran Pasar 
Klewer, dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan responsivitas Dinas 
Perdagangan dalam penataan pedagang pelataran sudah cukup baik. Adapun 
indikator yang digunakan sebagai penelitian penulis sebagai berikut: 
1. Terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa terkait penataan pedagang 
pelataran Pasar Klewer 
Dalam penataan pedagang pelataran pasar Klewer, ditemukan 2 
keluhan, meliputi: 
a) Pengaduan kasus jual beli lapak secara ilegal, yang di duga ikut 
berdampak pada peningkatan jumlah pedagang pelataran, sehingga 
beberapa pedagang mengeluh penyempitan lapak 
b) Keluhan, masih terdapat kurang tertibnya pedagang pelataran dalam 
menempatkan barang dagangan yang melebihi ukuran hak 
penempatan, sehingga dapat mengganggu kenyamanan 
Tanggapan dari pihak Dinas Perdagangan pada indikator ini sudah 
cukup responsif, dikarenakan penulis hanya menemukan jumlah keluhan 
terkait penataan pedagang yang cenderung sedikit, yaitu hanya 2 keluhan.  
2. Sikap aparat Dinas Perdagangan dalam merespon keluhan dari pedagang 
Dinas Perdagangan sudah mau mendengarkan keluhan, saran dan kritik 
dari pedagang hal tersebut dapat dilihat dari pemberian  sarana pengaduan, 
melalui website internet yaitu, Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), 
kemudian pihak Dinas juga menyediakan kotak saran yang di sediakan di Pasar 
Klewer bahkan pengaduan secara langsung ke pihak Dinas, juga cukup terbuka 




Dinas, selain itu atas keluhan kasus yang didapat pihak Dinas juga memberikan 
reaksi untuk memulai menangani keluhan kasus, misalnya seperti: 
1) Pengaduan kasus jual beli lapak secara ilegal, untuk menanggapi keluhan 
tersebut dilakukan dengan cara upaya pemantauan kasus yang sedang 
dalam penyelidikan kepolisian, karena memang pihak Dinas tidak dapat 
menentukan sendiri apakah kasus jual beli lapak secara ilegal tersebut 
terbukti adanya, hingga pihak kepolisian memberikan surat pernyataan 
bahwa unsur jual beli lapak pada pedagang pelataran memang tidak 
ditemukan. Hal itu dilakukan Pihak Dinas untuk mengumpulkan informasi 
sehingga dapat memberikan pernyataan fakta bahwa kasus jual beli lapak 
secara ilegal tersebut tidak terbukti, kemudian dapat disimpulkan bahwa 
penambahan pedagang pelataran murni berasal dari PKL Jl Hasyim Ashari 
& para Pedagang Kemasan sesuai kebijakan Dinas.  
2) Untuk keluhan kasus masih terdapat kurang tertibnya pedagang pelataran 
dalam menempatkan barang dagangan yang melebihi hak penempatan , 
untuk menanggapi keluhan tersebut, pihak Kepala Pasar menurunkan staff 
penertib dan staff keamanan yang beroperasi di lingkungan pasar setiap 
hari yang selalu melakukan pemantauan dan pengawasan,  apabila terdapat 
hal-hal yang mengganggu ketertiban penataan pedagang, seperti kurang 
tertibnya pedagang dalam menempatkan barang dagangan tentu akan 
selalu di beri teguran dan mengingatkan untuk tertib dalam menempatkan 
barang dagangannya. 
3. Penggunaan keluhan sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan di 
masa mendatang. 
Pada indikator ini, Dinas Perdagangan berupaya melakukan perbaikan 
berdasarkan keluhan – keluhan yang telah disampaikan oleh pedagang maupun 
masyarakat. Dinas Perdagangan telah berupaya menjawab berbagai keluhan 
pada kasus tersebut sebagai berikut: 
1) Untuk kasus jual beli lapak secara ilegal agar tidak terjadi, Dinas 
Perdagangan memiliki upaya pencegahan pelanggaran larangan 




dasaran kepada pihak lain tanpa seizin Dinas, yaitu dalam bentuk 
pengendalian dengan peregistrasian/pembaharuan Kartu Tanda 
Pengenal Pedagang (KTPP) yang wajib dilakukan oleh pedagang 
yang bersangkutan setiap setahun sekali. 
2) Kemudian dengan adanya isu jual beli lapak yang diduga ikut 
berdampak pada peningkatan jumlah pedagang pelataran, beberapa 
pedagang merasa hal itu berdampak pada penyempitan lapak, 
karena terjadi pengurangan ukuran lapak yang tidak sesuai ukuran 
ketetapan retribusi. Menurut keterangan pihak Dinas, untuk 
pengurangan ukuran lapak, dalam penataan memang dilakukan, 
tujuannya agar dapat menyisakan beberapa lahan yang lebih lebar 
yang digunakan untuk akses jalan, karena dengan adanya 
penambahan pedagang pelataran yang cukup banyak serta 
kapasitas ruangan yang terbatas maka Dinas Perdagangan juga 
mengupayakan bagaimana caranya agar tidak terjadi penyempitan 
akses jalan untuk pengunjung, untuk informasi tersebut sebenarnya 
telah disampaikan melalui sosialisasi metode penataan pedagang. 
3) Kemudian terkait keluhan masih adanya pedagang pelataran yang 
kurang tertib dalam menempatkan barang dagangannya melebihi 
batasan tempat berdagang yang menjadi haknya, yang 
kemungkinan bisa menjadi penyebab penataan kembali semrawut, 
selain memberikan teguran secara lisan, sebenarnya pihak dinas 
juga menerapkan teguran secara tertulis sebanyak-banyaknya 3 
kali, apabila teguran lisan dan teguran tertulis tidak juga dipatuhi, 
akan diberikan sanksi pencabutan KTPP/surat hak ijin penempatan, 
selain itu sebenarnya pihak Dinas juga sudah menyediakan gudang 
penyimpanan barang di tempat dasaran pelataran untuk 
memfasilitasi pedagang guna penitipan barang sementara, ketika 
pedagang sedang memiliki barang dagangan yang berlebih, namun 




yang menjaga gudang serta tidak ada fasilitas pendukung 
keamanan seperti pemasangan cctv pada ruangan. 
4. Berbagai tindakan Aparat Dinas Perdagangan untuk memberikan 
kepuasan pelayanan kepada pedagang pelataran terkait penataan 
pedagang. 
(1.) Untuk tindakan yang diambil, guna memberikan kepuasan dalam 
penanganan kasus jual beli lapak secara ilegal yang dikeluhkan 
beberapa pedagang, sudah dilakukan berbagai tindakan: 
a.) Telah dilakukan pemantauan langsung di tempat dasaran 
pelataran Pasar Klewer melalui Kepala Pasar, sehingga muncul 
temuan, terdapat beberapa pedagangterlibat dalam pengalihan 
hak ijin penempatan tempat dasaran kepada pihak lain namun 
tidak dengan unsur jual beli, melainkan dengan cara 
menggadaikan/meminjamkan lapaknya, oleh karena itu pihak 
Dinas, memberikan tindakan berlanjut yaitu dengan, 
b.) Pemberian sanksi administrasi, berupa teguran secara lisan 
serta pencabutan hak izin penempatan kepada pedagang yang 
terlibat menyalahi prosedur. 
(2.) Kemudian dapat diketahui atas penanganan kasus tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penambahan pedagang pelataran yang ada, murni 
berasal dari PKL Jl Hasyim Ashari dan para pedagang kemasan sesuai 
kebijakan Dinas, oleh karena itu pihak Dinas dituntut untuk 
memberikan penataan pedagang yang teratur dan penempatan yang 
adil, untuk memberikan kepuasan pedagang maupun pengunjung, 
Dinas Perdagangan menerapkan penataan dengan konsep zoning 
melalui tahap-tahap penataan yang dilakukan, antara lain: 
a.) Tahap Pendataan 
b.) Sosialisasi tentang metode penataan pedagang dengan konsep 
zoning, kepada para pedagang 




(3.) Selain itu, untuk mendukung terwujudnya penataan pedagang yang 
tertib, pihak  Dinas juga telah melakukan tindakan untuk memberikan 
pemahaman kepada para pedagang, terkait pentingnya penataan 
produk barang dagangan melalui sosialisasi metode penataan 
pedagang yang pernah dilaksanakan. Tindakan tersebut dilakukan 
dengan cara memperkenalkan cara penataan dagangan dengan baik, 
seraya memberikan sentuhan pengetahuan tentang penataan dagangan 
serta tujuannya untuk menarik calon pembeli.  
5. Penempatan pedagang oleh Dinas Perdagangan dalam sistem pelayanan 
yang berlaku 
Pada indikator ini, pedagang pelataran selalu dilibatkan untuk 
membantu pihak Dinas dalam mengatasi masalah penataan pedagang serta juga 
dilibatkan dalam proses kegiatan tahap-tahap penataan pedagang untuk 
memberikan kepuasan pelayanan terkait penataan pedagang yang diterapkan 
oleh Dinas perdagangan. 
   Untuk mengatasi keluhan masalah yang dikeluhkan pedagang sendiri, 
terkait isu jual beli lapak secara ilegal ini, pedagang yang bersangkutan 
dilibatkan dalam pembinaan pedagang serta untuk dimintai keterangan dengan 
tujuan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, agar Dinas Perdagangan 
dapat menentukan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.   
   Selain itu, pedagang juga selalu dilibatkan dalam proses kegiatan tahap-
tahap penataan pedagang untuk memberikan kepuasan pelayanan terkait 
penataan pedagang, misalnya di undang pada tahap sosialisasi metode 
penataan. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai responsivitas 
Dinas Perdagangan dalam penataan pedagang pelataran Pasar Klewer,ditemukan 
masih terdapat kurangnya kesadaran pedagang akan menaati  peraturan yang 
diterapkan oleh Dinas Perdagangan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota 
Surakarta No. 1 tahun 2010 tentang penggelolaan dan perlindungan pasar 




tanpa seizin Dinas, serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh pedagang terkait 
mengatur penempatan barang dagangannya untuk tidak melebihi batasan tempat 
berdagang yang menjadi haknya. 
 Selain itu pada penelitian ini, untuk indikator pada referensi perbaikan 
dalam menjawab keluhan terkait masih terdapat kurang tertibnya pedagang dalam 
menempatkan barang dagangan yang melebihi hak penempatannya, dinilai masih 
belum optimal karena pihak Dinas hanya memfasilitasi gudang penyimpanan 
barang sementara di tempat dasaran pelataran, namun tidak dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung keamanan seperti, tidak adanya personel yang menjaga 
gudang, serta tidak adanya pemasangan teknologi cctv pada ruangan gudang, 
sehingga para pedagang enggan menggunakan gudang tersebut untuk menyimpan 
barang dagangan yang berlebih karena merasa keamanan belum terjamin. 
B. Saran 
Adapun saran yang diajukan oleh penulis yaitu: 
(1.) Sebaiknya senantiasa dilakukan sosialisasi tentang peraturan pedagang yang 
mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 tahun 2010 tentang 
pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional terkait dengan larangan 
pedagang dan kewajiban pedagang yang harus dipatuhi. Sosialisasi tersebut 
haruslah dilakukan pihak Dinas Perdagangan secara berkala misalnya 
sosialisasi dilakukan secara tatap muka bertemu pedagang melalui ketika 
pedagang mengajukan pembaharuan Kartu Tanda Pengenal Pedagang 
(KTPP). Dalam melakukan pembaharuan KTPP,  pastilah pedagang diberikan 
formulir pembaharuan KTPP beserta surat pernyataan terlampir yang berisi 
tentang peraturan pedagang yang harus dipatuhi, sebaiknya surat pernyataan 
tersebut bukan hanya sekedar diberikan begitu saja tetapi harus juga diberikan 
penjelasan kepada pedagang yang bersangkutan terkait sanksi tegas yang 
diberikan, apabila masih saja terdapat pedagang yang melanggar peraturan. 
Sosialisasi tersebut dilakukan secara persuasif dengan mengajak pedagang 
untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar 




pedagang untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta diharapkan dapat 
membantu Dinas Perdagangan mewujudkan penataan pedagang yang tertib, 
rapi, aman dan nyaman. 
(2.) Sudah semestinya pihak Dinas harus segera melengkapi fasilitas pendukung 
keamanan seperti memberikan personel untuk menjaga keamanan ruang 
gudang penyimpanan barang sementara, serta memberikan fasilitas 
pemasangan cctv di berbagai sudut ruangan pasar, tak terkecuali pada 
ruangan gudang penyimpanan barang, hal tersebut perlu diberikan demi 
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